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RINGKASAN

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur
(Studi Kasus pada Issue Pemberitaan
Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim) memiliki
peran penting dalam penyelenggaran program pembangunan dan
kemasyarakatan di Jawa Timur. Keberhasilan Pemprop Jatim
tidak terlepas dari beragam tugas dan pencapaiannya oleh public
relations-nya, yakni Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim.

Disinfokom Prop. Jatim telah banyak melakukan kegiatan
seperti membuat rilis, mendokumentasikan kegiatan para pejabat
Pemprop, menerbitkan bulletin bulanan, melakukan siaran radio,
serta membuka website. Walaupun berbagai kegiatan telah
‘dijalankan tetapi tidak terasa cukup sehingga Pemprop masih
menghadapi banyak kendala. Satu diantaranya adalah issue
pemberitaan pembangunan Proyek Induk Agrobisnis (PIA} yang
ditulis oleh surat kabar Jawa Pos. Dalam pemberitaan-
pemberitaannya, surat kabar ini menilai bahwa Pemprop Jatim
dinilai tidak transparan, mampu, dan kredibel dalam membangun
PIA tersebut, yang menjadi satu diantara lima prioritas proyek
pembangunan di Jatim.

Oleh karena, penelitian Peran Public Relations di Pemprop
Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk
Agrobisnis di Surat Kabar) ini memiliki signifikansi cukup tinggi
karena dapat menjelaskan peran yang telah dilakukan oleh public
relations Pemprop Jatim yakni Dinas Informasi dan Komunikasi
Prop. Jatim dalam mengelola issue penting PIA dan sekaligus
mencerminkan cara pengelolaan issue pemberitaan pada
umumnya. Secara khusus, penelitian ini menjelaskan pendekatan
komunikasi yang dipergunakan oleh public relations Pemprop
Jatim dalam mengelola issue pemberitaan PIA dan sekaligus
keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan oleh
dominant coalition berkaitan dengan pengelolaan issue
pemberitaan PIA,

Tesis ini meneliti pendekatan komunikasi one-way dan two-
way communication atau pendekatan komunikasi satu dan dua
arah. One-way communication merupakan pendekatan komunikasi
dimana pesan menjadi “tujuan akhir” dari suatu organisasi,
sedangkan two-way communication melihat pesan sebagai “sasaran
antara”, dimana harmoni antara institusi dengan publiknya
merupakan tujuan akhir dari organisasi. J Gruning dan Hunt
berpendapat bahwa organisasi olahraga, teater, promosi produk,
pemerintah, asosiasi nir laba dan bisnis biasanya menggunakan
one-way communication (Gruning, 1984: 303). Sementara itu,
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Sriramesh Krishnamurty mengatakan bahwa public relations
strategis atau two-way communication biasanya dipraktekkan di
negara-negara demokratis (Sriramesh, 2004: 5).

Berdasarkan cara Disinfokom Prop. Jatim memaknai arti kata
“public relations” sebagai membangun image, maka dalam
pengelolaan issue PIA, “pesan” menjadi tujuan akhir dari
organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Disinfokom Prop.
Jatim menggunakan one-way communication kepada publiknya.
Sementara itu, melihat posisi kuat dominant coalition dalam
kaitannya dengan pengelolaan issue, termasuk PIA, serta sekaligus
pemanfaatan ekspert guna menunjang tugas-tugas public relations
maka dapat disimpulkan bahwa Disinfokom Jatim menjalankan
tugas sebagai teknisi atau technician public relations.

Disinfokom Prop. Jatim menjalankan peran demikian
didasarkan Peraturan Daerah {Perda) yang tidak memungkinkan
institusi ini untuk menjalankan two-way communication dan
manager public relations. Oleh Lkarena itu disarankan agar
Pemprop Jatim membentuk sebuah sub-dinas baru yang
memungkinkan untuk menjalankan fungsi timbal balik dengan
publiknya, tidak hanya komunikasi timbal balik dengan institusi
pemerintal:.

i
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SUMMARY

The Role of Public Relations in the East Java Provincial Government
(A case study of critical newspaper publicity involving
Proyek Induk Agrobisnis)

The Government of East Java (GEJ) plays a significant role in alerting
the public to issues affecting development and society. Its success or
otherwise cannot be separated from other public relations activities
conducted by the GEJ’s Department of Information and Communication.

These include issuing press releases, publicising the activities of its
senior officers, publishing a monthly magazine, conducting radio broadcasts
and developing a website. However these activities are not always effective
because the Department uses one-way communication and is little more
than a public relations techmnician.

Proof that these activities are inadequate can be seen from an
examination of many GEJ projects. One is the development of Proyek Pasar
Induk Agribusiness (PIA) {(Agribusiness Wholesale Market) as reported by the
daily Jawa Pos.

The newspaper claimed the GEJ is not transparent, capable, and
credible in developing the PIA, one of five priority projects in the Province.

This research analyses the part played by public relations in this
project. It is significant because it explains the role of GEJ public relations
in managing the PIA project. It also reflects on the management of other
issues in the public sphere.

Specifically it describes the communication approach used by GEJ
public relations in managing publicity concerning the PIA project - and the
role of public relations in the GEJ’s decision-making process.

The thesis examines one-way and two-way communication procedures.
One-way communication sends a message that becomes the final word of
authority. Two-way communication promotes discussion. This helps create
public ownership of a project that can lead to cooperation between the
community and the government.

J Gruning and Hunt argue that sports organisations, the arts,
commercial ventures, government, business and non-government
organisations usually use one-way communication techniques. (Gruning,
1984: 303). _

Meanwhile, Sriramesh Krishnamurty says that strategic public
relations - or two-way communications - are usually practised in democratic
countries.

Based upon definitions of public relations as image building and issue-
management, where the message is used as the organisation’s final word, it
can be concluded that GEJ Public Relations uses one-way communication.

From the management of issues by major organizations, including the
PIA, and the use of experts to assist with public relations, it can be
concluded that the GEJ Public Relations has a primary technical role.

iX
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GEJ Public Relations activities, based upon the Local Law (Perdaj,
restrict two-way communication and the active management of public
relations.

This thesis proposes that the GEJ creates a new formal division that
can apply reciprocal communication strategies involving the public and
governmental institutions.

##
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ABSTRACT

The Role of Public Relations in the East Java Provincial
Government
(A case study of critical newspaper publicity involving
Proyek Induk Agrobisnis)

The East Java Provincial Government’s Department of
Information and Communication has conducted many public
relations activities promoting East Java.

These include issuing press releases, publicising the activities
of its senior officers, publishing a monthly magazine, conducting
radio breadcasts and developing a website. However these activitics
are not always effective because the Department uses one-way
communication and is little more than a public rclations
technician.

The Department takes this formal approach because it is
bound by local legislation (Perda).

A new public relations division is proposed which can create a
two-way relationship with the public and other government
organisations.

Key words : one-way communication, technician public relations,
local legislation (perda).
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Propinsi Jawa Timur {Pemprop Jatim) memiliki
peranan penting dalam penyelenggaraan progam pembangunan
dan pemerintahan di Jawa Timur, bukan hanya sebagai
percncana, tetapi sekaligus pelaksana dan evaluator terhadap
program-program kemasyarakatan di propinsi ini. Keberhasilan
Pemprop Jatim dalam menjalankan program pembangunan dan
pemerintahan tersebut tentu saja tidak terlepas dan beragam
tugas yang dibebankan kepada public relations-nya. Tugas-tugas
tersebut di antaranya adalah melakukan hubungan timbal balik
antara Pemprop Jatim dengan publiknya, memberikan pelayanan
informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemenntahan
dan pembangunan di Jawa Timur, serta melaksanakan promosi
potensinya melalui berbagai sarana baik di dalam maupun di luar
negeri.

Tugas-tugas tentang public relations khususnya di sektor
pemerintahan di antaranya disampaikan oleh Otis W Baskin, Craig
E Aronoff, dan Dan Lattimore yang menyebutkan pada dasarnya
tugas public relations adalah mencari dukungan masyarakat

terhadap program-program pemerintah, membantu menjelaskan

1
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apa yang dunginkan warga kepada pemerintah, berjuang agar
pemerintah responsive terhadap harapan warga, serta mencoba
memahami dan mempengaruhi opini publik (Baskin et als, 1997 ;
12), sedangkan menurut Dean Kruckeberg tugas public relations
yvakni memberikan pelayanan sebagai intermediasi antara
organisasinya dengan publik dan sebaliknya (Kruckeberg et als,
1996 : 4). Sementara itu, Fraser P Seitel menyatakan bahwa
public relations merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi
tingkah laku publik, public relations mengidentifikasi kebijakan
dan prosedur dari individu atau organisasi yang didasarkan pada
kepentingan publik, merencanakan dan menjalankan program
untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik
(Seitel, 1998 : 7).

Lebih spesisik, Aldrich & Herker menyatakan tugas public
relations yang disebutnya sebagal pengelela informasi serta
sekaligus juru bicara lembaga. Dengan tugas tersebut praktisi
public relations dan manajer komunikasi merentang batas-batas
organisasi unftuk menjalankan dua fungsi, yakni pemrosesan
informasi dan representasi eksternal (Gruning, 1992: 103). Dari
berbagai definisi tentang tugas public relations tesebut, kegiatan
atau tugas dan public relations berkisar tentang pengelolaan
informasi, untuk selanjutnya diberikan kepada publik, dan

sebaliknya, mencari masukan-masukan dari publik untuk

2
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diteruskan kepada lembaga sebagai bahan pengambilan

kebijakan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi public relations ini,
Pemprop Jatim telah menunjuk Dinas Informasi dan Komunikasi,
sebagai public relations. Sejak berdirinya Disinfokom Prop. Jatim
pada 27 September 2004, berbagai kegiatan informasi dan
komunikasi telah dilakukan oleh lembaga tersebut antara lain
pembuatan rilis, dokumentasi kegiatan pejabat, siaran radio milik
Pemprop Jatim JT FM 92.85, penerbitan tabloid bulanan Potensi,
serta membuka website : www. d-infokom-jatim.go.id.

Di media internet ini beragam informasi disajikan kepada
para internet-browser. Adapun sajian informasi yang disampaikan
meliputi :

» Profil Jawa Timur, yang berisi tentang struktur jabatan dan
keanggotaan DPRD Jatim, alamat pejabat Pemprop Jatim, serta
Perda-Perda Jawa Timur.

« Info penting, berisi kontak nomor kantor polisi, rumah sakit,
PLN, dan ambulan

= Layanan, berisi harga pasar komoditi pokok

» Berita, galeri foto, web forum, dan kontak kami, yang berisi
agenda gubernur, serta berita-berita lain mengenai Jatim

» Analisa Pakar, berisi pandangan suatu pakar terhadap suatu

permasalahan

3
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Meskipun berbagai produk informasi telah dibuat oleh
Disinfokom Prop. Jatim, dalam kenyataannya Pemprop Jatim
acapkali masih mendapatkan issue atau permasalahan dalam
pemberitaan media massa. Salah satu issue tersebut adalah
mengenal tersendatnya pembangunan Pasar Induk Agrobisnis
(PIA). Proyek PIA ini merupakan satu diantara lima program
prioritas Pemprop Jatim yang juga acapkali diberitakan miring
karena  permasalahan yang sama yakni tersendatnya
- pembangunan proyek-proyek tersebut (Jawa Pos 23 Agustus
2004). Lima prioritas pembangunan di Jatim pada periode 2004-
2008 adalah pembangunan Jembatan Suramadu, Jalur Lintas
Selatan, Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu
Taskin), Tol Surabaya — Mojokerto, dan Pasar Induk Agrobisnis
(PIA) itu sendiri.

Issue pemberitaan tersendatnya pembangunan PIA dan
manajemen informasi oleh Disinfokom Jatim dijadikan obyek
utama dalam penelitian peran public relations di Pemerintah
Propinsi Jawa Timur karena beberapa alasan. Berdasarkan
pengamatan penulis, alasan-alasan tersebut meliputi sebagai
berikut :

Pertama, issue PIA ditulis media Jawa Pos dengan jumlah
publikasi cukup banyak untuk sebuah permasalahan, yakni

hanya dalam kurun waktu enam bulan (Agustus - Desember

4
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2004), berita mengenai PIA tersebut tercatat sebanyak 13 kali

(lampiran 1), sebagai berikut :

NO TANGGAL JUDUL

1 |19 Agustus 2004 “KEMANA LARINYA RP. 2,5 M?

2 |21 Agustus 2004 “PEMPROP LEMPAR TANGGUNG
JAWAB”

3 | 22 Agustus 2004 “BUPATI. SIDOARJO "LEMPAR KE
JACOBUS MUSA”

4 |23 Agustus 2004 “Di Balik Terkatung-katungnya Pasar
Induk Apgrobisnis-BAU TAK SEDAP,
SIAPA  YANG TERLIBAT?, “LAHAN
BEBAS, KEMANA UANGNYA?, dan
PAYUNG ITU BERNAMA RAPERDA

5 |31 Agustus 2004 “PIA, PROYEK STRATEGIS TAPI IRONIS
DAN TRAGIS”

6 | 16 Oktober 2004 DESEMBER, PIA DIMULAI

7 | 30 Oktober 2004 LELANG PIA TERTUNDA

8 |31 Oktober 2004 |SIDAK PIA, DEWAN DISAMBUT TANGIS
9 |3 Nopember 2004 | PEMPROV PANGGIL CAMAT TAMAN

10 | 4 Nopember 2004 | TIM SEMBILAN PIA TAK SIAP DATA

11 { 11 Nopember 2004 | PANGGILAN TERAKHIR UNTUK WIN-

JACOBUS

5
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12 | 14 Desember 2004 | NGAKU  SAKIT, JACOBUS MUSA
MANGKIR LAGI

13 | 26 Desember 2004 | KOMISI DEADLINE LAHAN PIA

Kedua, dari tema berita-berita tersebut, isi pada umumnya
memberikan image negatif bagi lembaga Pemprop Jatim karena
memberikan penilaian tidak adanya transparansi dan bonafiditas
Pemprop Jatim dalam menangani proyek yang menjadi prioritas
programnya, serta tidak adanya kepedulian Pemprop Jatim kepada
publiknya, yakni masyarakat luas pembayar pajak dan para
pemilik lahan. Image bagi suatu lembaga, apalagi Pemerintah,
merﬁpakan hal yang benar-benar perlu dijaga dan dipertaruhkan.
Tidak mengherankan kemudian kalau Rosady Ruslan menyatakan
tugas pertama dari public relations adalah membangun identitas
dan image korporat, {Ruslan, 2001: 25). Dan ketika pembangunan
PIA tersebut tidak selesai-selesai, maka sejauh itu pula image
negatif terhadap pemprop Jatim akan melekat di benak publik.

Image negatif kepada Pemprop Jatim tersebut misalnya, terlihat
pada pemberitaan Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2004 berjudul
“Kemana Larinya Rp. 2,5 MP?” dimana Ketua DPRD Jatim
Fathorrrasjid menyatakan bahwa sejak awal pihaknya telah
mencium aroma ketidakberesan dengan anggaran PIA, dan
sekaligus mempertanyakan tentang laporan eksekutif yang

menyatakan bahwa pembangunan PIA telah beres semua, tetapi
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dalam kenyataan pembayaran lahan milik PT Ciputra senilai Rp.
5 milyar baru terbayarkan separonya. Menurutnya, hal yang sama
juga terjadi pada beberapa warga lainnya. Statement Fathorrrasjid
tersebut mengomentari indikasi ketidakberesan pembebasan
lahan PIA pernyataan kuasa hukum PT Ciputra Delta Soetanto
Hadisuseno.

Pada pemberitaan berikutnya tanggal 21 Agustus 2004
berjudul “Pemprov Lempar Tanggung Jawab”, media Jawa Pos
menilal Pemprov Jatim melempar tanggung jawab dalam
pembebasan lahan PIA kepada Bupati Sidoarjo sebagai Ketua Tim
Pembebasan Lahan. Penilaian tersebut diberikan atas statemen
dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur yang mengatakan
bahwa pembebasan lahan merupakan urusan Tim Pembebasan
Lahan yang diketuai Bupati Sidoarjo. Pada pemberitaan tanggal 31
Agustus 2004 berjudul “PIA, Proyek Strategis Tapi Ironis dan
Tragis” antara lain disebutkan bahwa PIA, proyek strategis bernilai
milyaran yang dijadikan wahana untuk meningkatkan geliat
pembangunan di Jatim disayangkan karena diangkat tanpa
strategi dan perencanaan yang jelas serta terstruktur. Sehingga
tidak aneh kemudian kalau berkembang dugaan terjadinya
penyimpangan anggaran dalam proyek ini. Dalam tulisan ini,
bukan hanya pembebasan lahan yang diindikasikan adanya
penyimpangan anggaran, tetapi juga sekaligus indikasi mark up

dalam pengurukan tanah serta sekaligus permintaan tambahan
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dana oleh Pemprop Jatim kepada DPRD Jatim untuk tambahan
pembebasan akses jalan sebesar Rp.12, milyar,

Alasan ketiga mengapa issue pemberitaan tersendatnya
pembangunan PIA dan manajemen informasinya oleh Disinfokom
Jatim dijadikan obyek utama penelitian ini adalah tidak adanya
informasi yang bersifat counter atau klarifisikasi issue berita dari
public relations, sementara counter atau penjelasan permasalahan
terhadap suatu permasalahan merupakan suatu tugas yang harus

“dilakukan oleh public relations ketika organisasi mendapatkan
sebuah permasalahan/krisis. Fraser P Seitel (Seitel,1998: 449)
menyatakan klarifikasi berita merupakan langkah yang perlu
segera ditempuh oleh public relations ketika mendapati suatu issue
pemberitaan atau krisis, bukannya diam atau bungkam saja.
Dengan demikian, ketika issue tentang PIA ini mencuat, public
relations seharusnya segera melakukan Kklarifikasi berkaitan
dengan permasalahan yang terdapat dalamn pemberitaan,
bukannya menjauhi permasalahan sebagaimana selalu disarankan
oleh seorang pengacara. Terhadap permasalahan pemberitaan,
pengacara biasanya meminta lembaga untuk melakukan
tindakan-tindakan tidak mengatakan suatu apapun; mengatakan
atau menyiarkan tetapi sebisa mungkin sesedikit mungkin atau
diam; mengutip aturan tentang privacy atau kebijakan
perusahaan; menyangkal kesalahan dan atau bersikap seakan-

akan marah sehingga tuduhan-tuduhan yang demikian barangkali
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dapat dilakukan; berkelit, atau jika perlu, ikut menyalahkan orang
lain.

Selanjutnya, alasan keempat, adalah adanya tenggang waktu
yvang terlalu lama dari munculnya issue berita dengan berita yang
dibuat oleh public relations Pemprop Jatim (informasi public
relations baru muncul dua bulan kemudian, setelah lima
pemberitaan negatif mengenai PIA}, itupun bukan sebagai
klarifikasi issue berita melainkan penjelasan dari pertemuan oleh
dominant coalition jajaran Pemprop Jatim yakni gubernur, wakil
gubernur, dan sekretaris daerah, yang dihadini public relations
Pemprop Jatim yakni Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
Pemprop Jatim. Dalam enam pemberitaan berikutnya, yakni bulan
Nopember dan Desember 2004, juga tidak terdapat statement atau
klarifikasi dari public relations Pemprop Jatim.

Penelitian peran public relations di Pemerintah Propinsi Jawa
Timur dalam manajemen issue pemberitaan PIA masih memiliki
relevansi tinggi untuk dilakukan meskipun pemberitaannya
sendiri berlangsung sudah cukup lama, yakni pada bulan Agustus
s/d Desember 2004. Alasannya adalah pembangunan PIA tersebut
sampai dengan saat ini masih belum terwujud sehingga penelitian
dengan materi apapun tentang PIA masih tetap relevan, termasuk
penelitian peran public relations dalam manajemen issue
pemberitaan PIA ini. Peran dalam hal ini didefinisikan sebagai

abstraksi pola tingkah laku individu-individu dalam organisasi,
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menggerakkan tindakan individu secara berulang-ulang dan
bersama tindakan lainnya menghasilkan outcome yang dapat
diprediksikan.

Deddy Mulyana (Mulyana, 1993:43) menjelaskan peran
merujuk kepada seperangkat perilaku dan suatu jabatan tertentu
dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam konteks
penelitian ini, kemudian, yang dimaksudkan peran public relations
adalah serangkaian atau rincian tingkah laku dari pegawai/
pejabat yang menangani issue PIA sehingga menghasilkan suatu
outcome dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya,
dari penelitian ini akan diketahui bagaimana peran atau sejauh
mana keterlibatan public relations dalam menangani suatu issue
pemberitaan.

Alasan berikutnya sehingga penelitian ini masih memiliki
relevansi tinggi adalah pembangunan PIA tsb merupakan prioritas
program Pemprop Jatim pada periode 2004-2008. Dari tinjauan
waktu, kekinian pembangunan PIA tersebut masih tetap menank
sampai periode 2008. Selain itu, sebagai prioritas program,
berbagai permasalahan yang berkaitan dengan PIA akan menjadi
perhatian publik Pemprop Jatim baik internal maupun eksternal.
Perhatian besar publik internal, dikaitkan dengan penelitian ini,
antara lain akan berdampak pada kemudahan mencari data
pendukung, walaupun pemberitaan dan manajemen issue

pemberitaannya telah berlangsung cukup lama, yakni setahun
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lalu. Sedangkan bagi publik cksternal, berbagal permasalahan
berkaitan dengan PIA akan memberikan gambaran kepada mereka
tentang apa, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana Pemprop

Jatim dengan program prioritasnya, PIA.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang perlu diungkap adalah :
Bagaimana peran public relations Pemprop Jawa Timur
menghadapi issue pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA)?

Lebih lanjut, dari permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam

beberapa pokok masalah sebagai berikut :

« Bagaimana model pendekatan komunikasi yang dipergunakan
oleh public relations Pemprop Jatim dalam menangani issue
pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA)?

» Sejauh mana keterlibatan atau posisi public relations Pemprop
Jatim dalam pengambilan kebijakan oleh dominant coalition
dalam penanganan issue pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis

(PIA)?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang
peran public relations Pemprop Jawa Timur dalam menghadapi
issue pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA). Lebih lanjut, dari
peran yang dijalankan public relations tersebut tersebut dapat
diuraikan secara lebih rinci, yakni :

* Tingkat keterlibatan atan posisi public relations Pemprop Jatim
dalam pengambilan kebijakan oleh dominant coalition dalam
penanganan issue pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA);

* Model pendekatan komunikasi yang dipergunakan oleh public
relations Pemprop Jatim dalam menangani issue pemberitaan

Proyek Induk Agrobisnis (P1A).

Manfaat peneclitian ini dapat dibagi kedalam dua kategori,
yaitu teoritis dan praktis.
Manfaat Teoritis :
= Menambah kajian ranah komunikasi untuk bidang public
relations di pemerintahan;
« Menambah kajian tenta.ng. peran yang dijalankan oleh public
relations pemerintah pada level propinsi di negara berkembang

dalam menangani issue pemberitaan;

M‘_‘p--’ﬁ
T
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Manfaat praktis :

» Memberikan pengetahuan bagi jajaran Pemprop Jatim dan
publiknya tentang cara-cara public relations Pemerintah Propinsi
Jawa Timur dalam menanganl issue pemberitaan khususnya
Proyek Induk Agrobisnis (PIA);

» Memberikan pengetahuan bagi jajaran Pemprop Jatim dan
publiknya tentang model pendekatan yvang dipergunakan oleh
public relations Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada publik
Proyek Induk Agrobisnis (PIA};

= Memberikan pengetahuan bagi jajaran Pemprop Jatim dan
publiknya tentang peran public relations Pemprop Jatim, apakah
sebagai tehnisi atau manajer, khususnva dalam issue
pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis (PIA);

» Memberikan rekomendasi bagi dominant coalition, jajaran
Pemprop Jatim, dan DPRD Jatim terhadap perlunya ke-public

relation-an yang lebih bagus khususnya di Pemprop Jatim.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Public Relations

Peran public relations dalam manajemen issue pemberitaan
PIA ini terutama akan terkait dengan hal-hal sebagai berikut yang
berhubungan erat dengan praktek public relations, yakni:
1. Keikutsertaan public relations dalam pengambilan kebijakan di
dominant coalition, yang oleh David M Dozier didefinisikan sebagai
kelompok orang yang berpengaruh dalam organisasi (Dozier, 1995:
78). Keikutsertaan/ketidakikutsertaan public relations dalam
pengambilan keputusan atau kebijakan oleh dominant coalition
tersebut merupakan hal sangat pelnting karena akan sangat
berpengaruh  terhadap  keberhasilan penanganan  suatu
permasalahan yang dilakukan oleh public relations. Berdasarkan
keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan oleh dominant
coalition 1ni1, Dozier membagl public relations kedalam dua
kelompok, yakni technician public relations dan satu lainnya,
manager public relations. Public relations yang berfungsi sebagai
teknisi menghasilkan produk-produk dan jasa komunikasi,
biasanya diberikan arahan oleh pihak lain, dan tidak
berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Sebaliknya

public relations yang berfungsi sebagai manajer menjalankan

14

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto



ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

fungsi-fungsi strategis, yakni dilibatkan dalam pengambilan
keputusan dan menjalankan manajemen strategis seperti
membuat outline program-program alternatif public relations
melalui proses penyelesaian masalah yang logis (Dozier, 1995: 11]).
Praktek public relations sebagai tehnisi, menurut L Archaya
biasanya ditemui di lembaga-lembaga dengan lingkungan yang
statis dan tidak mengancam. Sebaliknya, ketika lingkungan
mengancam dan dinamis peran public relations akan sebagai
manajer (Gruning, 1983: 344}
2. Cara pendekatan lembaga terhadap publiknya, apakah one-way
atau fwo-way communicatibn. Dalam issue pemberitaan PIA ini,
publik Pemprop Jatim adalah (1) DPRD sebagai wakil dari seluruh
masyarakat Jawa Timur yang membiayai APBD Jatim dan secara
tidak langsung mendanai proyek PIA tersebut karena dana
pembangunannya diambilkan dari APBD Jawa Timur (2) pemilik
tanah yang lahannya akan dipergunakan sebagai lokasi PIA.
Berdasarkan cara pendekatan terhadap publiknya, public
relations dikenal mehggunaka.n dua cara yakni one-way dan two-
way communication. David M Dozier menjelaskan one-way
communication merupakan cara pendekatan komunikasi dimana
suatu lembaga atau organisasi menggerakkan pesan saja, dimana
pesan merupakan akhir dari tujuan organisasi itu {Dozier, 1995:
13). Kalangan atau organisasi yang mempraktekkan komunikasi

satu arah ini, diyakini oleh J. Grunig dan Hunt, dilakukan di
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kalangan/bidang olahraga, teater, dan promosi produk, organisasi
pemerintah, organisasi nir laba, asosiasi, dan banyak kalangan
usaha. (Grunig & Hunt, 1984: 303).

Sementara  itu, two-way  communication  merupakan
pendekatan komunikasi dimana komunikasi bukan hanya dari
komunikator {dalam hal ini Pemprop Jatim) kepada komunikan
{publik}‘ tetapl sckaligus dari komunikan kepada komunikator
{Gruning, I'980: W 1037 mMengend® gpcndckatan tivo-ivay
corunuiication ini, David M Dozier {Dozier, 1995: 21) menyebutnya
memiliki ¢irt khas, yaknui keterlibatan public relations dalom riset
Laitk formal maupun informal. Riset dalam hal ind meniliks
pcugertian paling luas yakni kegiatan apapun yang Q¥fcinpiin
nalam rangka memperolel mformasl tentang pulic sgolizga
dapat mendecteksi masalah-masalah ke-public relations-an.

Two-way comrmuyiication merupakan cara  Grgaiiisass
berkomunikasi kepada. publik secara profesional karcna
didasarkan pada kumpulan pengetzhuan dsn serangkaian
cknik yang digunakan untuk tujuan strategis mengeicla-konfitk
danr membangun hubungan dengan publik. Profesionalinme
tersebut terlihat dari kégiatan—kegiatan yang didasarkan pada
penelitian yang melibatkan dt‘ganisasi dengan publik secara dua
aczly, Dalam  heutennya dengan  praktek public  relaiions,
wrishnamurthy Srirdmesh {(Sriramesh, 2004: 3) mengatekan di

ncgara-riegara  yang tidal: menghargal opini publin  pada
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hakekatnya public relations-nya adalah cenderung ke
propaganda atau one-way, sebaliknya di negara yang
demokratis, tiang pondasinya adalah PR strategis atau two-way
communication.

Menurut Krishnamurthy Sriramesh (Sriramesh, 2004: 7), di
negara-negara Asia yang demokrasi baru saja muncul, sistem
politiknya telah demokratis, demokrasi telah ada, tetapi belum
betul-betul mengakar dan menjadi norma. Tidak mengherankan
kemudian kalau pandangan atau gambaran tentang praktek public
relations alternatif bisa dianjurkan, tetapi belum ditemukan dalam
praktek Lkeseharian. Sebagai akibatnya, bentuk-bentuk sensor
perorangan, sosial, dan pemerintah, baik jelas maupun tersamar

masih terlihat.

*Particularly difficult to discern are the “emerging democracies” of
Asia where alternative views may be encouraged, but not in practice. As
a result, various covert and overt forms of self, social, and government
cencorship can be seen” (Sriramesh, 2004: 8),

2.2, Public Relations dalam Konteks Politik dan Ekonomi

Dalam praktek sehari-hari, sistem politik berhubungan erat
dengan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara karena
kondisi politik mempengaruhi semua tingkatan pengambilan
keputusan termasuk arah ekonomi negara tersebut. Juga,

dinamika sistem politik serta tingkat perkembangan ekonomi
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sering menentukan stabilitas suatu negara. Oleh karena itu,
keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling ada
ketergantungan satu sama lain.

Praktek suatu public relations biasanya tidak terlepas dari
pengaruh sistem politik dan ekonomi dari suatu negara. Di
negara-negara yang tidak menghargai opini publik pada
hakekatnya public relations-nya adalah cenderung ke propaganda
atau one-way, sebaliknya di negara yang demokratis, tiang
pondasinya adalah PR strategis. Suatu negara dimasukkan
sebagai negara demokratis, menurut Freedom House, apabila para
pimpinannya dipilih melalui sistem politik multi partai, dengan
pemrosesan berasal dari banyak calon (kandidat), menghargai
pluralisme-termasuk penghargaan kepada minoritas yang memiliki
peluang sama untuk berkompetisi guna memperoieh kekuasaan
(www.freedomhouse.org/reports/century.html, diakses pada
tanggal 6 Juni 2005).

Dari definisi Freedomhouse tersebut, Indonesia, termasuk
dalam klasifikasi negara demokratis, termasuk juga tentunya
Jawa Timur. Para pimpinan nasional negeri ini, diantaranya
presiden dan wakil presiden, dipilih melalui suatu sistem multi
partai bahkan langsung oleh rakyat tidak melalut perwakilan.
Pemilihan secara langsung oleh rakyat juga berlaku untuk
tingkatan propinsi dan kabupaten/walikota. Walaupun demikian,

demokrasi yang sejati atau dukungan demokrasi yang mengakar
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belum muncul di negeri ini, termasuk Jawa Timur, karena
pluralisme belumlah menjadi bagian kehidupan dari bangsa ini.
Dengan demikian tidak mengherankan kalau pandangan-
pandangan tentang praktek public relations sulit dilihat, suatu
kondisi yang juga disakai oleh Krishnamurthy Sriramesh
(Sriramesh, 2004 : 7}

Dalam hubungannya dengan issue pemberitaan PIA, peran
public relations Pemprop Jatim juga belum tampak jelas
keterlibatannya karena dari 13 berita yangmuncul, hanya terdapat
satu pemberitaan yang mengutip pernyataan public relations
itupun bukan counter dari issue yang ada mclainkan penjelasan
hasil dari pertemuan vang dilakukan dominant coalition.
Selanjutnya, praktek peran public relations juga berkaitan dengan
tingkat perkembangan pembangunan ekonomi suatu wilayah,
termasuk public  relations Pemerintah. Wilayah  dengan
pembangunan ekonomi tinggl biasanya memiliki publik beragam
dan kompetisi tinggl sehingga menuntut public relations untuk
menerapkan langkah-langkah strategis atau two-way
communication.

Krishnamurthy Sriramesh mengatakan public relations
strategis biasanya akan berjﬁang di negara-negara maju karena
lebih maju ekonomi suatu negara, akan lebih banyak jumlah
pemain-pemain organisasi dan lebih besar pula kompetisinya di

antara organisasi tersebut.
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“Strategic PR generally thrives in developed countries because the
more developed an economy is the greater number of organizational
players and the higher level of competition among organizations” .
{Sriramesh, 2004: 5)

Dengan kata lain, di negara-negara berkembang, praktek
public relations lebih cenderung kepada one-way dibanding dengan
public relations strategis karena publik tidaklah terlalu beragam
serta pembangunan sektor pemenntah lebih dominan dibanding
swasta. Dari tinjauan ekonomi, Jatim belum menjadi suatu
wilayah maju, yang mempersyaratkan indikator-indikator dengan
nilai tinggi pada income per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan
perbandingan antar sektor. Income perkapita Jatim pada tahun
2004 sebesar US $ 11,77, pertumbuhan ekonomi 5,43%, serta
pertumbuhan industri 26,19%, perdagangan dan jasa sebesar

25.82%, dan pertanian 19.46%.

2.3 Public Relations Pemerintah

Terdapat satu harapan yang hampir sama dalam setiap ke-
public  relations-an di pemerintahan, yakni mewacanakan
terciptanya PR yang strategis atau menggunakan two-way
communication. Di AS misalnya, presiden National Association of
Government Communicators (NAGC) Joni Inman {Sullivan, 1998:
8} menjelaskan tugas public relations bukan semata-mata

menyebarkan informasi, penghubung antara pemerintah dan
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masyarakat, dan  penerjemah informasi dari pemerintah ke
masyarakat, tetapi juga informasi yang masuk kearah pemerintah,
mendengar apa yang ada di jalan, serta menerjemahkannya
kembali ke pejabat-pejabat pemerintah. Hal senada juga
disampaikan sekretaris press mantan Ibu Negara AS Nancy
Reagan, Sheila Tate, yang mengatakan bahwa kantor public
relations merupakan sistem komunikasi menyeluruh dengan
masyarakat, bahwa tugasnya sebagai saluran harian dimana press
memperoleh informasi kerja dan pemerintah (Sullivan, 1998: 7).

Selain wacana PR strategis, wacana lain yang muncul di PR
Pemerintah  adalah  keharusan  public relations untuk
diikutsertakan dalam pengambilan suatu kebijakan. Joni Inman
(Sullivan, 1998: 11) mengatakan PR seharusnya memiliki peran
dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan tersebut akan
memberikan pemahaman kepada PR terhadap langkah-langkah
yang akan diambil. Sebaliknya, jika public relations tidak
disertakan dalam pengambilan kebijakan, maka ia akan
mendapatkan kesulitan dalam memahami konteks kebijakan
tersebut dan menjelaskannya kepada media.

Di pemerintahan Indonesia, penggunan fwo-way sistem di
public relations Pemerintah telah dijalankan sejak tahun 1950an
oleh Pertamina sebagal wadah komunikasi antara klien, supplier,
distributor, dan konsumen Pertamina dengan BUMN ini. Harapan

menjalankan PR strategis di pemerintahan Indonesia secara luas,
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menurut Elizabeth GoenawanAnanto (Sriramesh, 2004 : 264),
telah dilakukan sejak tahun 1962 ketika Menteri Djuanda
memutuskan agar semua kantor pemerintah memiliki bagaian PR
(Humas) bukan hanya untuk memberikan komunikasi dua arah
antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga untuk
membantu para menteri dalam proses pengambilan keputusan.
Walaupun wacana penggunaan public relations strategis telah
dimiliki oleh public relations Pemerintah, dalam kenyataan, ada
kalanya praktek one-way dipergunakan. Ini misalnya, teriihat dari
pernyataan  beberapa praktisi komunikasi pemerintahan.
Misalnya, mantan juru bicara Pemerintah AS Marguerite H
Sullivan (Sullivan, 1998: 27}, mengatakan tugas utama pubiic
relations pemerintah adalah menjelaskan dampak program dan
kebijakan pemenntah kepada masyarakat. Upaya informasi
kepada publik tersebut merupakan bentuk kepedulian serta
perencanaan pejabat pemerintah terhadap publiknya, dan upaya-
upaya tersebut akan memberikan pemahaman kepada publik
mengenai beragam permasalahan yang mempengaruhi kehidupan
mereka. Pernyataan senada juga diberikan oleh mantan sekretaris
press Presiden Clinton, Mike McCurry yang mengatakan bahwa
pemerintah memiliki banyak informasi yang perlu didistribusikan
secara efektif kepada publik, dan itulah saat dimana juru bicara

pemerintah datang (Sullivan, 1998: 7).
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Pernyvataan spesifik yang menunjukkan tugas public relations
Pemerintah tidak berorientasi pada public relations strategis
adalah 15 item tugas public relations scbagaimana disebutkan
Marguerite H Sullivan (Sullivan, 1998: 12) bahwa tugas public
relations adalah :

e Bertindak sebagai juru bicara dengan mengadakan pertemuan
regular/khusus

s Memanaje kegiatan harian kantor press

¢ Membantu mengembangkan kebijakan & strategi pemerintah
untuk selanjutnya diberikan kepada media dan publik

¢ Merencanakan dan memanaje kampanye media memberkan
pesan jangka panjang vang konsisten

» Menangani pertanyaan-pertanyaan press

e Menata wawancara dan pertemuan antara press dengan pejabat
pemerintah

* Memberikan nasehat kepada pejabat-pejabat pemerintah dan
staf PR terhadap hubungan media dan reaksi media potensial
atas rencana kebijakan

o Memantau pidato, atau paling tidak membaca ulang pidato dan
pesannya

e Menyelenggarakan event-event seperti konferensi berita

¢ Mempersiapkan press release, facts sheets, dan bahan-bahan

lain
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e Bertindak sebagai penghubung dengan atau pengawas kantor PR

lainnya

Mengatur transportasi dan akomodasi hotel untuk press yang

melakukan perjalanan

Menerbitkan keplek press

e Supervisi publikasi internal dan eksternal

Mengevaluasi dengan dasar fakta sesudahnya, apakah sebuah
event telah memberikan dampak sebagaimana diharapkan, serta
memastikan bagaimana untuk bekerja lebih baik

Praktek public relations pemerintah di Indonesia, tidaklah
terlalu jauh dari kondisi tersebut, karena mayoritas pejabat
pemerintah dan pimpinan perusahaan di negeri ini hanya ingin
mendapat nama baik instansi/perusahaan, dan kurang
pengetahuan yang berkaitan dengan public relations strategis,
seperti diakui oleh Elizabeth Goenawan Ananto (Sriramesh, 2004:
265). Pandangan yang hampir senada disampaikan oleh Wenas M
Krishnamurthy Sriramesh, 2004 : 266} yang menganjurkan agar
para praktisi public relations di negeri ini untuk mengembangkan
praktek-praktek public relations strategis untuk organisasinya,

tidak sekedar public relations dalam perannya sebagai tehnisL
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2.4 Manajemen Issue

Issue dalam kamus The Australian School Dictionary (Knight,
2004 :218) didefinisikan sebagai sebuah persoalan untuk
didiskusikan atau diperhatikan. Apabila tanpa penanganan yang
baik, issue pemberitaan bukan hanya merugikan nama baik
lembaga tetapi bahkan dapat menyebabkan lembaga kehilangan
keuangan. Oleh karena itu, issue pemberitaan perlu penanganan
secara cerdas.

Dalam tulisannya, secara khusus Fraser P  Seitel
menyebutkan terminologi manajemen issue, yang didefinisikannya
sebagai kemampuan untuk memahami, memobilisir,
mengkoordinasikan, dan mengarahkan semua fungsi perencanaan
kebijakan dan strategis, serta semua keahlian hubungan/urusan
publik kearah tercapainya suatu tujuan: partisipasi yang
bermakna dalam penyusunan kebijakan publik sehingga
mempengaruhi tujuan institusi dan pribadi (Seitel,1998 :449).
Ketika suatu issue pemberitaan terjadi, biasanya disikapi oleh
public relation lembaga dengan terkejut (karena tiba-tiba dan tidak
terduga), kurangnya informasi (tethadap peristiwa yang terjadi),
peristiwa yang bereksalasi, kehilangan control (mulai dari media
cetak sampai dengan elektronika), pengawasan dari pihak luar
semakin bertambah, perasaan diserang terus menerus (organisasi

merasa dirinya dimusuhi}, serta panik.
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Langkah vyang perlu ditempuh ketika terdapat issue
pemberitaan atau krisis, dijelaskan oleh Fraser P Seitel
(Seitel, 1998: 458), agar public relations tidak diam atau bungkam
seperti yang disarankan oleh seorang pengacara, yakni tidak
mengatakan suatu apapun; mengatakan sesedikit mungkin dan
menyiarkan tetapi sebisa mungkin diam; mengutip aturan tentang
privacy, kebijakan perusahaan atau sensitive; menyangkal
kesalahan dan atau bersikap seakan-akan marah sehingga
tuduhan-tuduhan yang demikian barangkali dapat dilakukan;
berkelit, atau jika perlu, ikut menyalahkan orang lain. Dengan
demikian, ketika issue menerpa suatu lembaga, public relations
dituntut untuk segera menempuh langkah-langkah memberikan
informasi secara cepat, jujur, dan lengkap, dengan prinsip-prinsip
vang perlu diakukan yakni bicara segera dan sering, tidak
berspekulasi, keluar dari catatan dengan resiko sendiri,
berdasarkan fakta, terbuka, peduli dan tidak defensive, jelas dan
diulang, tidak berperang dengan media, menjadikan diri sendiri
hanya sebagai satu-satunya sebagai nara sumber yang paling
berwenang, tenang, meyakinkan dan kooperatif, serta tidak
pernah berbohong.

Issue pemberitaan pada tataran lebih genting disebut krisis
pemberitaan. Juru bicara untuk beberapa kali pemerintahan AS,
Marguerite H Sullivan, mendefinisikan krisis sebagai peristiwa

vang terjadi secara tiba-tiba, sering tidak diharapkan, dan
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menuntut sebuah response cepat. Suatu krisis akan mencampuri
kegiatan rutin normal serta menciptakan ketidakpastian dan
stress (Sullivan, 1998: 59)., Dengan demikian krisis diartikan
sebagal semua permasalahan yang dimuat oleh media yang
menciptakan suasana ketidakpastian lembaga, perlu
mendapatkan penanganan secara cepat dan cerdas sehingga tidak

merugikan nama baik lembaga.
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BAB II1

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian Peran Public Relations di Pemerintah
Propinsi Jawa Timur (Studi Kasus issue Pemberitaan Proyek
Induk Agrobisnis di Surat Kabar ini adalah deskriptif karena
memberikan penjelasan, menggambarkan atau memaparkan satu
konsep saja, yakni peran yang dilakukan oleh public relations di
Pemprop Jatim dalam mengelola informasi terkait dengan issue
pemberitaan PIA. Dalam hal ini peneliti ini tidak menguji hipotesis
atau menghubungkan antar konsep, melainkan konsep yang ada
dideskripsikan atau dikonstruksikan melalui wawancara-
wawancara mendalam terhadap personel yang dinilai memiliki
kompetensi dan bertanggung jawab terhadap bidang ini. Atau
menurut Kartini Kartono {Kartono, 1990: 29) penelitian ini hanya
melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu
keadaan, suatu obyek atau peristiwa, tanpa menarik suatu

kesimpulan umum.
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3.2 Batasan Konsep

Peneliti mendefinisikan peran dalam penelitian ini sebagai
serangkaian atau rincian tingkah laku dari pegawai/pejabat
Disinfokom Prop. Jatim yang bertanggungjawab menangani issue
PIA sehingga menghasilkan suatu outcome dalam menangani
permasalahan tersebut. Aktivitas tersebut baik dilakukan baik di
lingkungan internal maupun eksternal. Sementara itu, PIA adalah
pasar induk agrobisnis yang direncanakan untuk mewadahi
produk-produk pertanian Jawa Timur berlokasi di Ds. Jemundo

Taman Sidoajo.

3.3.Subyek Penelitian

Secara kelembagaan yang menjadi subyek penelitian ini
adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur
serta Bagian Protokol dan Humas Setda Jawa Timur. Pemilihan
tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi] kedua
lembaga tersebut yang bertanggungjawab terhadap keluar
masuknya informasi di jajaran Pemprop Jawa Timur. Dinas
Informasi dan Komunikasi Propinst Jawa Timur bertanggung
jawab terhadap. informasi dari Gubernur, Wakil Gubernur dan
Dinas-Dinas. Sementara itu, Bagian Humas dan Protokol

bertanggungjawab terhadap informasi yang ada berkaitan dengan
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Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, serta kegiatan sehari-hari
dar Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Untuk memperoleh validitas data, wawancara dilakukan
kepada sebanyak 8 (delapan} orang informan dengan hasil
wawancara sebagaimana lampiran 4.1, terdiri dari pejabat dan
pegawai yang secara fungsional bertanggung jawab menangani
issue PIA serta berhak sebagai public relations. Para informan
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jawa Timur Drs.
Suprawoto, SH, MSi {informan A). Yang bersangkutan menjabat
Kadisinfokom selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2002, dengan
jabatan yang pernah dipangkunya yakni Wakil Kepala Badan
Perpustakaan Daerah Prop. Jatim, Kabid Pers dan Penerbitan
Kanwil Deppen Prop. Jatim;

2. Kepala Seksi Penerbitan Disinfokom Dupen Drs. Sri Widagdo
MSi (informan B). Yang bersangkutan menjadi Kepala Seksi
Penerbitan sejak tahun 2004, dengan sebelumnya sebagai staf
seksl ini;

3. Pejabat fungsional atau Redaktur News Room Disinfokom
Abdul Gani (informan C), mt_:njadi PNS di Kanwil Deppen sejak
tahun 1981, selanjutnya di Dinas Informasi dan Komunikasi Prop.
Jatim sampai deﬁgan saat ini;

4. Pembuat rilis PIA Joko Wiyono (informan D); masuk PNS

sebagali pegawai Kanwil Deppen Jatim sejak tahun 1991,
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ditempatkan di seksi pertunjukkan rakyat, layanan pers, dan
terakhir sebagai reporter di seksi media interaktif;

5. Kabag. Protokol dan Humas Setda Prop. Jawa Timur Drs.
Gunarto {(informan E), sebagal pejabat yang menangani agenda
kegiatan dominant coalition, menjadi PNS sejak tahun 1986 di Sub.
Bag. Protokol Pemprop Jatim, untuk selanjutnya menjadi
Kasubag. Protokoi pada tahubn 1991, Kasubag di Biro Bina
Pnyusunan Program pada tahun 1993, dan terakhir menjabat
sebagai Kabag. Protokol dan Humas sejak tahun 2002 s/d saat ini;
6. Kasubdin Promosi dan Pemberdayaan Informasi Drs. Oto
Bambang Wahyudi (Informan F). Jabatan yang pernah
dipangkunya yakni Kasie Penerangan Mobil dan Kepala Bidang
Hubungan dan Penerangan Masyarakat Kanwil Deppen Prop.
Jatim;

7. Kasubdin Penyusunan Program Drs. Daan Rachmad Tanod
{InformanG}. Karir dimulai dari Kepala Seksi Perencanaan Dinas
Informasi dan Komunikasi mulai 2002-2004, dan menjadi
Kasubdin Perencanaan sejak tahun 2005; serta

8. Kasie Layanan Informasi Puasini Aprilyantini MSi {Inferman
H). Masuk PNS di Kanwil Deppen Prop. Jatim, sejak tahun 1982
menjadi Kasie Layanan Informasi (sebelumnya Kasie Layanan

Informasi Bidang Kesra) Dinas Informasi Prop. Jatim sejak 2000 .
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan in-depth interview atau interview mendalam, serta
sekaligus dijadikan sebagai teknik primer, dalam pengertian
dipakai sebagai teknik utama dalam serangkaian pengumpulan
data. Deddy Mulyana menjelaskan in-depth interview sebagai
teknik dimana peneliti mengambil peran pihak yang diteliti atau
taking the role of the other, dan secara intim akan menyelam ke
dunia psikologis dan sosial informan sehingga situasi wawancara
lebih mirip situasi percakapan yang ditandai dengan spontanitas,
dan peneliti berupaya agar informan dengan bebas untuk
menyampaikan pandangannya (Mulyana, 2004: 183).

Sebagai insider, peneliti merasa diuntungkan dalam
perolehan data penelitian melalui cara in-depth interview ini.
Pertama, telah terjalin hubungan baik antara interviewer (peneliti)
dengan interviewee. Kedua, Ketrampilan sosial interviewer searah
atau sejalan dengan interviewee. Dua alasan tersebut, menurut
Kartini Kartono, merupakan modal utama dalam keberhasilan
melakukan interview {Kartono, 1990:194). Posisi peneliti sebagai
insider tersebut tidak akan menimbulkan bias terhadap hasil
penelitian karena walaupun antara peneliti dengan subyek
penelitian berad:la dalam suatu organisasi besar yang sama, yakni
Pemprop Jatim, dalam kenyataan antara peneliti dengan subyek

penelitian berada dalam unit organisasi yang berbeda.
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Selanjutnya, guna mencapai tujuan dan menghindari
informasi yang tidak relevan, peneliti akan membawa dan
memegang pedoman wawancara yakni susunan pertanyaan yang
akan diajukan yang berfungsi hanya sebagai pengingat dan tidak
dilihat secara terus menerus. Dengan demikian, data yang
diperoleh untuk mengetahui peran public relations Pemprop Jatim
dalam menghadapi issue pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis
tersebut akan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal
tersebut juga mendukung perolehan data melalui taking the role of
other sehingga peneliti secara intim mampu menyelam ke dunia
psikologis dan sosial informan yang menjadikan situasi
wawancara lebih mirip percakapan dengan ditandai spontanitas,
serta agar informan dengan bebas menyampaikan pandangannya,
akan tercapai.

Melihat tujuan interview, posisi interviewer sebagai insider,
dan kelebihan pendekatan in-depth interview tersebut maka teknik
ini dinilai paling cocok untuk penelitian Peran Public Relations
di Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Issue
Pemberitaan Proyek PIA di Surat Kabar). Sementara itu,
terhadap kelemahan teknik ini seperti penguasaan bahasa ibu
interviewee oleh interviewer, jalannya interview dan materi
interview yang saﬁgat mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
sekitar tempat interview berlangsung, dan adakalanya interview

dan interviewee hidup dalam konteks hidup yang sangat berbeda,
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tidak akan terjadi karena baik interview maupun interviewee
memiliki bahasa ibu yang sama, pekerjaan yang sama, serta
tempat interview yang diupayakan di kantor kerja interviewee.

Selain data primer yang memiliki peran mendasar, data sekunder
juga akan dipergunakan dalam peneltian ini karena memegang
peran sangat penting. Data tersebut antara lain meliputi surat
keluar dan masuk, nota dinas, disposisi lisan dan tertulis dalam
kaitannya dengan penanganan issue pemberitaan oleh public
relations, serta pertaturan-peraturan yang menjadi landasan
public relations untuk bekerja sebagai public relations dan
sekaligus dalam menangani 1ssue berita ini. Peran dokumen
tersebut sangat penting karena merupakan jejak tertulis dari
kejadian dan proses, seperti disampaikan Thomas R Lindlof

(Lindlof, 1995: 209).
3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk mengungkap-
kan realitas kegiatan public relations yang terdapat di Pemprop
Jatim yang berasal dari subyek penelitian untuk selanjutnya
dibingkai oleh peneliti. Dalam penelitian ini, analisis data
dilakukan pada éetiap tahapan penelitian dimana analisis bukan
hanya dilakukan ketika data telah terkumpul melainkan sejak

tahap awal penelitian,
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Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

¢ Mengungkap kejujuran dari para subyek penelitian, artinya
subyek penelitian harus benar dan jujur dalam mengungkap
realitas terhadap apa yang dialami, dirasakan, ataupun
dibayangkan dalam benaknya. Oleh karena itu kredibilitas
subyek penelitian menjadi sangat penting dan perlu dilakukan
pengujian terhadap kredibilitas subyek penelitian dengan
melihat pengetahuan dan pengalaman subyek penelitian
mengenai masalah penelitian.

e Menguji authentity yaitu memperluas konstruksi personal yang
diungkapkan subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memberi
kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi
personal yang lebih rinci dari subyek penelitian sechingga
memudahkan pemahaman bagi orang lain.

¢ Melakukan analisis triangulasi, yakni mencari penghubung atau
cross-check antara jawaban subyek penelitian dengan data
empiris seperti dokumen-dokumen yang ada guna memperoleh
obyektifitas, seperti surat-surat, nota dinas, dan peraturan
pendukung. Dalam hal ini, peneliti menjadi fasilitator untuk
menguji setiap jawaban berdasar data atau dokumen serta

alasan-alasan yang logis.
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BAB IV

DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DARI MASA KE MASA
4.1 Struktur Organisasi Disinfokom

Dinas Informasi & Komunikasi dibentuk oleh Pemprop Jawa
Timur berdasarkan Perda nomor 11/2000 tentang Dinas Informasi
dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya, sesuai
kebutuhan organisasi, perda tersebut disempurnakan lagi menjadi
Perda 13/2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Timur nomor 11/2000. Lembaga ini dikepalai oleh seorang
kepala dinas dengan eselonering Ila, dibantu seorang wakil kepala
dinas yang memiliki eselon IIb, dan 5 (lima) eselon Il terdiri dari 4
({empat) kasubdin serta 1 (satu) bagian tata usaha (lampiran 2).

Dengan esclonering yang dimilikinya, lembaga ini sejajar
dengan sebagian besar‘ instansi di Pemprop Jatim yakni badan,
dinas, dan lembaga, sehingga koordianasi relatif mudah untuk
dilakukan. Eselon di beberapa instansi Pemprop bahkan dibawah
Disinfokom, yakni eselon IIl seperti Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kantor Kas Daerah. Oleh karena itu, dengan perangkat
peraturan yang ada tersebut Disinfokom tidak akan kesulitan
dalam memposisikan dirinya sebagai public relations Pemprop

Jatim.
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Bagl Pemerintah Propinst Jawa Timur, lembaga informasi
dibawah suatu dinas merupakan sesuatu yang baru karena
sebelumnya belum pernah ada. Lembaga yang menangani
informasi dan komunikasi di Pemprep Jatim sebelumnya adalah
Biro Humas yang dalam strukturnya dibawah sekretaris dacrah.
Secbagal dampak dari proses penataan organisasi tersebut, Biro
Humas tersebut akhirnya dijadikan menjadi Bagian Protokol &
Humas yang melekat pada Biro Umum, dengan struktur
organisasi dibawah Sekda Jatim dengan tupoksi menangani
infermasi di lingkungan Sekretariat Daerah, sesuai Perda 20/2002
tentang Sekretariat Daerah Propmsi Jawa Timur {lampiran 3).
Disinfokom dibentuk sebagai konsekwensi dari dilikuidasinya

Departemen Penerangan Rl pada era Presiden Gus Dur.

“Deppen mati dengan sendirinya, tidek ada pembubaran berdasarkan

instruksi atau keputusan Presiden. Dengan tidak dimasukkannye Deppen

dalam Kabinet Gus Dur moka berk:“ir sudahlah riwayat Deppen”,

{Wawancara dengan informan F tanggal Juli 2005)

Penjelasan tersebut, menurut peneliti, telah sesuai dengan
fakta yang ada. Pada tanggal 26 Oktober 1999, usai pelantikan,
Presiden Abdurahman Wahid mengumumkan struktur dan nama-
nama kabinetnya, Dalam  struktur kabinet  “Persatuan
Nasional” yang berjumlah 37 buah kementrian tersebut tidak

dicantumkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan

Depariemen Sosial, yang berimplikasi pada dilikuidasinya kedua
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departemen tersebut, dan secara otomatis likuidasi juga berlaku
bagi jajarannya di daerah, baik berupa kantor wilayah (kanwil)
maupun kantor departemen (kandep).

Sebagai konsekwensi likuidasi ini, Pemerintah Pusat
menyerahkan eks-aset dan pegawai Kanwil Departemen
Penerangan Jatim kepada Pemerintah Propinsi masing-masing.
Oleh Pemprop Jatim, lembaga eks Kanwil Deppen tersebut
dijadikan Dinas Informasi dan Komunikasi. Terdapat perbedaan
mendasar antara struktur organisasi eks Kanwil Deppen dengan
Dinas Informasi dan Komunikasi. Pertama, perbedaan dalam
tanggungjawab kepada pimpinan. Sesual dengan SK Menpen
55A/55B 1975 dan 230A/1984 tentang struktur organisasi
Departemen Penerangan (lampiran 4}, Kepala Kantor Wilayah
Deppen bertanggungjawab langsung kepada Menteri Penerangan
(Deppen RI, 1993:147). Dengan kata lain eks Kanwil Deppen
adalah instansi vertikal (milik pusat) yang berada di daerah.
Sebagai instansi pusat departemen di daerah, maka eks Kanwil
Deppen mengkoordinasikan kegiatan ke-public relations-an di
daerah. Kemudahaan koordinasi tersebut juga didukung oieh
eselonering eks Kanwil Deppen saat itu, Ha, sedangkan
dinas/badan/lembaga di jajaran Pemprop Jatim saat itu IIb.

Sementara ‘itu, Dinas informasi dan Komunikasi Jatim,
adalah lembaga otonom milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur

yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.

38

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto



ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Tanggung jawab kepada Gubernur tersebut terlihat dalam pasal 2
ayat 2 dalam Perda 13/2003 yang menyebutkan bahwa Dinas
Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Seckretaris Daerah
(Biro Organisasi Setda Prop. Jatim, 2002: 14).

Kedua, Kanwil Deppen memiliki hubungan hierarkis atau
membawahi langsung dengan kantor-kantor departemen
penerangan di kabupaten/ kota (Deppen RI, 1993:157), sementara
itu, Dinas Informasi dan Komunikasi bersifat koordinasi dengan
disinfokom/humas di  kabupaten/kota. Posisi  langsung
membawahi lembaga kandep tersebut tentunya lebih
memudahkan Kanwil Deppen dalam pencapaian tujuan
organisasi.

Ketiga, jumlah jabatan struktural di eks Kanwil Deppen
Jatim 27 buah (Deppen RI, 1993:156), relatif lebih banyak bila
dibanding Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim relatif
lebih sedikit, yakni 26 buah. Jumlah lebih banyak tersebut,
walaupun masih dapat diperdebatkan, akan membawa organisasi
secara lebih efektif karena pengelompokkan tugas lebih jelas dan
terukur, sehingga akan lebih banyak mendukung pelaksanaan
tugas karena acia bagian/seksi yang secara khusus menangani

suatu permasalahan.
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4.2 Tupocksi Disinfokom

Tugas pokok dan fungsi suatu lembaga merupakan arahan
utama bagi personel lembaga dalam bekerja dan sarana untuk
mencapati tujuan lembaga. Sesuai dengan Keppres no. 44 tahun
1974 junto Keppres no 15 tahun 1984 tentang tugas pokok
Departemen Penerangan, Deppen memiliki tupoksi
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di bidang penerangan ({Deppen RI, 1993:26).
Terdapat dua fungsi yang diyjalankan Deppen yakni, pertama
melaksanakan penerangan berdasarkan peraturan dan
perundangan yang berlaku. Penerangan dalam hal ini dimaknai
sebagai aspek-aspek sumberdaya informasi dan proses
komunikasi yang tidak bersifat netral, melainkan harus
memberikan manfaat bagi masyarakat umum, berfungsi
memperiuhur kehidupan serta mencerdaskan bangsa (Deppen RI,
1993: 8). Tidak mengherankan kemudian dalam nama jabatan-
Jabatan struktural di eks Kanwil Deppen dipenuhi dengan kata
penerangan seperti Bidang Hubungan dan  Penerangan
Masyarakat, Bidang Koordinasi Media Pencrangan, dan Bidang
Pembinaan Kegiatan | Penerangan Daerah. Kedua,
menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksana-
an dan t{eknis, pemberian bimbingan, pembinaan serta pemberian

perijinan sesual dengan kebijakansanaan umum yang ditetapkan
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oleh Presidenn serta pecraturan dan perundangan yang berlaku

(Deppen RI, 1993; 26).

Sementara itu, sesuai pasal 3 & 4 Perda 13/2002, tugas
Disinfokom adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang informasi dan
komunikasi, dengan fungsi yang dimilikinya {Biroc Organisasi
Setda Prop. Jatim, 2002: 14}, sebagai berikut:
a.Merumuskan kebijaksanaan operasional dan pcmbangunan di

bidang informasi dan komunikasi;

b.Melaksanakan sosialisasi dalam rangka pembangunan wawasan
dan karakter kebangsaazn untuk memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa;

c. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikas! tentang
penyelenggaraan pemernntahan dan pembangunan Pemprop
Jatim;

d.Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemprop Jatim
dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat di
bidang informasi, komunikasi, dan media massa;

e. Melaksanakan promosl potensi Jatim meclalui berbagail sarana
baik di dalam maupun di luar negeri;

f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan polensi,
pemanfaatan dan pengembangan di bidang informasi dan

komunikasi,
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g. Membangun di bidang jaringan informasi dan komunikasi dalam
rangka penyediaan informasi sebanyak dan semudah mungkin
kepada masyarakat, serta pengelolaan ketatausahaan.

Dalam Perda tersebut, informasi dimaknai sebagai produk
kegiatan dari proses pencarian, pengolahan dan proses
penyampaian data, keterangan dan penejelasan di bidang
politik, keamanan, ekonomi, keuangan, dan industri serta
kesejahteraan rakyat agar dijadikan sumber informasi yang
dapat dipercaya bagi masyarakat. Sementara itu, komunikasi
adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan-pesan
antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta interaksi positif
antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat itu
sendiri dengan maksud pemberdayaan daya saing dan daya
bangun masyarakat.

Menurut informan G, dengan tupoksi yang dimilikinya
tersebut, eks Kanwil Deppen Jatim semata-mata menyuarakan
kepentingan pemerintah. Dan agar efektif dalam menyuarakan
kepentingan pemerintah tersebut, eks Kanwil Deppen juga
diberikan otoritas melakukan penindakan kegiatan komunikasi

yvang tidak sesuai kebijakan pemerintah (lampiran 5).

“Eks Kanwil Deppensemata-mata sebagai corong pemerintah, Kebijakan
yang dijalankan adaleh fop down, Untuk menjadi cororng pemerintah
tersebut eks Kanwil diberikan cotoritas untuk menerbitkan, mengawasi,
dan mencabut Surat Ljin Usaha Penerbitan (SIUP) media cetak yang ada
di Jatim, ijin siaran media elekfronika, ijin edar film, dan menolak
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peredaran film yan tidak sesuai dengan budaya lokal/daerah di wilayah

Jawa Timur. (Wawancara dengan informan & tanggal 13 Juli 2005).

Sementara  itu, walaupun sama-sama menyuarakan
pemerintah tetapi Disinfokom lebih bersifat sosialisasi, fasilitasi
dan pelayanan informasi kepada masyarakat karena regulasi telah

diminimalisir sebesar mungkin,

"Tugas Disinfokom lebih pada peran sosialisasi, fasilitasi, dan pelayanan
informasi. Artinya, persoalan informasi dan komunikasi lebih diserahkan
kepada masyarakat sehingga bentuk-bentuk halangan ckses informasi
diminalisir sebesar mungkin. Deregulasi ada tetapi diupayakan seminim
mungkin® (Wawancara dengan G tanggal 13 Juli 2005)

Sesual dengan kedua aturan tersebut, menurut peneliti,
terdapal persamaan dan perbedaan mendasar antara tupoksi
kedua organisasi ini. Persamaannya adalah kedua organisasi
memiliki tupoksi membawakan informasi kepada masyarakat,
sedangkan perbedaaanya, informasi di cks Kanwil Deppen
merupakan proses komunikasi yang tidak bersifat netral,
melainkan harus memberikan manfaat bagal masyarakat umum,
berfungsi memperluhur kehidupan serta mencerdaskan bangsa,
sesual dengan perspektif pemerintah. Oleh karena itu, apabila
informasi tersebut tidak sesuai, maka harus dilakukan

penyesualan dengan regulasi vang dimiliki pemerintah saat itu.

Tupoksi tersebut tidak dilakukan cleh Disinfokom karena berbeda
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dalam memakna informasi serta ketiadaan fungsi meregulasi

seperti saat eks Kanwil Deppen.

4.3 Pendekatan Kepada Publik

Cara pendekatan organisasi kepada publiknya dapat dilihat
dari tupoksi lembaga itu. Demikian pula, cara pendekatan
Disinfokom kepada publiknya terlihat dari tupoksi yang dimiliki
organisasi ini, yang secara rinci dimunculkan dari tupoksi masing-
masing jabatan. Dari 7 (tujuh) tujuh fungsi Disinfokom seperti
disebutkan diatas, 6 (enam) diantaranya, yakni poin a, b, ¢, e, I, g
bersifat satu arah yaitu pemberian informasi dari Pemprop Jatim
kepada masyarakat, sedangkan satu lainnya, poin d, bersifat dua
arah yakni melaksanakan menciptakan hubungan timbal balik
antara Pemprop Jatim dengan lembaga Pemerintah, lembaga
swasta dan masyarakat.

Menurut informan G, ke 7 (tuyuh} fungsi tersebut telah
dilakukan oleh Disinfokom, melalui kegiatan yang dijalankan oleh
subdin yang ada di Disinfokom melalui berbagai program atau

event (lampiran 5).

"Berbagai kegiatan telsh dilakukan Disinfokom guna menjalankan
tupcksinya tersebut, diantaranya pembuatan penerbitan buletin
pererbitan, pameran, pembuaton website dsb-nya. Daeri situlsh,
informasi dari masyarakat bisa didapatkan. (Wawancare dengan
informan G tanggal 13 Juli 2005 )
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Seluruh fungsi tersebut, menurut peneliti yang didasarkan
pada bagian-bagian dalam Perda 13/2002, telah terakomodasi
dalam tupoksi jabatan struktural sub dinas dan seksi di
Disinfokom, kecuali poin d, yang hanya mengakomodasi
komunikasi timbal balik antara Pempop Jatim dengan jajaran
pemerintahan lain. Hal tersebut terlihat dari jabatan struktural
Subdin Humas yang memiliki tugas memberikan layanan
informasi, dokumentasi dan publikasi, layanan pers, serta
mengelola  perpustakaan, dengan fungsi melaksanakan
koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun
dan mengelola bahan informasi, menyiapkan layanan informasi
vang aktual kepada kepada masyarakat, melaksanakan
dokumentasi dan publikasi kegiatan pejabat Pemprop Jatim,
memberikan pelayanan informasi kepada wartawan/pers, scrta
melaksanakan tugas-tugas lain yang dibenkan Kadisinfokom.
Dengan demikian, komunikasi timbal balik yang dilakukan
Disinfokom Prop. Jatim hanya dilakukan dengan sesama instansi
Pemerintah baik dalam lingkup Pemprop Jatim, maupun di luar
Pemprop. Sedangkan komunikasi timbal balik dengan lembaga
swasta dan masyarakat tidak terwadahi secara struktural.

Belum adanya upaya menciptakan hubungan timbal balik
khususnya dengan lembaga swasta dan masyarakat tersebut

diakui oleh informan C.
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“Bahan-bahan rilis kita dapatken dari  jajaran Pemprop Jatim.
Sebenarnya itu diluar tupoksi kita, tetapi karena kebutuhan yang
mendesak kita harus mencarinyas sendiri. {Wawancara tanggal 21 Juli

2005 dengan informan C)

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan H yang
mengatakan bahwa informasi yang diperolehnya sebagai bahan
rilis berasal dari instansi di jajaran Pemprop Jatim. “Kalau can
data untuk bahan informasi dan langsung dari masyarakat, di
Disinfokom ini kita tidak pernah.” {Wawancara tanggal 22 Juh
2005 dengan informan H}.

Sementara itu, fungsi-fungsi lain Disinfokom yang secara
struktural telah terakomodasi dalam berbagai tupoksi jabatan,
terlihat pada sebagai berikut :

a. Fungsi merumuskan kebijaksanaan  operasional dan
pembangunan di bidang informasi dan komunikasi, serta
melaksanakan sosialisasi dalam rangka pembangunan wawasan
dan karakter kebangsaan untuk memperkukuh persatuan dan .
kesatuan bangsa, menurut peneliti, terakomodasi dalam jabatan
struktural Subdin Penyusunan Program. Di bagian keempat dari
Perda tersebut dijelaskan tugas subdin ini yaitu menyusun dan
merencanakan program, melakukan evaluasi dan pembuatan
laporan, pengkajian penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk pemberdayaan internal guna peningkatan

kualitas layanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Disinfokom;
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b. Fungsi melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Pemprop Jatim terwadahi di jabatan Subdin Humas. Sebagaimana
disebutkan pada bagian kelima dari Perda ini bahwa subdin
humas mempunyail tugas layanan informasi, dokumentasi dan
publikasi, layanan pers, serta mengelola perpustakaan;

¢. Fungsi Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemprop
Jatim dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan
masyarakat di bidang informasi, komunikasi, dan media massa,
terwakili sebagian saja, di Subdin Media Informasi. Di bagian
keenam dari Perda tersebut, disebutkan tugas subdin ini yakni
memberikan pelayanan informasi melalui media interaktif, radio,
televisi, film, dan penerbitan menjalankan; dan

d. Fungsi melaksanakan prormosi potensi Jatim melalui berbagai
sarana baik di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan
koordinasi dalam rangka pemberdayaan potensi, pemanfaatan dan
pengembangan di bidang informasi dan komunikasi, serta
membangun di bidang jaringan informasi dan komunikasi dalam
rangka penyediaan informasi sebanyak dan semudah mungkin
kepada masyarakat, dan pengelolaan ketatausahaan terwakili
dalam Subdin Promosi dan Pemberdayaan Informasi. Sebagaimana
disebutkan dalam bagian ketujuh Perda tersebut, bahwa tugas
jabatan struktural ini adalah melaksanakan kegiatan informasi

dan komunikasi melalui promosi potensi daerah, dan
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pemberdayaan informasi  masyarakat  dengan demikian
menjalankan fungsi Disinfokom.

Menurut peneliti yang didasarkan pada Perda 12/1992
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (lampiran 6), kondisi public
relations tersebut berbeda apabila dibanding pada era sebelumnya
ketika masih berbentuk sebuah Biro Humas yang memiliki sebuah
bagian kKhusus bernama Bagian Pengumpulan dan Penyaringan
Informasi yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan bahan
informasi pemerintahan dan pembangunan, baik dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah, maupun dari masyarakat, sebagai ciri

dari pendekatan komunikasi dua arah.
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BAB V

PUBLIC RELATIONS DALAM PERSPEKTIF DINAS
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

5.1 Pemaknaan Public Relations

Pemaknaan terhadap arti, tugas, dan fungsi public relations
diintepretasikan secara beragam oleh perorangan, kelompok,
maupun lembaga. Orang yang satu akan memaknai public relation
dan tupoksinya secara berbeda dengan yang lain, demikian pula
kelompok satu akan tidak sama dengan kelompok lain. Perbedaan
pemaknaan juga terjadi di lembaga, di mana lembaga privat
tentunya akan memandang public relations secara berbeda dengan
lembaga pemerintah.

Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim memaknai
public relations sebagai pembuatan image, dengan demikian tugas

public relations adalah membuat image.

"PR itu khan membuat /image, kalau perusehaan ya image perusahaan,

kalau Pemerintah ya image pemerintahan. Pengertian image tersebut

adalah nama baik atau citra lembaga, kalau pemerintah ya nama baik

atau citra dari pemerintah®. (Wawancara dengan informan A, tanggal

13 Juni 2005)

Dengan demikian dalam menjalankan tugas-tugas public
relations, Disinfokom Jatim berorientasi pada tercapainya image

atau citra baik bagi lembaga Pemprop Jatim. Dalam konteks issue

PIA maka tugas public relations adalah menginformasikan kepada
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publik bahwa pembangunan PIA lancar, semua sesual harapan,
dan tidak ada kendala di dalamn pembangunannya.

Orientasi public relations Pemprop Jatim semata-mata hanya
pada pembuatan image tersebut, dalam issue PIA, terlihat pada
rilis yang dikeluarkan Disinfokom pada tanggal 19 Oktober 2004
(lampiran 7) yang menyebutkan bahwa dalam pembangunan PIA
tidak ditemukan kendala dalam pembebasan lahan penduduk dan
bahwa pembangunan jalan tersebut sudah dapat dikerjakan lagi.

Kondisi tersebut, dalam kenyataan, tidaklah demikian. Ini
terbukti pada pemberitaan-pemberitaan Jawa Pos berikutnya
yang masih menurunkan pemberitaan mengenai terkendalanya
pembangunan PIA karena pembebasan lahan (lampiran 1) berita

nomor 7 s/d 13}, yakni :

1 | 30 Oktober 2004 LELANG Pl1A TERTUNDA

2 | 31 Oktober 2004 |[SIDAK PIA, DEWAN DISAMBUT
TANGIS

3 |3 Nopember 2004 | PEMPROV PANGGIL CAMAT TAMAN

4 14 Nopember 2004 | TIM SEMBILAN PIA TAK SIAP DATA

5 (11 Nopemb(_er 2004 | PANGGILAN TERAKHIR UNTUK WIN-
JACOBUS

6 | 14 Desember 2004 | NGAKU SAKIT, JACOBUS MUSA

MANGKIR LAGI
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7 |26 Desember 2004 | KOMISI DEADLINE LAHAN PIA

Dalam tulisan tanggal 30 Oktober 2004 berjudul Lelang PIA
Tertunda, disebutkan bahwa pembangunan PIA yang semula
dijjadwalkan bulan Oktober dipastikan ditunda karena Gubernur
Jatim, sebagaimana disampaikan Kadisinfokom, tidak berani
memastikan memulai sebelum tim Pemprop mempresentasikan
seluruh proyek yang telah terbengkalai itu dihadapan DPRD
Jatim. Pada edisi berilkutnya, tanggal 31 Oktober 2004 dengan
judul Sidak PIA, Dewan Disambut Tangis, diberitakan sejumlah
warga pemilik lahan menyambut kedatangan Komisi B dengan
tangisan karena tanah mereka belum dibayar.

Sedikit berbeda dengan dua pemberitaan sebelumnya yang
secara eksplisit menjelaskan masih adanya kendala dalam
pembebasan lahan PIA, pada pemberitaan tanggal 3 Nopember
2004 berjudul Pemprov Panggil Camat Taman, salah satu Tim
Sembilan yang bertanggungjawab terhadap pembebasan lahan
PIA, Camat Taman Teddy Raspandy menjelaskan bahwa
sebenarnya tidak ada masalah dengan pembebasan lahan PIA,
melainkan hanya para brokerlah yang membuat masalah, dengan
tanpa pemberian  penjelasan lebih lanjut masalah yang
dimaksudkannya tersebut. Dengan demikian, ia secara implisit
juga mengakui masih adanya permasalahan dalam pembebasan

lahan PIA.
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Pada pemberitaan tanggal 4 Nopember 2004 berjudul Tim
Sembilan PIA Tak Siap Data, disebutkan Komisi B DPRD Jatim
scpakat mengakhiri pertemuan berkaitan dengan masalah
pembebasan lahan PIA dengan Tim Sembilan yang datang tanpa
data sehingga dinilai tidak serius dan bahwa pertemuan tersebut
menurut, komisi B, bukan obrolan warung kopi yang ngomong
ngalor ngidul tanpa tujuan melainkan membahas sebuah proyek
prestisius di Jawa Timur. Masih berkaitan dengan Komisi B DPRD
Jatim, pada pembcritaan tanggal 11 Nopember 2004 berjudul
Panggilan Terakhir Untuk Win-Jacobus, kalangan dewan
menyatakan penegasannya bahwa Tim Pemprov dan Tim Sembilan
wajib datang pada pertemuan yang diselenggarakannya untuk
segera menuntaskan masalah pembebasan lahan PIA. Apabila
tidak datang maka mereka dinilai melecehkan dewan dan akan
dipidanakan.

Pemberitaan 14 Desember 2004 dengan judul Ngaku Sakit,
Jacobus Musa Mangkir Lagi, menyebutkan jengkelnya Komisi B
terhadap Jacobus Musa yang dinilai pangkal persoalan
pembebasan lahan PIA sehingga beberapa anggota sempat walk
out dari pertemu_an. Terakhir, dalam pemberitaan tanggal 26
Desember 2004 yang berjudul Komisi B Deadline Lahan PIA,
disebutkan bahwa Komisi B memberikan deadline proses

pembayaran lahan PIA kepada warga pada tanggal 30 Desember.
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Apabila tidak terpenuhi maka mereka akan menggunakan hak
interpelasi kepada para pejabat Pemprop Jatim.

Menurut peneliti, sesuai dengan pandangan beberapa teoritisi
dan praktisi seperti Elizabeth Goenawan Ananto, James E
Gruning, dan Joni Inman, public relations semata-mata bukan
hanya membuat irnage atau citra lembaga. Lebih penting daripada
itu, menurut Elizabeth, adalah menjaga harmoni antara lembaga

dengan publiknya.

Public relations is often perceived a tool to promote orgarnizational

preducts or services rather than to create harmonious relatienships

between organizations and their public. Public relations is @ synonym for

image building regardless of whether a corporation is doing business

the right way or not. (Sriramesh, 2004: 262).

Dengan terciptanya harmonisasi hubungan antara lembaga
dengan publiknya tersebut secara otomatis akan berakhir pada
image bagus lembaga tersebut. Tentang public relations, James E
Gruning mendcunisikannya sebagai manajemen komunikasi
antara organisasi dengan publiknya. Kegiatannya bukan hanya
berupa diseminasi informasi saja, tetapi juga resolusi konflik, dan
pengembangan pemahaman antara organisasi dengan publiknya
(Gruning, 1992: 6).

Sementara itu, praktisi public relations yang seckaligus

presiden National Association of Government Communicators

(NAGC) AS Joni Inman mengatakan bahwa tugas public relations
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bukan hanya semata-mata menyebarkan informasi, penghubung
antara pemerintah dan masyarakat serta penerjemah informasi
dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga memberikan informasi
dan menerjemahkan dari apa yang didengarnya di jalan kepada

pemerintah (Sullivan, 1998: 8).
5.2 PIA Sebagai Issue

Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim melihat kasus
pemberitaan dalam dua perspektif, sebagai issue dan sebagail
krisis. Suatu kasus pemberitaan dinilai sebagai issue apabila
bobot permasalahannya sama dengan permasalahan-permasalah
an lain yang acapkali dihadapi Dinas Informasi dan Komunikasi.
Sebaliknya, suatu pemberitaan akan dianggap sebagai krisis jika
pemberitaan tersebut berdampak pada orang banyak dan
berkaitan hidup dan matinya organisasi. “Kalau issue atau
permasalahan itu setiap saat ya ada, seperti problem hari ini
misalkan eee..... kurang gizi”. {wawancara dengan informan A
tanggal 13 Juni 2005)

Mengenai pemberitaan PIA, Dinas Informasi dan Komunikasi
Jatim mengkategori- kannya sebagai issue, bukan krisis.
Pengkategorian PIA sebagai issue, dijelaskan informan A, karena
bobot permasalahan pemberitaannya sama dengan pemberitaan-

pemberitaan lain yang acapkali dihadapi oleh Dinas Informasi dan
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Komunikasi. Bagi Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jawa
Timur, issue pemberitaan PIA tidaklah sehebat yang dimuat
media. Dinas Informasi dan Komunikasi melihat ada kepentingan
politik didalamnya, sehingga pemberitaan tampak kelihatan besar.
Kepentingan politik tersebut adalah parpol ingin membela
konstituennya yang dalam kasus PIA ini tanahnya belum dibayar.

Dinas Informasi dan Komunikasi mengakui bahwa dalam
pembebasan lahan ada permasalahan, misalnya, ada kelompok
spekulan tanah yang bermain. Dan setelah di c¢ek Biro
Perlengkapan yang menangani pembebasan lahan ternyata semua
sudah beres. Bagi Dinas Informasi dan Komunikasi, permasalahan
PIA tidak ada apa-apanya karena dewan telah menyetujui PIA
untuk dibangun.

Pandangan Dinas Informasi dan Komunikasi bahwa PIA
sebagai issue sesuai dengan The Australian School Dictionary
(Knight, 2004 : 218) yang mendifinisikan issue sebagai sebuah
persoalan untuk didiskusikan atau diperhatikan. Namun
demikian, Dinas Informasi dan Komunikasi melihat pemberitaan
PIA sebagai issue “ringan” saja, terlihat dari pernyataan informan
A serta cara penanganannya. “Oohhh kalau menurut saya, itu kok
bukan krisis tapi permasalahan sgja. Ee... ada pemberitaan itu
ada politis dibaliknya, wong gitu saja, tidak ada apa-apanya’

(wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2003}.
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Penilaian PIA scbagal issue ringan tersebut sclain terlihat dan
pernyataan informan A yang mengatakan bahwa issue PIA tidak
ada apa-apanya, juga dari penanganan issue terscbut yakni
hanya dengan membuat sebuah rilis berita {lampiran 7] dalam
rentang waktu selama 5 bulan, Agustus s/d Desember 2004.
Selain itu juga tercermin dari isi rilis yang mengatakan
pembcebasan lahan akses menuju PIA sehingga perlu dituntaskan
sesuai jadwal, jangan sampai ada penundaan lagl serta dalam

menuntaskan pekerjaan untuk tidak bersikap sctengah-setengah,

"Lebih lanjut dikatakan Scetjahjono, dengan tidak ada masaleh tentang
pembebasan lohan jalan menuju PIA, sehingga Gubernur Jatim Imam
Utomo secara tegas memintae semua pihak untuk bekerja menuntaskan
proyek PIA tersebut sesuai dengn jadwal yang ditentukan. Jangan sampai

ada penundaan lagi, ujarnya menirukan Gubernur Imam Utomo. Gubernur

meminta agardalam. (Rilis berita Dinas Informasi dan Komunikasi Prop.

Jatim tangge! 10 Cktober 2004, lampiran 5.1}

Sesuai dengan pandangan Fraser P Seitel, apapun tingkatan
issue ketika suatu  organisasi telah ~mendapati atau
mengidentifikasi pemberitaan sebagal suatu issue maka lembaga
perlu untuk scgera melakukan manajemen issue (Seitel, Frascer P
Seitel: 458), dengan langkah yang harus dijalankan yakni:
 Memberikan beragam strategi bagi organisasi;

- Melakukan suatu langkah kegiatan guna mengkomunikasikan

pandangan-pandangan organisasl; dan
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« Mempengaruhi persepsi yang ada berkaitan dengan issue
tersebut, serta melakukan evaluast terhadap program-program
yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Perlunya penanganan PJA sebagal suatu issue juga dengan
pertimbangan, pertama jumlah publikasi mengenai PIA cukup
banyak yakni sebanyak 13 kali hanya dalam kurun waktu enam
bulan (lampiran 1), dan kedua dari jumlah tersebut, 12 buah
diantaranya memberikan image negatif terhadap Pemprop Jatim
yakni penilaian atau informasi bahwa Pemprop Jatim tidak
transparan, tidak bonafid, dan ditengarai tidak beres dalam
pengelolaan anggaran untuk pembangunan PIA tersebut.
Sementara, bagi Pemerintah-termasuk Pemprop Jatim image
adalah perlu dijaga dan sebagai taruhan kredibilitas lembaga.
Image publik yang baik terhadap Pemprop Jatim bukan hanya
memberikan dampak bagi peranserta masyarakat untuk
melakukan kewajibannya seperti membayar pajak, tetapi dalam
skala lebih luas akan menciptakan rasa memiliki bagi masyarakat
terhadap pemerintahan dan program-programnya, serta tentunya
sekaligus peransertanya dalam pembangunan.

Bagi Dinas Informasi dan Komunikasi, kasus pemberitaan
PIA bukanlah krisis karena krisis bagi lembaga ini dimaknai
sebagai situasi yang menyangkut antara hidup dan matinya suatu

organisasi, serta menyangkut hajat hidup orang banyak
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"Kalau sudah krisis itu antara hidup dan mati, kalau menurut saya ha..

ha.., menyangkut hidup orang banyak, kalau perusahaan ini antars go

atau end, khan gitu ajo ya..ya. atau finish” (Wawancara dengan

informan A tanggal 13 Juni 2005)

Dalam kenyataan, menurut informan C, dampak dari
pemberitaan PIA tersebut tidak sampai menyangkut hidup atau
matinya pejabat Pemprop Jatim, misalnya, menjadikan turunnya
dominant coalition dari jabatannya, serta dampak dari pemberitaan
PIA tersebut tidak menyangkut masyarakat luas, melainkan hanya
beberapa orang/kelompok saja. “Dampaknya tidak besar, hanya
pada beberapa orang saja ... pemilik lahan saja. Tidak
memojokkan posisi pejabat sehingga harus turun dari jabatan”
(Wawancara dengan informan C tanggal 13 Juni 2005)

Dalam memaknai kasus pemberitaan PIA, Dinas Informasi
dan Komunikasi menganggapnya bukan sebagai krisis. Alasannya,
scbagaimana dijelaskan Fraser P Seitel (Seitel, 1992: 454), tidak
sampal melumpuhkan reputasi lembaga dan menyebabkan
kehilangan uwang dalam jumlah sangat besar.

Apabila terjadi krisis, menurut informan A, Disinfolkom
menanganinya secara Kkhusus, tergantung permasalahannya.
Dalam soal SARA (Suku, Agama, Ras, dan Agama), misalnya,
maka Dinas Informasi dan Komunikasi akan memberikan saran
kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan

pendekatan kepada tokoh-tokoh agama. Sementara itu, apabila
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terjadi pembakaran perusahaan maka disarankan aparat

kemanan untuk segera menanganinya.

“Krisis itu penangannya berbeda.Misalkan dalom hal SARA. Ttu harus
segera kita mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk segera mendekati
tokoh agama, khan gitu. Selain kita menjelaskan kepada media, gitu. Ada
problem yang kita pilah.Krisis itu delam hal apa®. (Wawancara dengan
informan A tanggal 13 Juni 2005)

Salah satu kejadian yang dapat dianggap krisis oleh Dinas
Informasi dan Komunikasi adalah pemberitaan mengenai
tertundanya tes rekrutmen PNS pada tgl. 24 Nopember 2004 di
Jatim karena belum siapnya lembar soal bagi peserta tes.
Dimasukkannya masalah tersebut sebagai krisis, selain peserta
berjumlah ratusan ribu, juga rekrutmen tersebut menyangkut

hajat hidup orang banyak.

“Krisis itu seperti yang saya lami kemarin, seperti CPNS, misalkan gitu
ya... Oleh sebab itu krisis dalam posisi seperti itu karena menyangkut
hajat hidup orang banyak. Aaa. CPNS kemarin saya anggap sebagai
krisis karena kondisnya kayak gitu®, (Wawancara dengan informan A
tanggal 13 Juni 2005)

Tanpa penanganan secara cepat, ketidaksiapan menyediakan
lembar soal tersebut akan menimbulkan masalah sosial besar di
Jatim, bahkan dapat menurunkan dominant coalition dari jabatan

yang dipangkunya. “Apabila tidak tertangani dengan baik, bisa
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saja yang menjadi penanggungiawab tes tersebut turun dari
jabatan®™. (Wawancara dengan informan C tanggal 21 Juli 20085)
Menyikapi krisis rekrutmen CPNS terscbut, Dinas Informasi
dan Komunikasi mengelolanya dengan memberikan informasi
seluas-luasnya kepada masyarakat. Berdasarkan pada mlis-rilis
vang dibuat, pengelolaan krisis yang dijalankan oleh Dinas
Informasi dan Komunikasi tersebut berbeda dengan issue. Ketika
menangani Krisis maka Dinas Informas: dan Komunikasi akan
membuat informasi dalam jumlah banyak dengan sumber
informasi beragam, bukan hanya dari jajaran Pemprop Jatim
tetapi juga dari sumber instansi lammnya. Dalam krisis rekrutmen
CPNS, dibuat 14 rilis {lampiran 8) selama 10 hari kerga, mulai
tanggal 24 Nopember s/d 3 Desember 2004. Sumber informasi
dan rilis-rils tersebut dari KabDinas I[nformasi dan Komunikasi
Prop Jatim, pimpinan Percetakan PURI, Komisi A DPRD Jatim,

ITS, Depdiknas, dan Rektor UNTAG Surabaya.

5.3 Manajemen Issue FIA

Dinas Informas: dan Komunikasi Jafim memilik: langkah
baku dalam menangani issue pemberitaan, yakni petugas Dinas
Informasi dan Komunikasi mencarti informasi dari
dinas/badan/lembaga di jajaran Pemprop Jatim sebagal bahan

klarifikasi, untuk sclanjutnya informasi tersebut dituangkan
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dalam bentuk siaran-pers dan dimasukkan dalam website www.d-

infokom-jatum.go.id.

"Kalau isswe itu ee...kalau fssve itu khan ada problem dari aspek

komunikasi, ya, Harus segera kita tangguapi, oleh sebab itu setiap hari

ada problem yang harus dipecahkan oleh pemerintah setiap hari keluhan

itu ada__setelah itu kita kontak ke dinas hee enek ngene lho kalau nggak

kita nggak bisa jawab... kemudian kita membuat klarifikasi meialui rilis

yang ditempatkan di website”. (Wawancara dengan informan A tanggal

13 Juni 2005)

Dalam manajemen issue PIA, Dinas Informasi dan
Komunikasi mencari informasi dari instansi di jajaran Pemprop
Jatim dengan mengikuti rapat yang dipimpin Asisten Sekda
Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprop. Jatim dengan hasil rilis
tanggal 19 Oktober 2004 (lampiran 7). “Seperti terlihat dalam rilis,
va ... hasil rapat yang dipimpin Pak Tjahjono (wawancara dengan
informan B dan C tanggal 15 Juni 2005}

Manajemen issue PIA yang dilakukan Dinas Informasi dan
Komunikasi dengan mencari informasi dari instansi terkait di
Jajaran Pemprop Jatim, telah sesual dengan tupoksi yang dimiliki
Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim, khususnya, tupoksi
subdin humas yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka menghimpun dan mengelola bahan
informasi.

Walaupun demikian, sesuai pandangan Elizabeth Goenawan

Ananto, seharusnya Dinas Informasi dan Komunikas: berani
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menjalankan komunikasi dua arah dengan cara mencari atau
turun ke lapangan menemui publik {masyarakat pemilik lahan
dan anggota dewan) untuk melihat berbagai persoalan
sebagaimana diberitakan media khususnya dalam pembayaran
pembebasan lahan oleh Pemprop Jatim, bila dibanding hanya
menyampaikan informasi yang berasal dari jajarannya saja.
“Oraganizations have to exercise two-way communication rather
than a one-way communication of disseminating information to the
public or its constituents”. (Sriramesh, 2004: 277}

Dengan demikian, informasi mengenai PIA bukan hanya
menyuarakan pendapat pejabat Pemprop Jatimm atau mencari data
dari sumber-sumber di jajaran Pemprop Jatim, sebagaimana
disampaikan informan B, melainkan juga dari publik issue
tersebut yvakni pemilik lahan dan anggota DPRD Jawa Timur.
“Kalau ada masalah biasanya kita akan mencari data-data dari
pejabat di dinas, badan, atau lembaga di jajaran pemprop Jatim”.
(Wawancara dengan informan B tanggal 13 Juni 2005)

Didasarkan pada tupoksi jabatan struktural yang ada di
Dinas Informasi dan Komunikasi, lembaga ini tidak melakukan
pencarian informasi kepada publik yang berkaitan dengan issue
tersebut karena tidak terdapat struktur/jabatan yang bertugas

untuk melakukan pencarian informasi langsung kepada publik.
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5. 4 Komunikasi Satu Arah

Model komunikasi yang dipergunakan public relations kepada
publiknya dapat dilihat dari dua indikator, yakni pemaknaan
pesan dan manajemen issue. Sesuai dengan pandangan David M
Dozier (Dozier, 1995: 13}, organisasi menerapkan one-way
comrunication apabila pesan menjadi tujuan akhir organisasi.
Sebaliknya, apabila pesan merupakan sasaran antara untuk
memperocleh tujuan akhir, yakni harmonisasi, maka model
komunikasi tersebut adalah two-way communication.

Dalam issue pembangunan PIA ini, mclalui rilisnya tanggal
19 Oktober 2004 (lampiran 7), Dinas Informasi dan Komunikasi
Jatim menyampaikan pesan yakni memberitakan tidak adanya
kendala dalam pembebasan lahan, walaupun dalam kenyataan
permasalahan tersebut masih menjadi ganjalan. Oleh karena itu,
masih muncul 7 (tujuh) pemberitaan pasca pengedaran rilis
tersebut yang pada i)rinsipnya menyebutkan belum beresnya
masalah pembebasan lahan tersebut (lampiran 1, berita no 7 s/d
13). Pesan yang ingin disampaikan Dinas Informasi dan
Komunikasi semata-mata agar tercipta image yang baik tentang
Pemprop Jatim bahwa Pemprop bonafid, dan kredibel dalam
menangani  proyek prioritasnya, tidak sebagaimana dalam
pemberitaan media, dan pesan tersebut merupakan tujuan akhir

crganisasi. Dengan demikian, Dinas Informasi dan Komunikasi
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menggunakan model one-way communication dalam issue
pemberitaan PIA ini karena lembaga ini menjadikan pesan sebagai
tujuan akhir dari organisasi. Hal tersebut juga diperkuat dengan
pemaknaan informan A tentang tupoksi Dinas Informasi dan
Komunikasi Prop. Jawa Timur sebagai pembuatan image atau
citra lembaga.

Tidak dipergunakannya two-way communication oleh Dinas
Informasi dan Komunikasi, menurut peneliti berdasarkan Perda
11/2000 dan Perda 13/2003, karena lembaga tersebut tidak
memiliki struktur jabatan yang bertugas mengkomunikasikan
secara timbal balik antara Dinas Informasi dan Komunikasi
dengan masyarakat. Struktur jabatan yang ada hanyalah
menugaskan perlunya hubungan timbal balik antara Disinfokom
dengan instansi Pemerintah, yang secara teknis masuk dalam
tupoksi Seksi Layanan Informasi, Subdin Humas.

Selain berdasarkan pemaknaan pesan tersebut, dalam
manajemen issue PIA ini, Dinas Informasi dan Komunikasi
mendasarkan perolehan informasi bahan rilisnya dari internal
instansi di jajaran Pemprop Jatim, tidak termasuk dari eksternal;
khususnya publik yang berkai-tan dengan pembebasan lahan PIA,
yakni pemilik lahan dan DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan
demikian informasi hanya bersifat satu arah saja, yakni dari
Pemprop Jatim kepada publiknya, tidak ditemukan adanya ciri

pendekatan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Dinas
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Informasi dan Komunikasi kepada publiknya, yakni para pemilik
lahan dan DPRD sebagai wakil rakyat. James E Gruning
mendefinisikan fwo-way communication sebagai cara pendekatan
komunikasi dimana komunikasi bukan hanya dari komunikator
(dalam hal ini pemprop Jatim} kepada publiknya (dalam hal ini
pemilik lahan dan DPRD} tetapi juga sebaliknya dari pemilik lahan
dan DPRD kepada Pemprop Jatim (Gruning, 1992: 103). Secara
khusus David M Dozier (Dozier,1995 :12) menyebutkan kekhasan
dari pendekatan tfwo-way communication yakni dilibatkannya
public relations dalam riset formal/informal dalam rangka
memperoleh informasi tentang publik. Riset dalam hal ini memiliki
pengertian luas yakni kegiatan apapun yang ditempuh dalam

rangka memperoleh informasi dari publik.

5.5 Keterlibatan dengan Dominant Coalition

Dominant Coalition, sebagaimana dikatakan David M Dozier
(Dozier,1995: 78] adalah kelompok corang yang “powerful’ di
lembaga mereka. Dari kelompok inilah tanggungjawab organisasi
secara keseluruhan ditumpukan demikian pula arah kebijakan

utama dibuat.
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5.5.1 Pengaruh Dominant Coalition Kepada Dinas Informasi dan

Komunikasi

Dinas Informasi dan Komunikasi memaknai dominant
coalition sebagai pihak yang paling berperan besar dalam
pengambilan keputusan di jajaran Pemprop Jatim atau disebutnya
sebagai decision maker. Menurut informan A, B, dan C , dominant
coalition di Pemprop Jawa Timur terdiri dari Gubernur Jawa
Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Sekretaris Daerah
karena dari merekalah keputusan-keputusan penting Pemprop
Jatim berasal. “Policy maker-nya ya Gubernur ha..ha...ha..., Pak
Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sek”. Tiga orang itu news-
makernya”. (Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Informan A menjelaskan perlunya dimasukkan ketiganya
sebagai newsmaker karena tidak semua pejabat mampu menjadi
pembuat berita. Selain itu, kemampuan tersebut mendukung

posisi sebagai dominant coalition.

“Tidak semua pejabat mampu menjadi newsmaker, seperti Marti Nata
Legawa atau Dio Pati Jalal. Tetapi Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak

Sek mampu bertindak seperti itu®. (Wawancara dengan informan A
tanggal 16 Agustus 2005)

Apa yang disampaikan oleh para informan mengenai

pejabat Pemprop Jatim yang dianggap sebagai dominant

coalition tersebut telah sesuai dengan kondisi di lapangan,
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sebagaimana terlihat dari tupoksi para pejabat tersebut yang

tertuang dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

lampiran 9), dan Perda nomor 20 tahun 2002 tentang Sekretariat

Daerah Prop. Jawa Timur (lampiran 3}.

Dalam UU 32/2004, terdapat beberapa pasal mengenai
kewenangan Gubernur antara lain dalam pasal 25 dan pasal 37.
Di pasal 25, dalam fungsinya sebagai Kepala Daerah, Gubernur
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

« Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

= Mengajukan rancangan Perda;

= Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan
bersama DPRD;

« Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

- Mengupayakan terlaksananya kwajiban daerah;

» Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundangan; dan

= Melaksanakan . tugas dan wewenang lain sesual dengan
peraturan perundangan.

Sementara itu dalam fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat,

tugas dan kewenangan Gubernur diatur dalam pasal 37, yang

meliputi :
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= Pembinaan dan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota;

= Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah
provinsi dan kabupaten /kota,;

» Koordinasi pembinaan dan pcngawasan penyclenggaraan tugas
pembantuan di dacrah provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah secara eksplisit

tertuang dalam pasal 26, yakni :

» Membantu Kepala Dacrah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah;

= Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan
hidup;

« Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan Kota bagi waki]l kepala daerah propinsi

» Memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah dalam
penyclenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;

* Melaksanakan tugas dan kwajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah; dan

» Melaksanakan tugas dan wewenang kepala dacrah apabila

kepala daerah berhalangan.
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Adapun tugas Sekretaris Daerah, sesuai dengan perda tersebut
adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata
laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada
seluruh perangkat daerah.

Ketika suatu keputusan telah diambil oleh dominant coalition,
menurut informan A, maka kwajiban bagi dinas/badan/lembaga
di jajaran Pemprop Jatim untuk mendukungnya. Untuk public
relations, maka berkawajiban membangun image atau citra yang
baik terhadap keputusan tersebut. Karena keputusan PIA dibuat
Gubernur Jawa Timur, maka kwajiban Dinas Informasi dan

Komunikasi untuk mendukungnya pula.

“Jadi kalau ide, kemudian teknis itu kita jelas juga tidak ikut. Tetapi

pembicaraan-pembicaraan awal kemudian pertemuan kita ikut. Tetapi

kalau sudoh pembicaraan teknis kita ndhak Yang penting khan kita

idenya, apa to idenya ya sudah, khon kita bisa langsung menjabarkan”.

(Wawancara dengan informan A tanggal 13 Juni 2005)

Oleh karena itu, rilis yang dibuat Dinas Informasi dan
Komunikasi Jatim terkait dengan PIA menyuarakan tidak adanya
masalah dalam pembebasan lahan dan bahwa pembangunan PIA
tidak akan ada penundaan. Rencana tentang pembangunan PIA

tersebut secara khusus dituangkan oleh Gubernur Jawa Timur H.

Imam Utomo S dalam buku berjudul Jawa Timur Menyongsong
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2010-Pandangan, Harapan, dan Menjawab Tantangan Kedepan,
(Suparno, 2002 :157).

Menurut peneliti, sesual dengan pandangan Marguerite H
Sullivan (Sullivan, 1998: 16) bahwa public-relations harus selalu
mengatakan sesuatu hal dengan sebenarnya, jujur dan akurat,
serta mengakui tidak tahu apabila memang tidak tahu. Dengan
demikian dukungan kepada dominant coalition seharusnya tidak
serta menutupi fakta adanya kekurangan-kekurangan yang ada
dalam program yang dibuat oleh dominant coalition, baik dalam
perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Terkait dengan PIA, Dinas Informasi dan Komunikasi juga
harus secara jujur mengatakan bahwa masih ada permasalahan
dalam pelaksanaan pembebasan lahan PIA. Apalagi, menurut
informan A, Dinas Informasi dan Komunikasi selalu
diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat
oleh dominant coalition. Sayangnya, sesual dengan yang
disampaikan informan A, Dinas Informasi dan Komunikasi tidak
memanfaatkan peluang tersebut guna memberi masukan kepada
dominant coalition kecuall hanya urusan yang berkaitan dengan
lembaga Dinas Informasi dan Komunikasi saja.

Mengenai ketidakterlibatan Dinas Informasi dan Komunikasi
dalam pembicaraan teknis, menurut peneliti berdasarkan

pandangan informan A, karena hal tersebut dinilai sebagai
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“privacy” lembaga lain sehingga tidak perlu diketahui oleh public

relations.

*Pembicaraan teknis itu tidak kita ikuti karena tatarannya pribadi dan
kecil. Tbarat membangun rumah, pembicaraan teknis tersebut ya.. tahap
konstruksi. Kita ya tidak perlu ngikuti”. (Wawancara dengan informan A
tanggal 16 Agustus 2005)

Menurut peneliti, seharusnya pembicaraan teknis public
relations perlu diikutsertakan dan mengikutsertakan diri dalam
pembicaraan-pembicaraan teknis karena pembicaraan tersebut
dapat dijadikan informasi bagi publik Pemprop Jawa Timur. Selain

itu, secara struktural telah terdapat jabatan seksi yang menangani

urusan ini, yakni Seksi Layanan Informasi.
5.5.2 Hubungan Public Relations dengan Dominant Coalition

Keikutsertaan public relations dalam pengambilan keputusan
memiliki a.rti‘ strategis bagi suatu lembaga karena dapat menjadi
bekal dalam mengelola issue yang dihaciapi. Hal tersebut
disebabkan public relations telah memiliki pengetahuan tentang
berbagai informasi seputar issue tersebut termasuk diantaranya
latar belakang . pengambilan keputusan tersebut. Dengan
demikian, ketika mendapati issue, public relations tidak akan
kesulitan dalam mengelola dan memberikan klarifikasi terhadap

issue tersebut kepada publik.
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Pengikutsertaan public relations dalam pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh dominant coalition berkaitan erat
dengan hubungan antara public relations dan dominant coalition
serta tupoksi dan struktur organisasi. Bagi public relations yang
memiliki hubungan dekat dengan dominant coalition, dalam
pengertian kedekatan fungsional, maka akan lebih besar
kemungkinan untuk diikutsertakan dalam  pengambilan
keputusan.

Untuk struktur organisasi dan tupoksi public relations,
semakin tinggl public relations dalam struktur organisasi makin
tinggi pula kemungkinannya untuk diikutsertakan dalam
pengambilan keputusan, demikian pula dengan tupoksi lembaga.

Menurut informan A, hubungan dirinya sebagai public
relations Pemprop Jatim dengan dominant coalition, dalam tataran
fungsional cukup dekat, dengan pengertian pada hampir setiap

kesempatan Dinas Informasi dan Komunikasi diikutsertakan.

" Eee kita ini setiap kegiatan dilibatkan, yang opo, yang penting pasti
dilibatkan, kalay nggak khan saya udah komitmen dengan Pak Gubernur

jokau nggak diundang saya anggap penting saya datang, iydsa..”
(wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

Pernyataan ini juga diakui oleh informan E, yang dalam
kesehariannya menangani kegiatan sehari-hari dominant coalition.
“Kalau hubungan pribadi saya tidak tahu.Kalau kedinasan,

mereka ya selalu mengikuti acara Bapak-Bapak itu. Kalau Kadis-
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nya tidak hadir, ya dihadiri stafnya”. (Wawancara dengan informan
E tanggal 15 Juni 2005)

Kedekatan tersebut juga terlihat dari apa yang disampaikan
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi kepada Gubernur Jawa
Timur tentang tupoksi yang harus dijalaninya berkaitan dengan
penunjukan kaDinas Informasi dan Komunikasi sebagail public
relations. KaDinas Informasi dan Komunikasi meminta agar
diikutserta- kan dalam setiap kegiatan, yang langsung disanggupi

aleh Gubernur Jawa Timur.

“Kelau saya diminta untuk jodi juru bicara Pok Gub, sebagai PR-nya

pemerintch, saya hanya minta satu, setiap kegiatan Bapok yang saya

ahggap penting, walaupun saya nggak diundang, saya boleh datang®

(wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

Oleh karena itu, terkait dengan issue pemberitaan PIA, mulal
perencanaan sampai dengan pembahasan issue pemberitaan

KaDinas Informasi dan Komunikasi selalu diitkutsertakan, bahkan

dikatakan dirinya sampal hapal tentang PIA.

"Setiap kali kegiatan pasti dilibatkan. Kalau nggak khan saye sudah ada
komitmen dengan P, Gubernur, kalau nggak diundang tetapi saye anggap
penting, saya datang, Sebetulnya diberi ruang strategis, fermasuk dalam
kasus PIA, hanya selama ini, kalau bukan institusi saya, kita hanya
mendengarkan” (wawancara dengan informan A tanggal 15 Juni 2005.)

Hapalnya KaDinas Informasi dan Komunikasi terhadap PIA

ini, menurut peneliti, menjadikan KaDinas Informasi dan
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Komurnikasi yakin bahwa kasus PIA ini tidak apa-apanya
melainkan hanya bersifat politis, yakni anggota dewan membantu

kenstituensnya, scbagaimana disampaikan informan A.

"Eee ada pemberitaan ity ada politis dibaliknya. Kalau saya melihatnya
itu.....jadi bukan itu tidak sehebat yang diberitakan media Ambil contoh,
wajar saja parpol mempejuangkan nasibnya’ (wawancara dengan
informan A tanggal 15 Juni 2005.)

5.6 Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai Public Relations

Teknisi

Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim dalam penjelasannya
menyampaikan bahwa dominant coalition adalah pihak yang paling
berperan besar dalam pengambilan keputusan di jajaran Pemprop
Jatim atau disebutnya sebagai decision maker, dengan demikian
keputusan hampir sepenuhnya ada ditangan mereka, sementara
yang lain hanya mendukung sesuai tupoksi instansi, termasuk
dalam pembuatan keputusan pembangunan PIA dan sekaligus
manajemen issue pemberitaannya. Selanjutnya, dalam produk-
produk dan jasa komunikasi, public relations Pemprop Jatim juga
diberikan arahan pihak lain, sebagaimana disampaikan informan
A bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi meminta ekspert untuk

membantu melaksanakan tugasnya.
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"Ekspert kita adalah P Basis dari UNAIR dan P. Zainal Arifin mantan

redaktur Surabaya Post. Mereka membanty menginventarisir

permasalahan-permasalahan  dalam  satu  minggu ke belakang dan

sekaligus mencari solusinya”. (Wawancara dengan infoerman C tanggal 13

Juli 2005)

Selain  1tu, walaupun diikutsertakan dalam pertemuan
pengambilan keputusan, Dinas Informasi dan  Komunikasi
biasanya tidak memberikan masukan karena dominant coalition

dianggap lebih mengetahui, termasuk dalam issue pemberitaan

PIA.

“Sebetulnya diberi ruang secara terbuka fetapi ce.. selama ini yang

yong kita lokukan, seloma ini bukan institusi saya, ya kita hanya

mendengarkan, Sebab mereka lebih chli, jadi misalkan Suramadu khan

secara teknis mereka khan ngerti. Aaa..pa itu, tapi sebetulnya ruang itu
dibuka untuk kita tapi minimal kita itu bisa tanya. {Wawancara dengan

informan A tanggal 13 Juni 2005)

Berdasarkan pemaknaan public relations Pemprop Jatim
terhadap dominant coalition dan sekaligus hubungannya dengan
dominant coalition, maka dapat dikatakan bahwa dalam
menjalankan tugas sehari-harinya, public relations Pemprop Jatim
menjalankan tugas sebagai teknisi atau technician public relations,
vang menurut Davied Dozier menghasilkan produk-produk dan
Jasa komunikasi, biasanya diberikan arahan oleh pihak lain, dan

tidak berhubungan dengan proses pengambilan keputusan

(Dozier, 1955: 11).
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam pengelolaan issue pemberitaan pembangunan Proyek
Proyek Induk Agrobisnis (PIA), Dinas Informasi dan Komunikasi
Prop. Jawa Timur menjalankan perannya sebagai technician public
relations. Dinas Informasi dan Komunikasl Prop. Jatim yang
menjadi public relations Pemerintah Propinsi Jawa Timur
mengelola pemberitaan PIA sebagai issue, bukan krisis.
Dijadikannya PIA sebagal issue karena bobot permasalahannya
sama dengan permasalahan-permasalahan lain yang acapkali
dihadapi Dinas Informasi dan Komunikasi, berbeda dengan krisis
yang pengelolaannya didasarkan dampak besar pada orang
banyak dan berkaitan hidup dan matinya organisasi.

Dengan pengkategorian PIA sebagai issue maka pengelolaan
pemberitaannya dilakukan sebagaimana pengelolaan issue-issue
lainnya, yakni dilakukan klarifikasi melalui rilis untuk kemudian
dipasang dalam website Dinas Informasi dan Komunikasi. Skala
issue PIA oleh | Dinas Informasi dan Komunikasi bahkan
dimasukkan issue ringan sehingga penanganannya pun dengan
pembuatan 1 (satu) buah rilis berita dalam rentang waktu selama

5 bulan, Agustus s/d Desember 2004.
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Lebih lanjut dari peran yang dijalankan oleh Dinas Informasi
dan Komunikasi tersebut diketahui bahwa :
a. Dalam mengelola issue PIA tersebut Dinas Informasi dan
Komunikasi Jatim menggerakkan pesan saja yakni memberitakan
tidak adanya kendala dalam pembebasan lahan walaupun dalam
kenyataan permasalahan tersebut masih menjadi ganjalan serta
mendasarkan sumber informasinya dari jajaran internal Pemprop
Jatim, yang keduanya menjadi cirl dari penggunaan model one-
way communication.
b. Dominant coalition di Pemprop Jatim merupakan pihak yang
paling berperan besar dalam pengambilan keputusan di jajaran
Pemprop Jatim dimana keputusan hampir sepenuhnya ada
ditangan mereka, sementara yang lain hanya mendukung sesuai
tupoksi instansi, termasuk dalam pembuatan keputusan
pembangunan PIA dan sekaligus manajemen issue
pemberitaannya. Selanjutnya, dalam produk-produk dan jasa
komunikasi, public relations Pemprop Jatim juga diberi arahan
pihak lain yakni ekspert yang secara sengaja ditugasi untuk
membantu pelaksanaan tugas Dinas Informasi dan Komunikasi.
Selain itu, walaupun diikutsertakan dalam pertemuan
pengambilan keputusan, Dinas Informasi dan Komunikasi
biasanya tidak memberikan masukan karena dominant coalition
dianggap lebih mengetahui, termasuk dalam issue pemberitaan

PIA.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa
Dinas Informasi dan Komunikasi menggunakan pendekatan
komunikasi satu arah dan menjalankan fungsi sebagai teknisi ini,
maka kepada Pemprop Jatim disarankan hal-hal sebagai berikut:
a. Dibentuk suatu sub dinas/bagian/seksi yang secara khusus

mencari informasi, baik dari internal lembaga maupun
eksternal, termasuk dari masyarakat luas. Usulan ini sangat
mungkin direalisasikan karena Pemprop Jatim telah pernah
membuatnya ketika public relations masih sebagai Biro. Dengan
adanya struktur baru ini diharapkan public relations Pemprop
Jatim semata-mata tidak menggunakan pendekatan
komunikasi satu arah kepada publiknya, melainkan terutama
penggunaan komunikasi dua arah;

b. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Prop. Jatim
disarankan agar mengarahkan para stafnya mencan informasi-
infomasi langsung dari publik yang berkaitan dengan issue
pemberitaan, bukan hanya dari internal lembaga atau sesama
jajaran pemerintahan, walaupun belum ada struktur jabatan
yang secara khusus menangani pencarian informasi langsung
dari publik Pemprop Jatim sehingga terdapat keseimbangan

pemberitaan yang akhimya memunculkan suatu solusi.
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Berita ke 1

Belum Dibayarkan
kepada Pemilik
Lahan PIA

SURABAYA - Sunu lugi indi-
kasi ketidakberesan proyek Pasar
Induk Agrobis (PLA} di Jemundo,
Taman, Sidoajo, terungkap. Ter-
nyata, dang APBD untuk pembe-
basan lahan vang dikucurkan
Pemprov belum semua cair ke
pemilik lakan, Dana ilu masih
nyaniol di tangan pihak ketiga.
Akibatnya, realisasi pembangu-
nan PIA dipastikan bakal ter-
katng-kutung lagi.

Nyaniolnya dana
APBD uniuk proyck
PEA itu terungkap
berdasarkan penga-
kuan kuasa-hukum
PT Ciputra Delia,
Seetanto Hadisuseno
SH. Dia memapar-
kan, pihaknya memi-
liki lahan untuk pro-
yek PTA tersebut se-
luas 142,442 meter
persegi (14 hekiare)
dasi 1otal lakon PIA
seluas 30 hekeare. Dari lahan se-
luas ini, harga pembelian pada

persegi. Sehingga, dana uniik
pembelian lahan milik PT Ciputea
Delua it schesar Rp 5.4 miliar.

" Tapi sejauh ini kumi barw me-
nerima pembayaran 50 persen-
nya atau sckitar Rp 2,5 milizran.
Bahkan, semula hanya diberikan
uang muka Rp 100 juis. Padahal,
kami mendengar bahwa dana
dari APBD ilu sudah cair sejak
Tama,” kata Soctanto kepada Ja-
wi Pos, kemarin,

Dikatakan, kliennya tidak lang-
sung menjual lahan seluas (4
hektare tersebut ke pemprov me-
lalui Tim Sembiian yang diketnat
Bupati Sidearjo Wien Hendrarso.
Namun, melalui scscorang ber-
nama Jakoebus Musa dari PT Ra-
gamkiarya, "Uang iw hak kami.
Kalau tidak dibayarkan, jelas

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)
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2002 senilai Rp 38 ribu per meter

Ke Mana
Larinya
Rp 2,5 M?

aanti proses secifikasinga tidok

- bisa difakuekan,” wjamya.

Soetamo mesambahkan, semu-
Jla melalui surat nemor: 124
STSH/UAVII2004, pihaknya to-
Lah mengirimkan surat ke Ketua
DPRD Jatim. Maksud surat ilu
agar dewan memberikan eguran
kepada pemprov, karenas persos-
lan pembebasan lahan belum sc-
lesai, tetapi sudah dilakukan pe-
ngurukan. " Memang tidak lama
sural ke dewan itu dicabw, ra-
mun substansi persoatannya kan
belum selesal.” jelasnya.
Menanggapi iu, Ketua Fraksi
Kebangkitan Bangsa (FKB) DP-
wren  RD Jatim Futhorras-
Jid menyatakan bah-
wi dari semwla pi-
haknya suduh men-
cium aroma ketiduk-
beresan dengan ang-
garanuntuk PLA. Dia
mengiakan, lidak ha-
fya proscs pemba-
yaran lahan milik PT
Ciputra Dela saja
yang nyantol, 1ctapi
ada scjundab warps

Falhorrasjid pemilik lahan yang

Juga scjavh int hunya
dibayar vang muka saja.

" Padahal, luporan cksekati sudah
beres semua, Kalau begitu, apanys
yang beres? Karena ito, kamj
berkali-kali mendesak agar di-

- bentuk Pansus (panitia khusus) saja.

Biar semuanya jelas. Nyantobny: i
mana? Stapa itw Jakoehos Muei din
persoalan lain," ungkapnyi.

Dia menambabkan, pempwov 6i-
dak bisa kepas wngan begiw saja
terkait nyantolnya dana pembeba-
san lahan PEA terschut, Menuns
Fathor, pemprov husus wmemper-
tanggungjawabkan masalah ini.
" Sebab it vang rakyat yang harus
dipertanggungjawabkan. Dalam
pendapal akhir PAK pada 23
Agusius 1nt, kami akan bersikap
legas soul PIA. Tennasuk apakah
menyelujui permintaan tanbahan
dana Rp 12 miliar, walaupun konnisi
B sudah menyetujul,” wegas wakil
kewa DPW PKB Jutint ini. (hud}

Benny Sampir Wanto
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Dana Pembebasan'Lahan
PIA Tanggung Jawab
Bupati Sidoarjo
SURABAYA - Terungkapnya
indikasi ketidakberesan dana

pembebasan Jahan proyek Pasar
Induk Agrobis (PIA), membuat

Sekdaprov Soekarwo melempat-
kan masalah ini kepada Bupaii
Sidoarjo Wien Hendrarso, seba-
gai ketua tim pembebasan lahan.

“'Irurusan Pak Wien. Tapi, katanya
sudah diselesaikan kok. Bagaimana
bentuk penyelesaiannya, silakan cek
langsung ke Pak Wien,” kata
Sockarwo, ditemui wartawan usai
rapat paripuma membahas PAK
APBD2004 di gedung DPRD Jatim.

Menurutnya, untuk pembebasan
lahan seluas 38 hektare itu pem-
prov telah memberikan kewenang-
an kepada Tim Sembilan yang
diketuai Wien Hendrarso. Namun
demikian, lanjut Soekarwo, bukan
berarti pemprov gegabah dalam
mencaitkan dana, Pemprov baru
bersedia mencairkan anggaran
untuk pembebasan lahan setelah

|
|
|
|
|
|
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ada bukti-bukti yang dilunjukkan

esis

pemprov kebakaran jenggot. -

'I'tm Sembilun. Karena itu, jika
akhimya tinbul masalah, maka
akan pemprovy minta langgung

_-jawab Tim Sembilan.
Dia menambahkan, sejaulh ini’

pemprov terus melakukan komu-
nikasi dan koordinasi dengan
Tim Sembilan. Sccara berkala,
menurut Soekarwo, Bupati Wien
selalu membuat laporan-laporan
tertulis. Tapi, kalau memang
masih ada perscalan yang perlu
diselasaikan, maka pihaknya akan
mengundang Wicn
dang untuk menjelaskan duduk
persoalan yang sebenamya,” tam-
ban mantan kepala Dispenda ini.
“Seperti diberitakan kemarin,
dana APBD untuk pembebasan
lahan PIA yang dikucurkan Pem-
prov schesar Rp 32 miliar belum
semua cair ke pemilik lahan.
"Lahan milik PT Ciputra Delia,

* pusalnya. Menurut Soetanto Ha-

disuseno SH, kuasa hukum PT Ci-
putra Delta, dan total hasil pen-
Jnalan kepemilikan Jahan seluas 14

hektare senilai sckitar Rp 54 mi- -

tiar, baru diberikan 50 persen.

« Tidak hanyaiu. Bcberapa warga
pemilik lahan di proyek PIA juga
sempat melapor ke DPRD Jatim
karena baru diben vang muka, Pa-

CUKami un-

emprov Lempar

dahal, alokast anggaran untuk
pembebasan lahun itu menarut '
pengkuan pémprov sudah dicair-
kan ke Tim Sembilan scjak lamal " |
Bahkan, gubernur jusa sudah -
mempertanggungjawabkan dana -
i di depan rapat paripuma dewan,
Sejauh ini belurn ada kejelasan ke |
mana larinya dana terscbut,

Dia menepis anggapan adanya
dana yang masih nyantol. Kata
dia, berdasarkan informas: vang
masuk kepadanya, kekurangan i -
akibat permintaan kenaikan hae-
ga oleh pemilik lahan. o

Sementara itu, Anggota Komisi
B (Perekonomian) DPRD Jatim
Haruna Sumitro menegaskan bah-
wa tokoh kunci di balik lerkatung-
katngnya pembebasan lahan PLA
sebetulnya adalah Camat Taman
Teddy Ruspandi dan jakoebus
Musa dari PT Ragamkarya. Sebib,
kedua orang itu diindikasikan
terlibat langsungdan yang meminta
kali pertama pemindahan lokasi
PLA dani Tanjungsi ke Jemundo.

“Tapl, kami lidak mengetahui
siapakah lakoebus itu. Apakah
manusia ataukah binatang. Sebab,
sejauh int befum tersentuh. Karena
1tu, keduanya hares duninea tang-
gung jawabnya.” {hud)

Benny Sampir Wanto
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Bupati Sidoar]
Jacobus Musa

e

Soal Rp 32 M Dana ‘g{,' ‘?-'1:'Husem meminta agar Tim Sembilan dan.

Pemprov mau terbuka terkait aliran dana
Pembebasan Lahan PI A 4 pembebasan ke mana saja, Tidak kemudi-
»an lerkesan saling lempar tanggung jawab
SURABAYA - Kasus proyek Pasar} " bouity, *Anch kaluu Tim Scmbilan tidak
fuduk Agrobis (PIA) tampaknya makin " tahu. Dalam setiap laporannya cksekutif
njlinter. Pihak yang terkait proyek di | sefajy bilang beres dan hanya melpporkan
Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjoitu | secara global, tetapi faktanya ternyata
belakangan terkesan saling lempar tang- | mosihada persoalan-persoalan,” tegasnya.
gung jawab. ¢ Dia menambahkan, persoalan provek -
Soul aliran duna untuk Pembcbam 12-  P|A tidak akan tuntas jika tidak dibarengi ' &
han senilai Rp 32 miliar, misalnya. Pem- denpgan langkah-langkab (aktis. Di ;
prov Jutim menyatakan bahwa Bupati St- ““apigranya, ada audit anggaran oleh tim
doarjo Win Hendrarso sebagai ketua Tim independen. ** Saya tidak yakin persoalim
Sembilan yang bertanggung jawab. Seke- . ini (idak akan mencuat lagi pada saat
rung giliran Win mclemp_a.r ke scseorang " masa kerja dewan baru nantinya. Pem-
bernama Jacobus Musa. " bangunan PIA. i penting, tetapi hau,

Menurut Win, dirinya s sclama :m lldak i busuk di balik proyek itu juga-harus di-

terkait’ langsung dengan. pembaya AN tuntaskan lebih dulu ketimbang berlarut
pembebasagn fahan untuk proyek PIA.:: [,y - tambahnya.(roz/hud) ~ """
Scbetulnya, Kaia dia, somua’lahan di Je- © I S
mundo itu sudah dibebaskan dengan har- -
£a sekitar Rp 60 ribu per m2 (ineter per-
+ segi}. Tapi, belakangan ada komplain dari
pengembang Citra Land sebagai salah sa-
~ tu pihak yang memiliki.lahan di proyek.
Menurut Win, di antara 32 hektaré tanah
yang diktaim Yakobus, adaseluas 11 hektare
milik Citra Land. Tanah ini baru dibayar se-
paro oleh Jacobus Miuesa. ¢ Jadi persoalan -
_yang lerjadi adalak antara Citra Land dan -
Jacobus. Tim Sembilan telah meminta
menyelesaikan masalah di antara mercka.
Sauti ni,dua pengembang lersebut sudzh dalam
mé,osuas:unmk:mnyebaadcanpmoalanlahan
yang beltim dibayar,” ungkapnya.
o Lebih jauh Win menjelaskan, bahwa
-poqlsmya sebagai ketua Tim Sembilan
pembebasan lahap PLA tidak lain karepdex
afficio sebagai Bupati Sidoarjo. Ketua, kata -
dia, merupakan koordinator tim dalam
bekerja membebaskan lahan bersama pihak
Pemprov Jatim. Koordinator tidak terkait
.Immaung dengan anggaran pembebasar.
“Jadi saya sendiri tidak pemah tahu atau '
pegang duitnya,” tegas Win.
Seperti diberitakan, Sekdaprov Soe-
karwo mengatakan bahwa urusan pem-
bebasan lahan proyek PIA didelegasikan -
kepada Tim Sembilan. Pemprov Jatim ha-
nya sckadar mencairkan dana pembeba-
sun sclelah ada bukti-bukti kahan yang
hendak dibebaskan. Kalau kemudian ter-
ungkap bahwa belum semua dana APBD
telah sampai atay dibayarkan ke sejumlah
pemilik lahan, maka hal it bukan tang-
E@r@]mbb@aupms@@eﬁhmﬁemhﬂaﬁmur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)
yang harus menyelesaikan.
Mcnanggapl bal iiu, Anggola ‘Komisi A _ .
TPei%erintahan) DPRD Tatin Wahgudin Benny Sampir Wanto
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‘W Di Balik Terkatung-katungnya Pasar Induk Agrobis

Bau Tak Sedap, Siapa Yang

Terlibat?

Pasar Induk Agrobisnis {Pi1A)} di
Jemundo, Kecamatan Taman,
Sidoarjo sebetuinya banyak
diharapkan keberadaannya.
Selain bisa dimanfaatkan para
pedagang, PIA juga dajat
memperiuas kesempatan kerja,
dan sebagainya. Tapi, mengapa
proses pembangunannya
menghadapi banyak persoatan?

DMNGAGAS sejuk anggota dewan hasil

hingga akan lengser 31 Agustus nanii,
ternyata mimpi-mimgi indah keberadaan
P1A iw belum juga menjadi kenyataan.
Justry, "bay busuk™ penyimpangan di
balik-proyek vang dibangun di Desa
Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo
1y makin menvengat.

Sebetwulnya konsep PIA sudah dirancang
matang oleh lintas instansi di lingkup
pemprov. PIA kali penama digagas dan
direncanakan lokasinya di lahan salah satu
asct perusahaan dacrah, T Panca Wira
Usaha (PWU). Yakni,.di Jalan Ngagel,
dengan lahan seluas 6.000 m2. Tidak lama
setclah keluar gagasan tersebut, pemprov
bersama anggota Komisi B (Pereko-

ding ke Thailand untuk melihat langsung
Pasar Lk i Tadagay, Tliailang.

Husil “ngelencer™ ke Thailand ilu pun
didapat. Yakni, lokasi PIA yang bakal di-
bungun tidak berada di lokasi keramaian,
tupi diurahkan ke tempat yang Iebih Juas,
mintmal 50 hektare untek kebutuhan
peigembangannya kelak. Maka, rencana

gantinya, pemprov mencari lahan lain,
Salab sawnya di Tanjungsari, Tandes,
"Di Tanjungsan sebenarnya sudah ada
luhan sefuas 12 hektare, Mau menambah
lagi, harga lahao di sita tiba-tiba me-
lambung tinggi hingga mencapas Rp 200
nbu meter perseginye Pemproy berpikir
L untuk menainbaly b di sing”
certla Huruna Sumitro, anggots Kotnisi

B DPRD Jaiim, yang mengaku tahu ;

porsis awak inula proyek PLA 1.
Ditengah upaya menambah loas Lhan di
Tanyongsat, lanjur Haruna, nwneul ciwvarn

dari Teddy Ruspandy, Camat Taman, dan - -
Jacobus Musa dari PT Ragamkarya.,

“Ketunbang susahi-susah membehaskan
lahan di Tanjyngsard, Camat Taman bilang
sehiiknya pmddh ke Jemundo (Taman)

Petin Bilbile Rématishe didhemsro ks Timur (Rlushisasuspadalss

milik Jucobus di sit yung ditawarkan untuk
proyek PIA, Pemprov pun tak perlu
Tedggnbehaskannya,” sambungnya.

Pernilu 1999 masuk ke gedung Indrapura

nomian) DPRD Jatim mengajak studi ban- ~

PLA berdin di Ngagei pun batal. Scbagai

spekulun yang sengaja diciptakan,”

Tawardn pindal dart Tanjungsari ke Je- |
saundo itupn digmini bepitu. saja oleh
pemprov matipun’dewan. Bisa jadi pem-
“prov terlalu pereaya dirt atau memang su-
dah geda skenario lain di balik pemindahan

lcrsr:but" ‘Semestinya lahan ilu diswrvey
lebih dulu. Apu benar tuhan scluas S0

¢ hektare itu seluruhnya milik Jacobus,
Jungan-jangan dia itu tuan lanah? Atau

lambah anggota Fraksi Gabungan ini.
Kekhawatiran Haruna dan juga beberapa

- pihak lain yang ikut memikirkan proyck .

PlA akhirnya benar-benar terjadi. Karena
lahan di femunda iemyata bermasalah.
Mukai durt pembengkakan harga lahaa dan

ahsea fidin sk i justin jnah fehib

. indikasi mark-up dane penguiukan, hingga

mahal ketimbang fahan i Tanjungsari,

: misteriusnya ulitan dana APBD umuk

pembebasan luhan di Jemundo. Masalah- -
nya belum semua dana pembebasan lahan
dilerima oleh yang berhak. Lahan milik

. PT Ciputra Della seluas 142,442 m2 (14
. hekiare), misalnya. Ternyala, baru Separo
. dana yang dibertkan Jacobus sebagai pemn-

beli lahan dengan harga Rp 38 ribu per

: m2. Sisa danunya tidak jelus. Sejumiah -

warga yang memiliki lahan yang dipakai
proyek PIA juga mengaku belum men-
dapatkan ganti rugi schingga mereka

sempat mengadukan ke DPRD Jatim. Dari,

: masih banyak persoalan lagi yang
' memusingkan para penggagas PIA.

Kenyataan itu jelas sangat mencurigakan.

. Belapa tidak, dana pembebasannya sudah

dicairkan sejak APBD 2002 hingga APBD
2004 dengam total Rp 32 miliar, Tent saja,

©pengeluaran uang rukyal sebanyak i
* sudah dipertangg cungjawabkan gubernur di
* depan sidang paripurna sebagai anggaran

pembebasan tanah proyek PLA. Memang,

- dalam pertanggungjawaban itu, gubernur -

mengkiaim tdak ada masalah soal peni-
bebasan lahan PIA. Namon, kenyataannya,
masalah masih menggurung di proyck
ratusan miliar itw.

Sckdaprov Sockarwo saat ditemui men-
jelaskan, soal pembebasan 1zhan P1A,

© pemprov lelsh mendelegasikan ke Tim

Sembilan yang diketuai Bupati Sidoarjo

Wien Hendrarso. Meski demikian, pem-

prov tidak akan gegabah dalom seting

langkalt menyungkut reatisusi proyek itu.

Uang pembebasan tahan, misalnya, baru

bisa dicairkan sctelah pemprov menerima
bukti-bukti transaksi di tangan. Schelum
ada bukti, dana tak hisa cur.

Yung anch, hingga kint Wien nengaku san
sekali tidak tahu-menahir soal u: g jahan
sebesar Rp 32 milir yang telah mengucur
dan pemprov ke provek iw. Menunst versi
Wien, uang itu ngmngkc]awbu\ Pudahal,

remprov tabonya ke Tim Sc

Saat wartawan km.m ini mendatang|
kantornya di Jalan Prapen, 12k ada yang
menemul. Kantor it tampak sepi,

Musalal Pengurukan Lulun

Tidak laeya soul pemibebasan lahan yang
Bermusalah, Aroma tak sedap juga mulai
tercivm datnm masalah pengurokan Yahan
PlA. Adalah hidung para anggota Komisi
B yang kali peniama mencium bau penguk
tu. Juli lalu, anggota dewan bidang per-

_ekonomian ini melakukan inspeksi men-

duduk di lokast lhan PLA, Mercka jadi he-

. ran kelika mendapat penjelasan bahwa bia-

ya pengurukan dan pematangan lahan se-
luas 21 heklare saja mencapai Rp 15 mi-
liar, atau lebih dari Rp 30 miliar bila kese-
luruhan luhan nantinya diurug dan dima-
tangkan dengan harga yang sama. Berarti
pula harga laban dan harga pengurukan
(s prersilangine ety s

Sempat terungkap juga bahwya konsu!-

1 lan proyek pengurukan dan pematangan

PiA udalah Nyoman Garmita, yang dise-
but-scbut kensultan "langganan’ pem-
prov. Dia antara kin pernah menangani
proyek renovasi Kantor gubernuran yung

seniput di:.urigdi Mmengandung mark-up.

Tingg mya aoggaran pembebasan jalan
masuk juga scmpat mengundang kecu-
rigaan dan membuoat geleng-geleng ke-
pala anggota dewan. Bayangkan, untuk

. pembebasun akses jalan masuk ke lokasi

PIA dengan luas 34 ribu m2, dibutuhkan
dana APBD sebesar Rp 33 miliar, Konon,
harpa rata-rata tanah per m2 di situ
mencapal Rp 900 ribu, Namun, sejavh ini
masih ada lahan seluas 18.261 m2 yang
belum dibebaskai.. Maka pemproy pun

- kembali meminta tambahan anggaran
“s¢besar Rp 12 miliar lagi.

Bunwi ketidakjelasan aliran duna PIA
selaa it memien palemik di dewun, Si-
kap fraksi Mwibelah”, Ada yang memper-
soalkan, ada Juga yang mendukung dengan
catatun, Yang pasti, Komisi B dalam sidang
paripunia menyclujul permindaan (ambahan
duna pembebasan laban akses ke PIA
schesar Rp 12 miliar melalui perubahan
L anggparan keuangan (PAKYAPBD 2004,

U Menurut Komist B, dara itu harus
diberikan. Persoalan masih ada problem di
lapangan diselesaikan secara paralel. Kalau
ada perscalan perdata ya perdata, pidana
ya prddana. Masaiahnya, jika perminiaan it
tidak disctujur, maka jalan masuk ke PIA
Ko jadi kurang, Bukankuly ilu menmnbiah
peesealan buru selungga proyek PILA
tambah semakan tdak jelas jluntrungnya,™
tunday Sabron Djamil Pasanbu, anggota
Eotmst B oo Fraksi Purad Go!kzlu, {tel)

|?{“(Pﬁr'te{aﬂ Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)
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DItengah ramainya pembicaraan terkatungnya proyek PLA, ada kabar
baru yang mungkin akan menambah panjang dafiar persoalan di proyek
ratusan miliac milik pemprov i, PT Ciputra.Delta yang lahannya
sudah "dibeli” untuk proyek PLA, mengancam akan membaiatkan
pelcpasan lahannya selvas 14 hektare'di situ. Lho, mengapa?

" Karena Jacobus tidak segera melunasi pernbayaran sisa pernbelian
‘lahan klien kami,” kata Soetanto Hadlsuscno, kuasa hukum PT
Cipuira Dells, ke¢marin, |

PT Ciputrz memang tidak mcnycbuikan dcadlme pelunasan itu,
Namun, ancaman mereka cukup serius, YPokoknya kalau dalam wak-
L sesegera mungkin Gdak juga ada penyelesaian, sn.ldm ukan men-
cubut jual-beli lahan itu, kami akan me-
luporkan Jacobus ke polisi. Karena dia
telah ingkar janji,” papar Soetanto.

“Tunggu saja nanti,” lanjutnya.

Sehbetulnya PT Ciputra Delta sudah
scmpal membatalkan perjanjian jual-beli
lahan uniuk proyek PLA lersebut. Yakni, pa-
da 21 November 2003 melalui surat nomor -
012 TANAH-CD/X1I/2003. Namun, entah
kenapa tiba-tiba surat itu ditarik kemnbali
pihak perusahaan grup Ciputra tersebut,

Kubamya, kedua belah pthak diminta damai
vieh Rupati Sidoarjo Wien Hendrarso,

Jika benar PT Ciputra Deita menarik
kembali 14 hektare lahannya, maka jelas

kepala para pejabat di pemprov akan tam-
bah pusing. Scbab, lahan P1A jadi tak utuh
scperti yang direncanakan 5Q hektare.
Belum lagl, kemungkinan warga pemilik lahan di lokasi PLA yahg
juga bernial membatalkan perjanjian karena persoalan pembayaran
gt g ladan ying tik beres,

Muski begily, pemsproy telap vptimistis: pembangunan PIA sadah
Disudimulan 2005 nant, setelah proses pengurukian dan pembebasan
ikses jalan selesai 130 persen.

“Masulahnya kun perduts, Private to private, bukan antarpe-
merintah. Yakni, anlara Saudara Jacobus Musg dengan pihak Ciputra
Delta, Ya, pemprov telap berikitkad baik agar persozlan il dapu
sewera selesai ) kata Sekdaprov Jatim Sockarwo, ketika diternui usai
auetnghadivi rapal panpurna DPRD Jatim akhir pekan lalu,
© Sockarwo membaniah anggapan bahwa pemprov telah "tertipu”
olehr spekulan tanah dalam pembelian lahan PIA i, meski harga

Soekarwo

conthaya membumbung linggs, Ditambahkan, secarg Mukuml St
hekene Tt untuk PEA sudal menjadi milik pemipray. Sout inl dokun

tuhap pengurukan dan peinatangan lahan seluas 21 hekiare. Lahan
sisanya akin dimulai September nantl.

Tloahan yang kits beli semua nulik Jacobus, Luhan ity memang
seimule direncanakan untuk pengembangan usahanya, Kalaupun Kini
bt nsalul dengan Ciputra Delta, fankan urusan internai mercha.
Perpioy tidak fnhismenalin,” jelasinya,

Sockarwo sungat yakin persoulan Ciputra-J acobus bisy sepera (erse-
lesaikun dengan baik, sehingga tidak sampai menghambat proses pem-
bungunan PIA, Sementara soal pembebasan lahan jalan masuk ke lokasi

-PLA, imenurut Sockarwo, masih menunggu persetujuan tambahan ang-
‘warun Rp 12 miliar dari DPRD yang masih membahasnya. Dana itu
akan dipergunakan uniuk membebaskan lahan jalan seluas 18,261 m2.
-"lika tidak disetujul, proyek ini bisa mandek. Maka, harus paralel.
Kalaw pos ini selesai, maka 2005 nanti sudah bisa dimulai pem-
“hungunan PLA,” kata mantan kepala Dispenda inj,

. i)mni, iy endang indikasi wrjadinya peayimpangan anggaran pro-
ek PLA, bmkdmu mepgaku perselujuannya unjuk ditindaklanjuti
sevira hukum. Yang past, pihaknya tetap berkeyakinan bahwa sejuch
ini duna PIA lidak ada masalah dan sudah dipertanggungjawabkan
secary benar, "Sikakan saja kalau mau diusug,” tantangnya. (hud)

Lampirant E
Berita ke 4 J

Payung Itu Berngma

PENGAJ UAN rancangan pcr-

aturan daerah (Raperda) Peman-~ -
faatan Lahan untuk Kepentingan
Umuwm yang saat ini dibahas.

DPRD Jatim belakangar dicu-

rigat sebagai payung hukum

untuk menutupi “"borok™ di balik

prayek PIA. Sebab, jika Raperda
itu_digedok, maka pemprov

memiliki kcwcnungan meng-

“wsulkan pencabutan lahan milik
. warga atau plhak tain,

"Kami curiga Rapcrda it
sekadar dijadikan alat pemak-

saan kepada warga pemilik la- -
han, dengan dalih untuk kepen- -

tinpan umum, lermasuk pembe-

‘basan lahan uniuk proyek PIA

yang belum beres itu. Pemprov

sendiri pernah mengatakan bah-

wa dasar pemikiran iahirnya Ra-
perda itu salah satunys kasus
PIA," ungkap Ketua FKB DPRD

" Jaiim Fattorrasjid.

- Dia memaparkan, berdasarkan
investigasi dan masukan behe-

- rapa pihak, ternyata harga tanah

untuk proyek PIA sangat njom-
plang dengan anggaran yang
diminta pemprav. Harga lahan
mitik wargs diJemundo rutu-rata
13y JHARHY pror iy {vers] Bupadi
Siduarjo Wien Hendrarse bisa
mencapai Rp 60 ribu per m2),
sementara alokasi dana APBD
untuk membebaskannya jauh
lebih besar dari harga yang di-
paiok warga. Karena kelidzkje-

-fasan harga itu, sempat ada pe-

milik lahan yang akan mem-
hatalkan penjualan lahannya.
" Nal, bisa jadi karena ity maka

prov bisa mengusulkan pen-
cubutun luhan kepuda presiden ka-
lau pemilik lahan meminta harga
tunah yang dinitai tidak realisds
it terlah Ginggl," jelusnyu,
Untuk ind, lanjut dia, sebelum
meinuskan apakah menyetujui
atau menolak Raperda tersebut
puda 23 Agustus (besek), FKB
telah mendatangkan sejumlah
pakar di bidangnya. Yakni, be-
berapa pakar Ilmu Hukum Per-
tanahan dari Universitas Air-
langga (Unair).. " Kami meminta
sumbangan pemikiran mereka.
D hasilnyy, emyuata Raperdailu
perlu direvisi. Bahkan, bila perlu
ditolak, karena sudah diatur dalam
Keppres 55/1993." jelasnya.

Untuk diketzhui, Raperda Pe- -

manfatan Lahan untuk Kepent-
ingan Umum- sempat memicu

kentroversi. Mulai dari siapa yang

membabhas hingga kekhawatiran
hila Perda it diberlakukan,

disispkin Reperda Laban (e,
sebut. Dengan Raperda ilu pem- -

-nyelesaian masalah.

oo Fa.ttorrasjid |

¢ -

_8oal pihak di dewan yang
- membahas Raperda iny, misalnya,

ternyata bukan Komisi A sebagal
komisi yang membidangi ma-
salah pemerintaban dan perta-
nahan, melainkan Komisi B yang
membidangi perekonomian.

Tak ayal, sempat muncul rumor
telah ada deal-deal khusus antara
Komisi B dan pemprov. *Kami
hanya melaksanakan keputusan
Panmus (panitia musyawarah)
dewan. Karena berdasarkan dis-
posisi Komisi B yang diminta
wembalinsnys, maka jelus ana-
ant Pammpun Hu kol Juksy -
nakan," wjur Subron . Pasarlbu.
anggota Komisi B, b

Asisten | (Tata Praja) Pcmprov
Chuspul Arifien Damuri mem-
bantah buhwa Raperda itu bakaf
dijadikan alat perampasan {ahan
warga. Tetapi, kata dia, Raperda
itu diajukan uniuk:mengatast
polemnik pembebasan tanah yang

Cakan dipakad untuk kepentingan

uoiuin, " Bunyuk proyek-proyek
milik pemerintal dacrah terken-
dalu gara-gara terbentur pemnbe-
basan luhan. Misalnya, PIA, ja-
lan 10l, akses jalun Suramadu,
dan banyak tagi,” jelusnya dalam
Jumpn pers akhie pekun Joly
Dikutakan, pemerintah ducraly
tidak cukup bily dalam  proscs
pembebasan luhan hanya meng-
acu pada Keppres §5/1995, Se-
bab, Keppres itu tidak 'meng-
gunakan pendekatan sosiologis
dan politis. Dalam Keppres ter-
sebut tidak ada perintah untuk
membuat tim penilai dan konsi-
nyasi (pemaksaan, Red),”
" Kurena i, Raperda yang se-
dangkan dalam penggodokan itu
dua unsur tersebut dimasukkan
untuk memudahkan proses pe-
"Dengan
perda itu nantinya ads kepastian
waktu penyelesaian masalah per-
tanahan. Jadi, perda it sebetul-
nya memperjelas Keppres terse-
but,” tandas Chusnul. (hud)
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Rekapitulasi
" Realisasi nnggaran
Pasar Induk
Agrobisnis

ML PR Tl L T e T T

- Nama ProyekiKegiatan
: APBD 2001—2002

Pengembangan Agrlblsnts
Peneiman Peran

.........

‘APBD 2003 -
- . \Pengurukan dan Pematang :

ADIEDAL) "R 300

| Bamuan Penyusunan AM i
u Bantuan Pra Rancanganpesé\nf

- Usulan Tarnbahan Dana .
Pembebasan Akses Jalan

Sumber: Investigasi FKB DPAD Jatim .

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto



NAMA MEDIA
TANGGAL
HALAMAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

JAWA POS

- 31 AGUSTUS 2004
]

Lampiranl
Berita ke 5

L Sunlm ummnm.

: wiilaran ruplah lal
I diangiatiaapa strafeg!
das perencanaan yaoy
jelas gan terstyuitar. Ban

: - - sisl peroncanase,
implementasl, das
sostalisasi preyek ini

" mensmpakkan
kefomahan mendasarayd.
Bukan hal yang aneh hila
kenuudian serkembang

SEBAGAL wahana meningkat- -
kan geliat pemba.ngunan di Jawa
Timur {Jatim}, provinsi ini me-

——— s . cm a

jangka panjang. Kelima proyck
itu adalah jembatan Surabaya-
¢ Madura (Suramadu}, tol Sura-
baya-Majokerio {Sumo), Pasar
* Induk Agrobisnis (PLA}, Jalur
_ Lintas Sclatan (JLS) dan Gera-
: kan 1erpadu Pengeniasan Ke-
miskinan (Gerdu Taskin). Empat
proyek yang disebut pertama ke-
rap mendapat sorotan publik ki-
rcna realisasi pembangunannya
yang tersendat-sendat.
Akhir-akhir ini, dua dari lima -
proyek ity yakni jembatan Sura-
madu dan PIA kembali ménge-
* mitka. Jembatan Suramadu me-
nycdot perhatian masyarakat sant

= grider yang ban saja dipasang di

“ bentang lengah jembatan ilu am-
? bruk. Namun, proyek ini telah
- menampakkan wujudnya dengan
petnbangunan jembatan penghu-
- bung di sisi Madura dan Surabe-

- ya. Lain halnya dengan PIA ya.n;
* berlokasi di Desa Jemundo, Ke-

-

doarjo. Alih-alih menampakkan
wujudnya, proses pembebasan
* lahannya seluas 5O hektar (ha)
- saja Lak Kunjung tuntas dan di-
" dugatclah terjadi penyimpangan
anpparan. Sejumlah media massa
pun ményoroti persoalan ini
dalam dua bulan téralhir. -
Sekedar diketahui, penjajakan
PIA sendiri welah dilakukan sejak
tahun 1997, Hasil kajisn {nstitur -
“Pertanian Bogor (IPB) dan
‘ Badan Agnbtsms Pusat sgat it

tapi- Iroms d

K mlmMWTmﬂﬁﬁiﬁmm

 dugaan teradinga

miliki lima pmyek suategis ber-.

" comatan Taman, Kabupaten Su-l'l'-

mmsul dikalakan layak pada
at retribusi komoditas 1.5 |
dauBICRuloZ.GZ. lRRa"

mmnunﬂdly petsca NPV positif dengan |

mpeagunbuhmmodnlnh
far 10 tahon. -

- Produksi buah-buahan dan
sayur jugd ‘menunjukkan per-
&wlnuqf.ﬁoduhl bu-

-bushan' di Jatim pada tahun
1998 mencapai 2.32%9.764 ton -
dan meningkat schesar 2,841 578 |
ton atas naik 21,96 persen pada |
- tahun 1999. Sedangkan produksi |
gayuran di tahun 1998 mencapai

714.514wudanmemnskuhmg
ga 998.828 wn atau naik 39,79

Sekitar 58 perten produksi dua
- komoditas itu dipasarkan keluar
. propinsi, ysitu ke DKI Jakarta,
" Jawa Bamut, DI Jogjakasta, Jawa
Tengah, Sulawcesi Sclatan, Kali-
! mantan Selatan dan Bali. Untuk
ekspor buah barm tercapai 0,5

persen. Sedangkan unwk untvk R

snymiahammupenm

Berdasar kajian ini dan melihat

pada penimbangan masa depan
sefia potensi komoditas hortikul-
tura dan beras, maka dirumus-
kanlah pendirian PIA. Secars
spesifik, FIA ditujukan vatuk
mennmpung dan memaparkan
komoditi beras, sayur-sayuran
dun buah-buahan yang didatang-
. kan dari begbagai kabupaten
| yang ada di Jatim. Namun,

. hingga kini pembangunan PlA
belum berdangsung karena ler-
belit problem kiasik, pembeba-
san Lahan,

indikas| Penyimpangan
Bambang Sukoco, seorang
warga Desa Jemundo, saat me-
ngadu ke Fraksi Kebangkitan-
Bangsa (FKB) DPRD Provinsi
. Jatim awal Agustus lalu menga-
- ku belum menerima ganti rugi ta-
"nah milik mereka, Nasib serapa
menurut dia juga dialami empat
. warga lainnys. Tidak hanya war-
ga, PT Ciputra Delta melalui-
“ kuasa hukumnya Soetanto Hadi-
suseno yang ikut mengadu ke:
FKB meogungkapkan hal yang
sama. Sekitar 14 hektar tansh mi-.
lik kliennya senilai Rp 5,4 miliar”
it baru dibayar sepato. [a me-
nuturkan, penjualan tnah kiien-
nya tidak melalui Tim Scmbilan,
melainkan pada pihak ketiga
yakm Jakoeboes Musa dari (PT
Ragamkarya Ciptapratama),

Im32ﬁ i Yokp

lahan sebesar Rp 32 mifiar telg
tunin‘sejak tahun 2001, v
tak direspon, Soctanto sempat ™

3 Mnsamumkmembaulkm‘

penjualan tanahnya (Jawa FPos, ./ '
19-23/8). © -7 & aur “f‘fl-v
Gerah dengan gencarnya pem-
beritaan soal perkembangan
Pmyek PIA, Gubernur Jatim -
Iluam Utmno 0o pun fkui _gngl;up:
“bicara. Dalam sidang paripurna -
di DPRD Frovipsi Jatim, Imiam -
mmguskan pembcbmn 50 ba -
» tanah di proyck PIA tclah selesai.
Penegasan ini didasari kete- -

-~ rangan Ketua Tim Scmbdxnw:.n

Hmduso(Bupaqudomu)yang
menyatakan timnya telah mem-
bebaskan 32 ha {ahan‘dan dana’ :
pembebasan dari bendahara pro-
yek langsung discrahkan kepads
Jakoehoes. Schanyak lShala.m—

tuk mencari solusmyl {Jaw
“Pas, 19-23/8).
Belum tuntas 3
ocul persoalan lainnya yakni,
kurangnys anggaran ;pembe-
basan Ishan untuk ‘skses jalan
masuk, Uniuk luhan akses masuk
-seluas 34 ribu m2 dibuiuhka da-’
na scbesar Rp 33 miliar atatise--
kitar Rp 900 ribu perm2. Sejauh 4
ini, masih 18.261 m2 lahan ,
belum dibebaskan:. Akibatnya,’ -
e s ppiar il
angg H
lam Perubalian Anggaran A_
uangan (PAK) APBD 2004

- Ternyata tidek hanya soal péte-g.
'l':ebasan lahanyang bcrmagm

1 penyimpangan anggacan.:
berupa mark up (penggcle‘mﬂ,
bungan) juga: mulm terciumn da- =
lam masaleh pengurtikan lahan s
Anggaran yntuk pengurukan la- .

‘han seluds 21 ba saja mencapai

Rp LS miliar. Bila untuk selaruh-) 1
Iahan PLA seluas 50 ha maka ang-
garannys bisa Jebih dari Rp 308

: nuhanAxpnya.mgsaranpanbe-}

basan dan pengurukan lahan'sa—*
ma(JmPo:.%fBL = :
SRCRLTH I NS

R
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MEHANA: Salah satu iahan Proyek Induk Agrobishis yang sudah diuruk.

" Fé-rlunya Supervisi Ketat

Rentetan persoalan di seputar
pembangunan PIA ini tentu sa-
ngat mempribaiinkan bila meli-
hat perkembangan proyek yang
tidak mengalami kemajuan sig-
niflkan sementara dana yang di-
kucurkan APBD i1ahun 2001
sampai tahun 2004 telah men-
capai Rp 90,3 miliar. Sungguh
disayangkan proyek straicgis
bernilai miliaran rupiah ini di-
angkat tanpa strategi dan peren-

canaan yang jelas serta’

terstruktur. Dari sisi perenca-
naan, implementasi, dan sosia-
lisasi proyek ini menampakkan
kelemahan mendasamya. Bukan
‘hal yang aneh bila kemudian

berkembang dugaan letjadinya

Sebab dana yang digunakan
adalah milik rakyal dan sudah
i seharusnya dipenanggungjawab-
| kan penggunaannys secari trans-
' ‘paran. Langkah-tangkah penye-
" larnatan di atas perlu segera di-
¢ ambil agar proyek strategis inj ti-
- dak menjadi ironi dan berakhir
tragis karena tclah wmenclan dana
~ begitu besar namun 12k kunjung
menunjukkan perkembangan
progresif.

- *Penulis adalah peneliti pada

. Pusat Studi Kebijakan Pubiik
| (Cemer for Public Policy
i Studies/CPPS) Surabaya.

penyimpangan anggaran dalam - -

proyek ini. Sekarang tidak ada
pilihan bagi Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) Jatim kecuali
bergerak cepat menyelesairkan
proyek ini dengan memanfaat-
kan waktu yang tersisa.
Pemprov harus menarik pelaja-
van dari polemik di seputar pem-

behasan fahan dempan melaku-,

kan scjumibuh langknh-fangkals
peeventil lerhadap kemungkinan
penyalabgunaan anggaran di ta-
hapan kegiulan pembangunan
PlA berikutnya, Misalnya,
wmelakukan supervisi ketat pada
Kinerja tion seanbilan selaku pe-
laksana proyek dulao tap tala-
pan kegialan proyek PIA, Di
sumping itu, pemprov wajib me-
nyampaikan kepada publik peng-
2unaan dana oleh Tim Sembilan
di tiap zhap pcmbangunan PI1A.
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. dak pemprov mengumumkan
. bakal memulai proyek yang”
“nilai jnvestasinya mencapai °

Lampiranl
Berita ke 6

L Y Ee
SURABAYA dawkabar mcngejutﬂ

. kan terkait proyek Pasar Induk Agrobis-
nis (PIA) milik Pemprov Jatiri di Jemun-*
do, Kecamatan Taman, Sido- " i
arjo. Kemarin, secara menda-

L S

ratusan miliar jtu pada De-
sember mendatang..
Kabar it dinilai mcngejulkan <
karena selama ini proyck lerse-
but masih terganjal banyak
masatlah, salah satunya soal -
pembebasan lahan. Bahkan, se- - :
jumlah anggota DPRD Jatim - Lt
sempat mengancam akan meng- . 'mam Utomo
gunakan hak interpelasinya lerhzldap g'ubcr-
nur bila proyek int dibiarkan terkatung- kating,
' Desember nanti pembangunan proyek-
itu akan dimulai dengan ditandai dengan
_peletakan batu pertama. Kita mulai karena
persiapannya sudah tidak masalah, Ter-
masuk pembebasan lahannya,”™ kata Gu- -
bernur Jatim Imam Utemo kcpada wana- :

wan di Grahadi, kemarin, . |
Sebelum mengumumkan Imam sempal
mengadakan rapat koord] pdi

kantor gubernur J Pahla’\}ml ﬂcngan se-

jumlah kepala dinas tuk mem-
“sahias masalah PIA. T .

diantaranyadengan Kopd(kd- -
perasi pasar), organisasi yang
menampung pedagang yang
akin Thenempati PIA nant.

~ Rapa! maupun keputusan

yang terkait dengan PIA me-

mang terkesan mendadak.

Karena itulah, muncul duga-

. anzgebrakan pemprov ini ter-

- kait dengan tekanan dewan

yang akan menggunakan hak -
interpelasinya kepada guber-

nusyJuga dengan gebrakan

Pemkot Surabaya yang akan membangun
Pasar Induk di Kebraon, yang d:sebut-sobut
akan meniadi pesaing PIA. .

Imam kemarin menampik semua dugaan
terscbut. Menuruinya, dimulainya PIA ka-
rena memang semua infrastruktumya sudah
siap: "Pemprov tidak tersaingi oleh kebe-
radaan Pasar Induk Kebraon itu. Karenapa: -
samya lain, Yang di Kebraon itu pasar biasa
saja.":

BSis

,.....Lv......_.__...._,.h__ .,_'

"E}.

Imam bahkan tcrang tmmg!m rncncgaskan
bahwa para pedagang yang ng di Ko-"
pas lebih setujo ' dengan lokasi PLA di Jemundo j-'

.daripada Pasar Induk Kebraon, Karena itulah,
Tmam optimistis keberadaan PLA lebih efckiif,

Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Ja- .
timAchmad Sufiyaji menitai perigumuman akan ¢
dimulainya pembangunan PJA tersebut sebagai -
“kabar menggembirakan, Namun, manian ketua

[

_DPRD Kota Pasuruan ini mengharapkan, -

“sebeium proyck dtmulm hendaknya semua
persoatan yang ada harus"diselésdikar®terlebit
dulu, Schingga tidak mepimbulkan masalah di
kemudian hari. "Soa]apefsa;apersoalamya.saya
tidak mau menyebutkan u.“ katanya, * .
Sementara itu, ada kejadian menarik ketika ,

- anggola Fraksi Partai Amanat Nasional

(PAN) DPRD Jatim kemarin hendak mecla-
kukan tnspcksi mendadak (sidak) ke lokasi
PIA di Jemundo. Mercka sudah bersiap-siap
didalum mobil. Namun, entah mengapa, liba-
tiba sidak tcrsebut dibatalkan tanpa penje-
tasan. Tak ayal, wartawan ~yang sudah siap

_menyenm rombongan ikut kecewa.
"Walaupun batal sidak tetapi kami sudah
sepakat untuk: lt;rus inenuntaskan persoalan
yang terkait dengan proyek PIA,” kata Syam-
sul Huda, wakil ketua FPAN DPRD Jatim.
Dia menambahkan, FPAN di Komisi B diminta
untuk sepera memanggil kembaki pthak-pihak ter-
kait PLA. Antara lzin, Biro Perlengkapan, Dinas
Permukiman hingga Tim Sembilan yang bertugas
membebaskan lahan PIA. Bahkan, termasuk pemilik

lahan ;¥ Kami sangat mendukung PLAC Tapi, kami
=nmghanpkm1

mescka memben penjelasan sejauh

;- mang proyek PLA " kata Syamsul. (upfud)

eran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Benny Sampir Wanto



L

l
i

Nama Media

Tanpgal

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

JAWA POS
-30 Oktober 2004

alamean 130

Lampiranl
Berita ke 7

SURABAYA - Rencana lelang
terbuka untuk memulai pemba-
ngunan proyek Pasar Induk
Aprobis (PIA) di Jemundo, Ke-
cumatan Taman, Sidoarjo, yang
seimula dijudwalkan akhir Okto-
ber ini dipastikan tertunda, Se-
bab, Gubernur Imam Utome ti-
dak berani memuiai sebelum tim
Pemprov mempresentasikan se-
putar proyek yang telah lerbeng-
kelui bertahun-tabun it di hada-
pan DPRD Jalim,

" Sudl rupat dengan m lerkait
PLA, Pak Gubernur weminta, se-
belum memuolui proses pemba-
g PLA B lurus adi kese-
pratuvman deagan dewan, Ralam
hal ini wngpota Komisi B (Pere-
Kanontia, Red). Nab, hingga ki-
at periethuan dengan dewan kan
Bebunn,” Kata Kepiba Taas Tnfos
honu Pengaiey Sigwisvaie ke
Fwa Pax, ke,

Seperte pernali diberitakan,
Pemprov melalu Asisten U (E-
kanumi dan Pembangunan) 1r
Sulprhjung Soeyima, usadi rapat
ey piliak- piliak ying teekiin
ez proyvek PLA menyatakan,
lefung werbuka PIA dijadwalkan
abhic Okiober i, Dengan begi-
LU, proscs pemancangun baty per-

elang PIA Tertunda

tamanya bisa diluksanakan De-

sember panti, Nyatanya, lelang
itu belum juga dilakukan.
Memang, semula Komisi B su-
dah menjadwitlkan rencana heqr-
ing {dengar pendupal) dengan
mereka yang terlibut proyek PIA
pada 27 Oktober lulu. Namun,
entah mengapa tiba-tiba perte-
muan yang dilunggu-lunggy ter-
sebut dibatalkan, Tak pelak,

- pembatalan pertemuan itu sem-

patl memuncutkan kecuripaan.
Maklum, soul proyek PIA i
lerus mengemuky. Babkan, de-
sakan pembentukan pansus jugs
ki s g,

Ketlua Komist B PPRD Jatiw
Ahmad Suliyaji saal dikonfic-
masi buru-buru membantuh
bahwa pembatalan pertemuan
soal PIA ita karena pekayvasa.
Katit dia, jierienimn Wipithan
ditenda karcia datan wikiu
bersamuun ada paripurni. Ka-
rena itu; pihaknya menunda
pelaksanaan hearing it pada 3
November mendiang. " Sconi
pilak akan Ko pangpill Ve
tagna piliak pemproy dubo, ke
mudian Fism Seimbilan, hingpa
penilik Gl tegie angpotu
dari FKB ini. (huedfsup)
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) SUR_ABAYA- Uniuk kali per-..
1ama anggota Komisi B (Percko- |

nomtan) DPRD Jatim yang bara .
meninjau lokasi proyek Pasar
Induk Agrobis (PIA) di Jemundo,
Kecamatan Taman, Sidoarjo, ke-
marin. Saat sidak ke proyek yang
sudah menelan biaya APBD se-
besar Rp 89 miliar ite, mereka di-:
sambut tangis scjumlah warga pe-,
mitik lahan yang beluni terbayar.

Ny Supari adalah sate di anlara
warga lersebut. Begitu ditemui
anggota Komisi B tidak jauh dari-
lokasi proyek PIA, wanila ber-
usia 56 Lalum tampuk tidak ingin
membuang kesempatan itu untuk
menumpahkan semua uneg-
uncgnya, Maklum, di lokasi P1IA
itu.dia mengaky memiliki tahan
satu ancer {sckitar 2,200 m2).
Kata dia, jika nilai ganti nugi se-
perti dijanjikan senilai Rp 160 n-
bu per m2 maka dirinya berhak
mendapatkan Rp 350 juta, -

" Belua ada panti rugt, 1etapi la-
i saysn skl daurek, Saya i
santhant (mwehpadu, Red) ke mana

lags, Pak. Telonpg, bantu nasib
kunt,”
menahan telesan air matanya,
Pengakuan senada juga diung-
kapkan Ghozali. Menurut dia,
proses pengurukan lahan PIA
dilakukan, ada permintaan agar
warga yang belum menerima
ganti rugi lahannya dipasang pa-

- 1ok. Beberapa warga pun menu-

ruti instruksi itu, **Telapi tiba-ti-
bt patok-patok yang kami pasa-
ngi itu hilang,” ungkapnya,
Mendengar pengakuan lang-
sung semacam iu, sejumlah ang-
‘gota Komisi B terlihat ikut larut,
Wakil Ketua Komisi B Renville
Antonio, misalnya. Anggota de-
wan dari Fraksi Demokral Keadi-
Jan (FDK) ini langsung berjanji
pihaknya akan emempricritaskan
penuntasan soal anggaran ganti
vang belum diterima warga.
**Kami tidak ingin, proyek PIA ini
dibangun «etapi nantinya warga
beramai-ramai unjuk rasa, " ujamya.
Dalam sidak kemarin, dani sem-
bilan anggola lirm pembebasan ja-
han PLA, hanya Camat Taman Ted-
dy Ruspadi yang terfihat hadir.
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ujarNy Supari tak kuasa " Komisi B periode schelumnya

MENGADU: Ghozall (berkacamata) mengaku belum menerima gantl rugl fats:-

~ Sementara kepala Desa Jcmundo :

_yang diharapkan dwang ke lokasi
karena dipastikan tahu banyak soul
proses pembebasan Jahan, ternyata
mangkir. Tak ayal, ketidakhadiran
kepala desa itu membuat anggotd
dewan jengkel. “"Pokoknya, sc-
mua nanti akan kami mint: perang-
pungjawahan,” tegas Reaville,

Utk diketalyod, persaabu -

. yek PIA ity terbilang berfacat-

larut sejak 2001 silam. Angpola

juga sempat sidak ke Jemundo.
Saal itu mercka langsung ditemui
tim sembilan yang dipimpin Win
Hendrarso. Sejumlah pejabat yang
terkait proyck ini juga dipanggili
saly per saw ke gedung dewan.
Nyatanya, tidak juga menghasi-
kan apa-apa. Apakah asati akan
mengalami hal yang sena? -

Ketua Kannisi 33 DPRD Jaging
Ahmad Suliyaji, kemarin juga
bejanji akan menuntaskan sejuin-
lah persoalan terkait PIA lerschut.
Selgpas sidak ini, pihaknya akan
merekomdasikan agar proses
lelang terbuka PIA dibentikan
sebelum persoalun selesai. Sefatn
iy, Komisi B akan “membumu™
Jacobus Musa, direkiur PT Ragam
Karya. Sebab, berdasar pengakuan
warga, Jacobus adatuh kunci dar
persoatan [ahan. Jika Jucobus tidak
menuntaskan biaya ganu g iw
bukan tidak mungkin dewan akan
.melakukan pcnyandcrzun

T Nama Jacobus sebagaj salah.
w pnhak yang harus berfanggucy
jawab juga diungkapkan. pihak ~
Pemprov. Kepala Dinas Informasi

. dan Komunikasi (Infokom) Pem-

prov Drs Suprawoto MSi me-
ngatakan, jika memang masih ada
persoalan dengan ganti rugi lahan
maki scharusiya warga tidak pro-
s he Pesnprov, 7 Ya silakan ke
s Jcobus, Sehidy, Pemigrov eli
Ladian chai Jicoms dan fidak acdit
ausalah,” paparnya dhud)
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Berita ke 9

Dimintai Penjelasan
Pembebasan Lahan PIA

SURABAYA = Berbwut-Tasuemya masadab peim-
Dhebasas lalan wntuk proyck Pasar Induk Agrobis
(PIA), menuntul pemprov terus menciri upaya
penyelesaian, Untuk kali kesekian, kemarin pem-
prov memanggil Camal Taman Teddy Raspandi,
vang juga merupakan sulab scorang anggoia Tim
Sembilan {pembebasan kahan untuk proyek PLA).

Pemproy merasy perlu memintai klarifikasi
Teddy, karenadiadianggap tahu persis seluk twluk
proses pembebasan laban PLA yaug hinaga kini
masih bermasalah tersebu, Teddy tidak dmang
sendivias, Canal yaug 2 sebelinnya selalu menghin-
dawi warkiwan ini d.ll.ll‘l_L hersamia ket B]‘D
Undan perwakilun desa) beimunda M, Khayan dan
dua anggaiy BPD, yakai Imam Ghozali duan M.
hukrob, Mercka berempag tiba di kanlor pempioy
J1 Pabawan sekitar pekuk 13,00,

14 wana, mereka sudah ditunggu Kabiro Perden gkagpan
Sugeng Rivene dun Kadis Infokom Supriwoio,
Pertemuan wrsehut di ssuarmys membahias masilih
pembchasin kihan PRA, sena rencana Tiny Seabil;n
yang akam dipsnegil DPRD Jation, bawi ini,
wdatang Ke sini ye ook menjelaskanducduk
perm il g yang \L|‘L|l-llI'l\'.ll\'.|\ll|‘ll"lt~ Sugeng,
Halwa sebenaroya pembebasan laban 0 swdoh
tidak ada masalah. Para broker tanahlab yang
sehenarmyimembuat nisalah, kata Teddy kepadi
wartawin, Lo Kali pertiana Teddy anaw bicasa soal
pembehasan lahan P1A kepada wartiwan,
Meskidemikinn diatetap tidak s bicara banyak.,
Keuka didesak, dia menyanakan babwa apa yang
dia Jakukon sudab sesuan dooean gasnya, CSaya
sendini sudab bekerja sesuni tugas saya,” ajuryi.
Tutal lthan unwk PEA adalah SO bekear, Terdiri
dury, wnah ks desa (TKD) 4.0 hekiar, tanah
warga 4 hekiar, dan ianah yang dikuasai Yacobus
plusa (hroker tanah) sekitar 32 hekiar, Di lihan

Tesis

Mereka lingsung menuju kantoe Biro Perfengkapan.

Pemprov Panggil Camat Taman

yang dikuvasai Yucobus ju, di amntaranya ada
tahan milik Citra Land, Dari lahan seluas i,
sebagian masih benmasalah, sehingga meng-
hambal pembangunan PEA. Yang masib
bermasalab antars Liio anab seluas 18.261 meter
persegi untuk akses jalan masuk.

Dadantt kesempatan tersebunt, Teddy juga menyebut

“heberapa nana wiga, pejabit, ser nupln pejabuatl

desa Jemundo sebagat biang masalah keruwetan
PlA. Menariknya, Teddy kemarin juga menuding
angaota DPRD Satiny yang sidak ke PIA beberapa
Bt ks atanz s undeagan brokeranah. "Mecka

" (anggoed dewan) datang karens diudang broker

Lanaly sk st wanrga iz, Kareag broker tanah, it -

NEOIHAENYE n;,_.lhn ogidul,” s.lmbun;__nya
l’ulg.tl\u wcansst ' Tavzn itu jugsdiwsing l‘\q\ll.l
Birg Perlengkapan Sugeng Riyvono, “Ya, saya
sependapat dengan Pak Teddy, Masabah ini karena
akanysy troker nal,™ Kat Sugeng singkal,

Sementiwa i, Jalao raps pasipurna penyam-
prian neGr keoangan RAPBD 2005 i gedung
DPRD Jutim kenwarin, Gubesaue limamy Ulomo
Juga mengakn masih ada aasadah di proyek PIA.
Yakai, masulali pembebasan han, Namua de-
mikian, kst dia, Kegiatan pematangan ihan terus
berjakan, dan pada 2003 dibarapkan sudah dapat
dilakukan negosiasi dengan invesior unwk
melabkukan pembanganan kopstrukxinya.

TRt akan berusdu keras entok segen) nig-
ountaskan pemhebasin Gl ek e sionadengan
Tim Sembiian Kabopate Sidoario dengan tiduk
wienimbulkan keresaban stan gejolak sosiad di
nayaka, papanya.

- Sementur i, han i Komisi 3 OPRD Jaum

dijadwalkan mulai merunut kembali kasus proyek
PlA. Kamisi D dijodwatkan akan mcinanggil se-
Jumdahintans peniprov yang werkail daln masalah
ini, "Seteal itu, tidak menutup kenmungkinan akin
kami widang juga perwakilun warga dan Yacobus
dusi, Jika tidak ditang, wiaka akan kami Japorkan
ke kepedisian untuk ditshan,” kaa Ketwa Komisi B
DPRD Jatim Ahmiad Sufiygi. (supfhuod)
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Tim Sembilan PIA Tak Siap Data

Pertemuan dengan
Dewan Berakhir
' tanpa Hasil

'SURABAYA-Rapatdengarpen-
dapatantara Komisi B (Perckono-
mian) DPRD Jatim dun Pemprov
Fatim, serta Tisn Sembilan (tim
pembebasan lahan) Pemkab Si-
doarjo, terkait proyck Pasar In-
duk Agrobis (PIA) di Jemundo,
sore kemarin, berakhir tanpa ha-
sil. Komiss B sepakat mengakhid
pertemuan, karena anggota Tim
Sembilan dianggap 1idak serius,
karenz datang 1anpa data.

Terlebit, ketua Tun Sembilan
yang juga Bupaii Sidoarje Win
Hendrarso tidak datang. Dia me-
wakilkan kepada Wakil Bupati
Saiful Itlah. “’Pertemuan inis bu-
kan obrolan warung kopi, yang
ngomeng nyalor-ngidul sekena-
nya tanpa konsep dan data. Tapi,
membahas sebuah proyek poastisiug
untuk kesejahteraan,”kan Al Mudii,
anggota Komisi B dari FPDIP,

Karenailu, sambung Ali Mudiji,
pikaknya. merasa amat kecewa
dengan Bupali Sidoarjo schagai
kelua Tim Sembilan yang tidak
menghadiri, undangan dewan.

Tesis

Sebagaiorang yang bertanggunyg
jawab soal pembebasan lahan
PIA, kalonya, scharusnya Win
datang. "Nyatanya tiduk daiang.
Pertemuan ini tidak membicara-
kanuang satu atae dus juls, ielapi
puluhan miliar,"" tambah politisi
yang juga wakil kecwa Badan
Kehormatan DPRD Jatim ini.

. Tiduk hanya Ali Mudji yung
kecewa. Hampir semua anggoela
dan pimpinan Komisi B juga
menguagkapkan hal senada.
“'Fika dileruskan pertemun ini,
saya kira justru hanya buang-
buang energt. Jauh-jauh harisaya
sudah mentinta agar Tim Sem-
bilan menyiapkan duta-datanya.

Ternyata hanya sekadur dalang °
dan asal jawab tanpa data pendy- -

kung."’ sahut Yusuf Husni, ang-
gota Komisi B dari FPG.
Dalam pertemuan kemarin, dari
12 pejabat asal Sidoarje yang
diberi mands Pemprov unluk
metibebaskan lahan proyek PIA,
memanyg lidak semua datang.
Selain wabup, yang datung anlary
lain Kepala Kantor Pertunahan,
Kadis Cipta Karya, Kadis Perta-
nian, Kuntor PBB, Kabhag Pem-
bangunan, Kabag Hukam, Can
Taman, dan Kepala Besa Jeium-
do. Selzin Bupali Win. Sckdakab

Sidoarjo jupa lidzk terlihat.

Mcnanggapi alasan ketidakha-
diran Bupati Sidoarjo, Wabup
Saiful 1llah menjelaskan bahwa
bupati sedang aduacara buka pua-
sy bersama di pendopo dengan
para gury.

Kepala Bappeprov Hadi Prase-
tyamenyatakan, tidak inginkerja
Tim Sembilan berlarui-lacut. Ka-
rena itu, pihaknya sepakal de-
ngan DPRD Jatim untek membe-
sikan deadline hingga | | Novem-
beruntuk menyelesaikan masalah

int. "Puk Guberpur sudah me--

wanti-wanti puda saya. Pemprov
tidak ingin kena getah gara-para
berlarut-larutiya pembebasan
lakan,' tegasnya. (hud}
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Panggilan Terakhir
untuk Win-Jacobus

Hart 1ot Dewan Ingin
Tuntaskan Kasus PIA

SURADAYA - Komisi B (PPer-
chodwsnian] DPRD Luin, hard
mtkenbhuli memanget Bupatd
Sidoaro Win Hendrarsa, seluaku
ket Tun Sembilan yuny beru-
o nehkukan pembehusan fun
antuk proyeh Pasar Induk Agrabis
eI Sehun Win, dowan juga
rcmadiel Jacobus Muss yang
dosehiat-sehut sebazal booker lahaa
ek v bevlohasi i Jemmd,
Fami, Stdvirno .

Menueal Anpootan Komwisi 3
Catulah Wosdugl, penanggitan
st andalalt yoonge terakher, setelah
ok badu, Kedwanya tidak badin
Tiamit berharap besok (har ing,
Rod) whital batas wileransi tera-
wiis Koema o, semuy pejabat
petproy werhait dun anggota Tim
Scmbulan wagth hadir. Tidak
serhecuntn Buparl Win, Bahkua,
b juga mgniaty agar Tim
Sewihilis mongadak sera Javo-
Fues Wl Tk tedeeh, dnep g saga
L cad iy, katadulil iy,

Scingaimang diberickan, per-
temoan Kososi Bodeagan Tim
Sewihihuy seei pojabat peiiproy
terhaet Kasas PLA Rabu fulu ber-
akbirtanpa sl Rapa deipaksa
shiboharkin Lt anggpol Tun
Scrhilian e magirk i peckem-
Bz prowek PIA anpa konsep
don i Bahikan, kureng iy, se-
o ualahanggota Komis B sempat
D mengsbingg saliwa pertenidan

it tuk ubahaoya sepert i
Koot i wetning Kopi, Pudahal, vang
dibahas adulah proyek bernilul
pubuhan milian Sehin i, Bupoli
Win dan Jacobus tidak lidin
Menunu Gus Lut, panggiton -
fillab Masdug, oihakny sdak
ingin kejadian alau vapat pada
pekan lale i weeglang lugd, Ar-
tinya, Tun Sembilun maupun
pejalull peupray harus meini-
prarkanit-datil ek, pur
RSl ang ZarHyiL
“Kaliw vu udak dipeeuhs, miaka
sama suja dentan melecehhan
anggota dowsn D seswan -
tran pervndinzn-asidet, K

i bissmen pridaniken,” gy,

Pihak pemprov sendii nwelaloi
Kepaly Bappeprov T Prase-
Ly, Juga sangat menshioapkan
agar pertenuan yaony dilusilivist
Komisi B hari i, mciupakan 17-
nal round (rande wrakhir), Ko
dia, pemproy tduk ingin ke po-
lah akinsl berlurutnya kasos
pembebasan Lihan untek provek
M Awerschur ™ Kan betluagag ju-

< s el selesais Dengion de-

ki, proses pemdungunan se-
it Barapan Puk Gubheriue Bisa
segeru dimudad,” ungkapny.
Seeur berpisiat, Bupall Win s
belumnyi ewengaku s neng -
drt undangan Komist B wrsehbui.
Diaa kenmbalt menceaskan, ke-
tdakladivmnyy pada uidingan
pertag itu bukan ke sengag
mangkir, tetapi lankeran sudal
ienkat janjt berbukin puisa deagan
paca gui se-Sidoarjo. (hudivos)
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Ngaku Sakit, Jacobus
Musa Mangklr Lagi

Pembahasan
Kasus PIA

tanpa Hasil
SURABAYA- Konisi B (Per-
ekonomiuan) DPRD Jatim kembali
pagal mendatangkan Jacobus
Musa, broker lahan untuk proyek
Pasar Induk Agrobis (PIA) Je-
mundo, Kecamalan Taman, Sido-
arjo, Kepala Biro Hukum Pem-
prov Jatim Indra Wiragana dan
Wabup Sidoarjo Saiful I!jah yang
diberi mandat untuk menjemput
ke Bunjurmasin, Kalsel, gagal
membawa sena Jucobus.
Menunut penjelasan Indra Wir-
gana di depan anggoia Komisi B
dalam hearing {rapat kerja) kemarin,
pihakttya sudah berusaha men-
datangkan Jacobus. Namun, uszha-
nya gagul karena Jacobus tengah
menderila penyakit psikologis
(stres). Sayang, saat diminta bkt

surat kelerangan sakit, temyata dia

tidak bisa menunjukkan. ' Kami

tidak kunsi memiksa dengan per-

. timbangan kemanusiaan, ™

Dalam kesempatan iy, tim pem-
prov dan Tim Sembilan P1A ha-
nya bisa menunjukkan sural kua-
sa yang ditandangani Jacobus,
lertangpal 28 Noventher 2004,

_Bahwa, Jucobus memberikan

kuase atau kewenangal Sepada
Yohannes {anaknya) vnluk me-

- nyelesaikan persoaban fahan PIA,

Tak urung, ketidakhadiran Ja-
cobus 1ersebut membudt sejumlah
anggota Komisi B bersungui-su-
ngut. Bahkan, ada yang langsung
mmemilih walk out (WO Lud ruang
petemuan. Seperti yang dilakukan
Lutfitlah Masdugi, angpotn Ko-
misi B dari FKB. *"Dia merupakan
pangkal persoalan pembebasan
lahan PiA. Kalau dia wk datang,
saya memilih keluar,” kata Gus
Lut, panpgilan akrab sekretaris
FKB DPRD Jatim ini.

Anggotz dewan pantas jenghel.
Betapa tidak, setidaknya Incobus
tercatat :iga kali tidak menda-
tangi undangan dewan. Sehetul-

nyi, Sesuai UU 2272003, entung
Susduk MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, lucobus bisa dipanggil
paksa. Dalam UU ity disebutkan,
barang siapa yang diundang de-
wan untuk memberikan ketera-

ngan lentung saatu hal yang periy -

ditangani deni kepenlingan doe-
ruty, dupat dikenukan punggilan
paksa, Jika panggitun puksa tidak
dipenuhi tanpa alasan yang sah,
yang bersangkutan bisa disan-
dera paling lama 15 hari.,

Karena ketidukhdiran {a.cobus
maka iagi-lagi pertemuan kera-
rin tidak membawa hasil. Arch-
nya, kendatl sudah tiga kali
mangkir, oh kembali sikap regmi
Komisi B terhadap Jucobus, et
bilang masih melunak. Entah ada
apa. Yang past, salah saiu hasil ke-
scepakatan internal Komisi B ke-
marin, Jacobus wmasih diben ke-
senipxitan lagl untuk datang pdd..l
16 Deseember. Hanya, jika s{',rpui.a

dijemput ulusan pemprov dar’

pemkab, kint akan duunput p;r'ksa
pihak kepolisian. (hud) '

Lampirant
Benta ke 12
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’Komisi B Dea

\Lahan PEA

! Hingga 30 Desember 2004

| Juga Siapkan Interpelasi

SURABAYA- Komist B DPRD Jauim

benthali e nehar anenan ietkail proyck
Posar Tnduk Agrobis (PTAT i Semund,
Tnen, Sidoarju. Komisi yang membi-
dawgl perekonomisn ini memberikan
dveteliine proses pembayarun lahan P1A
he wirga puda 30 Desernber nanli. Jika
ik, Konisi B resind mengpunakan hak
rerpelast kepada para pejabar pemproy
PR utun,
Wi hak inlerpelasi i sudah
I mupJI\.m kepulusan bulat winun-tema
angsuia hoousi B Scoab, kanu ddak
mngin provek PLA yang sudah menghiabis-
kun daca miliaran rupiah itu jaisn di iem-
pat,"” kaa Wakil-Ketua Komisi B DPRD
Jatim Kenville Antonio, kemacin.

Merurut dia, pada pertemuan 13 De-
sember lalu astars Kooast B, dm sem-
Latan, serta peJebat pemiprov wekait, sebe-
rarnve diharagkin persoalun pembayuran
s rugl bu,., lunilas. Apalagi dana pen-
hebisan dari APB D sudah dialokasikan,
Namup, perlemoan e nyatanya tidak
mernbuahkan bBasil yang signilikan. Jaco-
hos Moesa, sebagul pihak yang discbut-
sebus broker lahan PRA, jupa tidak me-
menehi panpeilun Koemisi B, Padahal dia
sudulr tiga kali diundang,

“Pada 29 Desember nant kami akan
IMCILINLAL proses-proses yaog dilakukan
timy sembitan Maupun pemprov. Nah, pa-
Car tanggal 30 Descinber, kami minta buk-
ti-buki jengkap babwa persoulan pem-
bebasan lshan sudsh'sclesai. Jika tidak, ka-
i lngseng kirim surat ke pimpinaa de-
wan urink dijadwalkon interpelast, ™ 1legas
angenta dowan asal Pariai Demeokral ini.

Yang mnely, beiakangon Kamisi Blerkesan
tchek les sers et JThcobus, Pudis-
biand, saskahs sato hasil pertenuan komisi B pa-
da 13 Desember i adalah menugaskan pi-
hik kepolisian vniuk mepjemput paksa

Diivan 17T Rugam Karya tersebut. Bendasar

UiLs 2202003, tentang Susduk MPR, DFR,
DEE, dan DPRD, juga dibenarkan dewan
mentneetl paksy. Bahkan, bisa melakukan

peayandersan, Tonh, sejauh ini dewan

ety iy 1nain anciuT,

CPrinnnhs perioma Kl memang bayai-
Lpeersaalan pant Tahan PIA  selesal
saimia dulu, Setelah itu, pembebasan

akses jalan muasik. Sebaby, pombebasan
akses julan masuk jugs belum selesi
Soal Jucobus witu wiag ditindalimja,”
tambah Renville.

Pernyatan lehily tegas disanipaikian
Luthillad Blasdugic r\l!"\'ﬂll Eoutnnisl 1%
asal FED i justr meososdang i diwa
Jacobus prga sk il utui, e
sulnya, hugut dia, Jwabis wenipsban
pangkal iy penyebah din rawekaya
proyek PLAL Jadi hulau ada yang meng-
angeap seal Jucubas tdak pesting e
perlu dicurig

It berdusir pengak i wiarea soudisi,
Buhwa, pangholnya i dare Jueobus,
Selain inwerpedesi, kil rath sk kowr-
dinasi dengin Komis A vtk menyeli-
diki dari g div ko bisamenguasa
Labian bechektire-hektare.” ujamya. (hud}

Lampiranl
Benta r(e 13

dline
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ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Lampiran 2

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NCMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKAS] PROPINS! JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang
Informasi dan Kemunikasi berdasarkan Undang - undang
Nomor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemernntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Crganisasi Perangkat Daerah.
maka perlu diadakan perubahan terhadap Organisasi Dinas
fnformasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur dengan
menuangkan ketentuan - ketentuannya dalam suatu Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan

i
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dalam Undang'-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal
pembentukan Propins Jawa Timur (Lembararﬁ?&éﬁmustakaan Universitas Airlan 12. Keputusan Presid
g9ga en Nomo :
Tahun 1950 Nomor 32} . 7 Tahun 2000 tentang Ba;;rf3lr1Tfihun 1939 Juncte Normor
rmasi dan Komunikasi

2 Undang - undang Nomaor g Tahun 1992 tentang Perfilman Nasional ;
( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Lembaran Negara Nomor 3473 ). | Nomor 21 Tahun 2001 tenta::ge? da_n Otonomi Daerah
3 Undang - undang Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penylaran Materi Muatan Produk - prod E eknik Penyusunan dan
( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan 14. Keputusan Menteri Dalar;; Ngget:uz:m c[J)taerah;
n Otonomi Daerah

Lembaran Negara Nomor 3701} _ Nomor 22 Tahun 2001 fenta
4. Undang-undang Normor g Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Hukum Daerah - ng Benfuk Produk - produk
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum { Lembaran 15. Peraturan Daerth N
Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran 2000 tentang Dinas CI’P;HSI Jawa Timur Nomor 1 Tahun
Negara Nomor 3789); Fom . niormasi dan Komunikasi Propinsi

5 Undang - undang Nomor 97 Tahun 198¢ tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1998 D ]
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), DEWAN PERWAKILAN RAKgYn Persetujuan,
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang AT DAERAH PROPINS! JAWA TIMUR
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Noror 72, MEMUTUSKAN :
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) Menetapkan
7 Undang - undang Nomor 39 Tzhun 198§ tentang Hak ggsagiﬁi: DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TEN
Asasi Manusia (Lembaran Negara ianhun 1993 Nomor . NOM-‘C\)TQS PERATURAN DAERAH PROPINS! I::\NG.
1‘64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783 ). ol 11 TAHUN 2000 TENTANG IDI WA
8. Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers N KOMUNIKASI PROPINSI JAWA TJI\ANUARS

( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomaor 166, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3887); Pasal !
9. Peraturan Pemerinta!l Nomor 25 Tahun 2000 tentgng Peraturan Daerah Propinsi Ja _
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Informasi dan Komunikasi P‘;ﬂ;a’Tlmur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Di
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 dalam Lembaran Daerah PropF::-,"SSil jawa Timur, yang telah di undgan gl}r::s
awa Timur tanggal 2 O .
ktober 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952},
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisas Perangkat Daerah { Lembaran Negara A. Pasal 1 b ;

Tahun 2000 Nomor 165): erbunyi :
11. Keputusan Presidgen Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Nomor i
10 Tahun 2000 Seri D, diubah sebagai berikut ;

Teknik Penyusunan Peraturan perundang - undangan dan Pasal 1
Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Dalafh P
Pemerintah dan Rancangan KeputusanPresiden(Lembaran efaiuran Daerah ini yang dimaksud deng
1 an

P E - o o - - -
v

ra Tahun 1999 Nomor 70 ). 2. Gube da
Negara Tahu ) . Gubernur, adalah Gubernur Jawa Ti
imur ;

Peran Public Relations di P
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t s Daerah Proplns1 JEWE 11 OIS I R DTS WAl PUL RS AT Ll peJaDa[ emerintah
. etari . - = a0 e,
Sekretaris Daerah. ?(dakahnis:sl';radabh Dinas Informasi dan KoxouRiE%bustakaan Universitas Alrlanggggmpms' ,
i rmasi dan Kormu '
4. Dinas info

w

insi Tirmur | , ikasi Propinsi
iroplr$lD‘ij::sa ‘adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Prop
5. Kepala -

5. d | 1

ikasi Propinsi Jawa Timur, . _ - W
K?rr;riln;i;i adaia{; produk kegiatan dari proses penc;i:;r;.ar? digbidang
B ::ina:: pros‘es penyampaian data, keteranganI ddan tges ejrta %, Mt
i dan Indus
ifi an, Ekonomi, Keuangan. : T
EF;Ot:flkltK:;;agapat dijadikan sumber informasi yang dapat dipercay
akya
| e i i pesan - pesan
o ur:iisaii adalah suatu proses pertukaran d.an mttera;ks;]psosmf Smara
) 1'(Otmra Pemlerintah dan Masyarakat agar tercipta lkn ;eritu w
par tar masyaraxka 2
intah dan Masyarakat serta an N o
Eweanb::ﬁtiemberdayaan daya saing dan daya bangun masy
! i Felayanan
Dalam ayat (1) huruf e dari Pasal 5 perkataan kSt“ub Dinas y
> Ir?o?masi" dipaca "Sub Dinas Hubungan Masyarakat .

C. Bagian Kelima berbunyi :

Bagian Kelima
Sub Dinas Hubungan Masyarakat

Pasal 16

i informasi,
a empunyai tugas layanan
Sup Dinas Hubungan Masyarakat m psena e - b,

dokumentasi dan publikasi, layanan pers

d. pemberian pelayanan informasi kepada wartawan / pers ;
e. peiaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kapala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Hubungan Masyarakat terdiri atas :
a. Seksi Layanan Informasi;
b, Seksi Dokumentasi dan Publikasi :
c. Seksi Layanan Pers:
d. Seksi Perpustakaan.

(2} Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hubungan
Masyarakat.

Pasal 19

(1} Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas
a. menyiapkan bahan dan mengeiola informasi:

L. menyizpkan informasi yang merupakan rangkaian kegiatan pejabat
Pemerintah Propinsi ;

mencari, menghimpun dan menyajikan informasi kepada masyarakat ;

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Hubungan Masyarakat.

(2} Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas :

a. menyusun dan memelihara dokumentasi dalam bentuk foto tulisan
karya rekam dan karya visual:

b. menyebarluaskan dokumentasi foto, tufisan, karya rekam dan karya
visual untuk bahan pemberitaan
Pasal 17 c. menghimpun dan mendokumentasikan naskah - naskah pidate
Gubernur ;
, ‘ dalam Pasal 18, -l ,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana qm;ak;st;d- d. menyiapkan dan memeiihara alat dokumentasi. tulisan, karya rekam
empunyal TURGSH . F dan karya visual ;
i Hubungan Masyarakat m ) : rangka meng : : .
Su Dmkas naan k%ordinasi dengan instanst terkait dalam rang €. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepata Sub
a. pgla 53 dan mengelola bahan informasi , » i Dinas Hubungan Masyarakat.
ol n layanan informasi yang aktua) kepada masy '
h. penyiapa ' _
5
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(3) Seksi Layanan Pers, mempunyai tugas :
mencari, menghimpun bahan siaran pers dan menerbiltahPeiarstakaan Universitas Airlanggga

a.

b.
C.

d.

pers ;
menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pers Pemerintah ;
menyiapkan data informasi yang akurat dalam rangka memfaslitasi
wartawan / pers ; '

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pemberdayaan pers pemerintah ;-

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Hubungan Masyarakat.

(4} Seksi Perpustakaan mempunyai tugas :

a.

b.

Tesis

merencanakan dan menyiapkan bahan freferensi dalam rangka
pengadaan dan pengembangan materi perpustakaan ;
mendokumentasikan bahan informasi dan peraturan perundang -
undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah maupun
masyarakat ;

r. rdsa sv DErpunys :

Pasal 36

Bagan 'Susunan'Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi
Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah

.|n'| dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal |1

Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Propinsi

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka S
peningkatan pelayanan dan pengeiolaan perpustakaan | i
d. memberikan pelayanan jasa perpustakaan ;
e. melaksanakan tugas - tugas iain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Hubungan Masyarakat.
D. Dalam ayat (1) huruf ¢ dari Pasal 26 perkataan "Seksi Fasilitasi Pers’ Ditetapkan di Surabaya
dibaca "Seksi Fasiiitasi Profesi Informasi”. Pada tanggal 14 Oktober 2002
E. Dalam ayat (3) dari Pasal 27 berbunyi :
(3) Seksi Fasilitasi Profesi Informasi, mempunyai tugas : GUBERNUR JAWA TIMUR
a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan fasilitasi profesi
informasi ;
b. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan fasilitasi d
profesi informasi ; :
c. menyiapkan bahan dalam rangka membuka dan mengembangkan
jaringan informasi baik antara Propinsi Jawa Timur dengan Daerah
Kabupaten / Kota maupun Pusat dan antar Propinsi IMAM UTOMO S.
d. melakukan upaya dalam rangka kegiatan fasilitasi profes! informasi;
e. memfasilitasi kerjasama asosiasi profesi informasi ;
f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Promosi dan Pemberdayaan informasi.
6 : ;
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Diundangkan di Surabaya i
Pada tanggal 14 Oktober 2002 ADLN Perpustakaan Universitas Airlé’mggga g
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PENJELASAN

ATAS ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR ' 13- TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

(OMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

10

PROPINSI JAWA TIMUR

PENJELASAN UMUM

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pernbangunan dan kemasyarakatan sesuai semangat dan jiwa Undang -
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Propinsi sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
dan dapat menjamin agar fidak tefjadi tumpang tindih dan mempertegas
tugas dan fungsi huoungan masyarakat pada Dinas informasi dan Komunikasi
Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Piopinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 dengan tugas dan fungsi
Sub Bagian Humas Sekretariat Daeran, Bagian Protoko! Birc Humas, Biro
Umum Sekretariat Daerah, maka periu menata kembali dengan mengadakan
perubahan pada Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi disempurnakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | dan Rasa! Il Cukup jeias.

Tesis

Menimbang

PEMERINTAH PROPINS! JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

DINAS INFORMAS|I DAN KOMUNIKAS!

PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAawA TIMUR,

a. bahwa setiap orang, badan, lembaga. organisasi kemas-

yarakatan dan sejenisnya berhak untuk berkomunikasi
dan memperoreh informasi guna mengembangkan D'I'b”j‘
E:fan lingkungan sosiainya. dimana informasi dan Romt;ni'kzsil
F;e;fsebtit m;enjadf tanggung jawab bersama Peme:.‘nfa?h.
- . Lembaga - lembaga Jnfo.rmasi dan Masyarakat
anwa kemerdekaan informasi dan komunikas menjad
wujud kedaulatan rakyat dan menjadi dasar tagi kehid:lfaﬂl
bangsa yang demokratis, untuk ity perlu dr’bano‘ulnufja;w
dikembangkan jaringan informasi guna ter;alurr-
kebebasan dalam rangka memperclen  informasi =Ya‘
bahwa d;lam rangka meningkatkan peruyelenggaf“:r
penyampaian informasi dilingkungan Pemerintah Prop::nus;
dan masyarakat sesuai kewenangan dan ketenu;"l
berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1923
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibl-entuk Dm;s

I!
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fnformasi dan Komunikasl Fropinsi Jawa mui uaian

Peraturan Daerah. ADLN Perpustakaan Unj

. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang
Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan
Perubahan dari hal Undang - undang Tahun 1950 Nemor
2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Tahun 19850 Nomor 32},

. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pedilman

( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3473 ),

. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Penyiaran ( Lembaran Negara Tahun 1897 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);

. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Oi muka Umum
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3789 )|

. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ),

. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783);

. Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

{ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3887 ) |

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahuh 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lLembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 165}

——

[

ersitas Airlanggga

Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan
Per:-fturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomeor 70);
11. Keputusan Presiden Momor 153 Tahun 1999 junctc'a

Nomor 7 Tahun 2000 tentang 'Badan informasi dan
Komunikasi Nasional,

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG

DINAS INFORMAS! DAN KOMUN
IKA [
el Si PROPINSI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalar Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -
a. Pemerintah Propinsi. adzlah Pemerintah Propinsi Jawa Timur -
b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;

Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur

0 a

1 8 I I

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang i f. Wakil Kepala Di
: a Dinas, i : )
Ttk Penyuathanipacaturi Perundang - Mehall dal s ljawa ﬁmura‘dalah Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
T '
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_ , d
Informasi. adalah produk kegiatan dari proses pencairan, pengolahan dan

proses penyampaian data, keterangan dan penjeia:an Fiihli:idzzg\qszl}(ﬁyﬁa(t
i dan Industri serta Kesejahter _

Keamanan, Ekonomi, Keuangan . |

a::r dapat dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi

masyarakat , . |
Komunikasi, adalah suatu proses pertukaran qan |.nterak51_ pesa_trjf-;:tsaarg
antara perr‘ierintah dan masyarakat agar tercipta mier'?kSl pc:jsi:il o
i i tar masyarakat itu sen
merintah dan masyarakat sera an _
sneaksud pemberdayaan daya saing dan daya bangun masyarakat

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

nerintah
‘1) Dinas Informasi dan Komunikasi, adalah un;ur pefaksana Pemerin
I. Propinsi di bidang informasi dan komunikasi.

] . L. .I 5
Dinas Informasi dan Komunikasf diplmpm_oleh seorang Kepal? Dal\:rzb
Valtng dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung)

{2)

kepada Gubernur melaiui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

i ' bernur
Dinas informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membam: (jiubidang
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembanguna

informasi dan komunikasi.

Pasal 4

i ‘Informasi
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Dinas ‘In
dan Komunikasi mempunyai fungsi ;
i i bidan
a. perumusan kebijaksanaan operasional dan pembangunan di bidang
‘ informasi dan komunikasi ;

14
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pustakaan Universitas Airl én%ga

elaksanaan sosialisasi dalam rangka pembangunan wawasan dan
arakter kebangsaan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa ;

¢. pela¢sanaan peiayanan informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Propinsi ;

Iaksanaan hubungan timbal balik antara Pemerintah Propinsi dengan
embaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat di bidang
informasi, komunikasi dan media massa ;

€ pelaksanaan promosi potensi Daerah Jawa Timur melalui berbagai sarana
baik di dalam maupun ke luar negeri ;

f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan potensi, pemanfaatan
dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi :

g. pembangunan di bidang jaringan informasi dan komunikasi dalam
rangka penyediaan informasi sebanyak dan semudah mungkin kepada
masyarakat ;

. pengeloiaan ketatausahzan
BAB Iil
ORGANiSAS|
Bagian Pertama
Susunan Qrganisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Oinas Informasi dan Kemunikasi terdiri atas :
a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala Dinas
c. Bagian Tata Usaha:

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar) 15

Benny Sampir Wanto



Sub Dinas Penyusunan Program |

Sub Dinas Pelayanan Informasi ;

Sub Dinas Media Informasi |

Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

=T ™o o

‘2) Masing - masing Bagian, Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala
Balai yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melakukan koordinasi dalam
penyelenggaraan kegiatan informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :

a.

berhalangan ; ‘
b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas; .
melaksanakan tugas lain yang diberikan’oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas

Fdasd o

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; -

b. pengelolaan administrasi keuangan ;

¢. pengelolaan urusan rumah tangga, surat- menyurat dan kearsipan ;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan mengurus
pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor :

e. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasai 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Su> Bagian Kepegawaian :
c. Sub Bagian Keuangan ;

d. Sub Bagian Perlengkapan.

{2} Masing-masing Sub Bagian dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagilan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kzpala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan urusan surat - menyurat, pengetikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan -
mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas - tugas keprotokoian:
melaksanakan wurusan rumah tangga, keamanan kantor dan
penyelenggaraan rapat dinas :

d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bagian

. : administrasi
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan e 1Y, .
umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. '
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2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyal tugas .

a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengdipufempustakaan Universitas Airlanggga

data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai dan mutasi pegawai;
menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawal ; '
mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta
kesejahteraan pegawai;

d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan ;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan
pembayaran gaji pegawai;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
Keuangan ;

d. bersama dengan Seksi Perencanaan Komunikasi menyusun anggaran
program kegiatan baik rutin maupun pembangunan ‘

e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha.

pdaygidi aeempal
Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan
merencanakan program, melakukan evaluasi dan pembuatan laporan,
pengkajian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pemberdayaan internal guna peningkatan kuzlitas pelayanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas informasi dan Komunikasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 12, Sub Dinas

Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. pengurpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana
dan program operasional dan pembangunan di bidang informasi dan
komunikasi ;

b. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pendapat
masyarakat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Propinsi;

C. penyusunan laporan pelaksanaan program dan pendapat masyarakat |

d. penyiapan jaringan informasi dan komunikasi sesuai dengan kemajuan
teknologi da'am rangka penyediaan informasi bagi masyarakat

€. penyusunan rencana peningkatan dan kuslitas aparatur Dinas Infermasi

i | dan Komunikasi ;
(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas: J; e B ; , - B _
a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka - pelaksanaan tugas - lugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas.
kelancaran pelaksanaan tugas . =
b. melaksanakan pengelolaan inventaris kantor | .
menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun / (1) Sub Dmgs Penyusunan Pregram, terdiri atas .
rencana kebutuhan perlengkapan kantor ; _ E- g:t:: _?:;igfr;a;gmf’::i;asm';
d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang - barang inventaris 1 ; g i
' y : c. Seksi Pemberdayaan Internal ;
kantor ; d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
e. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan
perlengkapan kantor . : : (2) Masing -masing Seksi dipimpin oleh seozrang Kepsla Seksi yang berada
f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian s di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan
Tata Usaha. ; Program.
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Pasal 15

¢. menyusun laporan seluruh kegiatan Dinas Intormasi dan Komunikasi ;

ADLN Perpustalaan Universitas Alifissfielaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

(1) Seksi Perencanaan Program, mempunyai tugas
a. mengumpulkan, mengolah dan.menyajikan data untuk penyusunan
rencana program kegiatan informasi dan komunikasi ;
b. menyusun program penyebarluasan informasi dan pengembangan

sistem komunikasi ;
c. hersama Sub Bagian Keuangan merencanakan penyusunan

anggaran program kegiatan baik rutin maupun pembangunan , ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Penyusunan Program.

(2) Seksi Teknologi informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan daiam rangka pemanfaatan

jaringan informasi dan komurikasi ; - R
b. meningkatkan penggunaan sarana teknoiagi inforrasi dan komunikasi

datam rangka pelayanan informasi;
c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi | :
4. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Penyusunan Program ;

{3) Seksi Pemberdayaan Intarnal, mempurya: tugas :

a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan guna peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia ; N '
b. melaksanakan kegiatan pengembangan wacana teknolog informasi

dan komunikasi ; ; :
c. melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka

peningkatan sumber daya manusia _
d. meiaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Penyusunan Program.

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : '
a. mengumputkan dan menyiapkan bahan dalam rangka evaluast

program dan penyusunan laporan | _ _
b. menganalisa dan mengolah data kegiatan penyebariuasan informasi

dan pendapat masyarakat |

290
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Penyusunan Program.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pelayanan Informasi

Pasal 16

Sub Din.as Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanzn
informasi kepada masyarakat khususnya dalam bidang Politik, Keamanan.

Ekonomi, Keuangan dan industri, Kesejahteraan Rakyat serta mengelola
Perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Sub Dinas Pelayanan
informasi mempunyai fungsi :

a. pereéncanaan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunsn upayz
pelayanan informasi ;

b. pelayanan informasi di bidang poiitik keamanan, ekonomi sosial, budays
dan pertahanan keamanan :

C. pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
bahan - bahan informasi ;

d. penyusunan dan mengeiola bahan - bahan informasi :
€. pengelolaan perpustakaan :
f.  pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepalz Dinas.

Pasal 18

(1} Sub Dinas Pelayanan informasi terdiri atas :
a. Seksi Pelayanan Informasi Poiitik dan Keamanan {POLKAM ).

b. Seksi Pelayanan Informasi Ekonomi, Keuangan dan Industri
(EKUINY};

Seksi Pelayanan Informasi Kesejahteraan Rakyat ( KESRA }:
Seksi Perpustakaan.

a o
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2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh secrang Kepala Seks: yang beraaa

di bawah dan bertanggung jawab kepada

Informasi.

Pasal 19

‘1) Seksi Pelayanan Informasi Polittk dan Keamanan, mempunyai tugas :

a,

b.
c.

d.

merencanakan dan menyiapkan bahan informasi bidang politik dan

keamanan ;

memberikan pelayanan informasi bidang politik keamanan ;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
materi pelayanan informasi bidang politik keamanan ;

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pelayanan Informasi.

(2) Seksi Pelayanan nformasi Ekonomi, Keuangan dan Industi, mempunyai
tugas

a.

b.
c.

d.

mempersiapkan bahan dan materi informasi bidang ekenomi, keuangan
dan industri ;

memberikan pelayanan informasi bidang ekonomi, keuangan dan industri;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
materi pelayanan informasi bidang ekonomi, keuangan dan industri;
melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pelayanan informasi.

(3) Seksi Pelayanan Informasi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas @

a.

b.
C.

d.

merencanakan dan menyiapkan bahan informasi bidang kesejahteraan
rakyat ;

memberikan pelayanan informasi bidang kesejahteraan rakyat
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
materi pelayanan informasi bidang kesejahteraan rakyat
melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pelayanan Informasi.

(4) Seksi Perpustakaan, mempunyai tugas :
a. merencanakan dan menyiapkan bahan dan referensi dalam rangka

22

pengadaan dan pengembangan materi perpustakaan ;

Kepala Sub Dinas F‘é{&lyl&ﬁ’anpustakaanI Universitas Ai

D. mendpkumentasikan bahan informasi dan peraturan perundangan yang
ranggsrkaitan dengan kegiatan pemerintah maupun masyarakat ;

c.

d.
e.

me[aksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pemngkgtan pelayanan dar pengelolaan perpustakaan ;
memberikan pelayanan jasa perpustakaan :

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pelayanan Informasi.

Bagian Keenam
Sub Dinas Media Informasi

Pasal 20

Stflb Dings Medi.a Info.rmIaSF mempunyai tugas memberikan pelayanan
Informasi melalui media interaktif, radio, televisi, film dan penerbitan

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut g
. g ut dalam Pasal 20, Sub Di i
Informasi mempunyai fungsi : oinas Media

perencanaan dan penyiapan bahan dalam ranak i '
a pelayana
kepada masyarakat : § e e

pelayanan informasi melalui media int i i isi, fi

. eraktif, radio, tei

e elevisi, film dan
melaksaqakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi
dan peningkatan peranan media informasi :

peiaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a.

Pasal 22

{1) Sub Dinas Mecdia Informasi, terdiri atas :

a.

b.
c.
d.

Seksi Media Interaktif ;
Seksi Radio ;

Seksi Televisi dan Film :
Seksi Penerbitan.
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(2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepaia Sers! yany veiaue

V. Hielarsdnakan penyeparuasan informasi meialui penerbitan pemerintah

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Mediadnforaipsdtakaan Universitas Airlanggddan swasta ;

Pasal 23

(1) Seksi Media Interaktif, mempunyal tugas :
a merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan

informasi melalui media interaktif;

melakukan pelayanan informasi melalui media interaktif ;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan
informasi melalui media interaktif ;

d. melaksanakan tugas - tugas fain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Media informasi.

(2) Seksi Radio, mempunyai tugas :
a merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan

informasi melalui siaran radio ;
b. melaksanakan penyebarluasan informasi melalui siaran radio baik

radio pemerintah maupun swasta
¢ melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan

hukum di bidang penyelenggaraan radio ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Media Informasi.

(3) Seksi Televisi dan Film, mempunyai tugas :
a. merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan
informasi melalui televisi dan film |
b. melaksanakan penyebarluasan informasi melaiui media televisi dan film ;
¢. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan
hukum di bidang penyelenggaraan televisi dan film ;
d melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Media Informasi.

Sub Dinas

(4} Seksi Penerbitan, mempunyai tugas :
a  merencanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan

informasi dibidang penerbitan ;

24
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C. melakuka_n F.(oordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan
‘hukum di bidang penyelenggaraan penerbitan ; T

melaksanakan tugas - tugas lain S o
: yang diberikan ole in =
Media Informasi. ’ h Kepala Sub Dinzs

“d.

. Bagian Ketujuh
Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi

Pasal 24

it;b lenas Promos'i dan.Pemberdayaan Informasi mempunyai tugas
t.a s_anakan kegiatan informasi dan komunikasi melalui promo;i
potensi Daerah, dan pemberdayaan informasi masyarakat. h

Fasal 25

Untuk melaksanakan tu
gas tersebut dalam Pasal 24, Sub Dinas
dan Pemberdayaan Informasi, mempunyai fungsi : ‘ nas Fromos
a. perencanaan dan penyiapan bahan d : .
er alam rangka penyusunan kegi
J dibidang pemberdayaan informasi masyarakat ; ’ " hearster
3 I;_)neuriksanaan kegiatan informasi terpadu baik yang difakukan melaiui tatap
a. pameran, pertunjukan rakyat maupun sarana- sarana inf &
yang fain ; e
€. pelaksanaan promosi petensi Dae i
: rah melalui berbagai ' ik di
negen maupun keluar negeri ; A
d. pelaksanaan koordinasi d i i
dengan Instansi terkait daiam kegi i
dan pemberdayaan informasi : Fietan promos

e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 26

(1) Sub Dinas Promaosi dan Pe
mberdayaan Inf i iri :
¥ W Y ormasi, terdiri atas
b. Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat
¢ Seksi Fasilitasi Pers, '
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7} Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yanEDberada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Promosi
Pemberdayaan Informasi. .

Pasal 27

1} Seksi Promosi, mempunyai tugas : i

a. menyusun tencana dan melaksanakan kegiatan promosi meiaiul

pameran, pertunjukan rakyat maupun sarana informasi lainnya baik di
dalam negeri maupun keluar negeri;

b. menyiapkan bzahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan Promosi

potensi daerah ; : .
¢. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan

promosi ; .
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

FPromosi dan Pemberdayaan Informasi.

(2) Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pemberdayaan informasi
masyarakat ;
b. menyiapkan bahan dan materi kegiatan dalam rangka pemberdayaan

informasi masyarakat ;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya

pemberdayaan informasi masyarakat ‘
d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Promosi dan Pemberdayaan informast.

(3} Seksi Fasilitasi Pers, mempunyai tugas : |
a. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pers pemenntah ;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait daiam rangka
pemberdayaan pers pemerintah
¢. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

LN, P&[ﬁl{stakaan Universitas Airlanggga

—————————— e —————

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas teknis Dinas iInformasi dan Komunikasi sesuai bidang keahlian
dan kebutuhan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terssbut dalam Pasal 28, terdiri sejumiah
karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

{2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas -

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja :

{4} Jenis Jabatan Fungsional tersebut pada ayat

(1), diatur sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur

pelaksana Dinas yang
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kaqu pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)
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Pasal 31

(%) Selap laporan qisampaikan Kepaoa pejapal |ain yang secara tungsional

ADLN Perpustakaan Universitas A"'%'??@ﬂ?punyai hubungan kerja

(1) Unit- Pelaksana Teknis Dinas Informasi dan Komunikasi tersebut dalam
Pasal 30 terdiri dari sejumlah karyawan yang memiliki keahlian di bidang
informasi, komunikasi dan media massa

(2) Unit Pelaksana Teknis Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seqrang
Kepala Unit dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Informasi dan Komunikasi
dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan unit kerja di fingkungan dinas informasi dan Komunikasi
berkewajiban memimpin bawahannya masing - masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi peiaksanaan tugas bawahan |

(2) Sefiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Informasi dan Komunikasi
wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada

atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima ofeh pimpinan unit kerja dari bawaha.n. wa‘jib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
dan pedoman bawahannya ;

Pasal 34

(1} Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan
setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;

{2} Setiap pimplnan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil

langkah - langkah yang diperlukan apabifa bertentangan dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

(1) Kepala Dinas dan Wakii Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku ; ‘ )

(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi serta Kepala Unit Pelzksana Teknis Dinas pada Dinas Informas;
dan Komunikasi diangkat dan diberhentikan cleh Gubernur dari Pegawai
Negeti sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala dinas melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpiszhkan dari
Peraturan Daerah ini

Pasal 37

Hai - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini. sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 38

Cengan berlakunya peraturan daerah ini, Keputusan Guoernur Kepala
daerah tingkat | Jatim tanggal 13 Mei 1999 Nomor 24 Tahun 2000
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas !nformasi dan
Komunikasi Propinsi Jawa Timur, dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 398
Peraturan daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Timur.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 September 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd

IMAM UTOMO 8.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
Tanggal 2 Oktober 2000 Nemor 10 Tahun 2000 Ser D.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerar

tid.

Drs. SOENARJO, MSi.

Pembina Utama Msaya
NiF 510 040 47¢%

feguai dengan aslinya

NIP 510 050 109
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PENJELASAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlan a
ATAS P pen es%gk

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMQOR 11 TAHUN 2000

TENTANG
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASIH
PROPINSI JAWA TIMUR

|, PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi
masyarakat. Dalam era giobalisasi tumtutan masyarakat akan
keberhasilan pembangunan disegala bidang semakin deras.
Kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara
nemerintah dan masyarakat, maka dipandang peru menjamin dan
membuka kesempatan yang sama untuk bergerak di bidang iniormasi
dan komunhikasi.

Kemerdekaan informasi dan komunikasi merupakan wujud
kedaulatan rakyat dan menjadi dasar bagi kehidupan bangsa yang
demokratis. Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang
- undangan yang berlaku dengan maksud untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan crang lain.

Untuk membangun, memajukan dan mencerdaskan kehidupan
masyarakat perlu dibangun dan dikembangkan jaringan dan komunikasi
guna tersalur dan tersedianya arus informasi dalam rangka mewujudkan
masyarakat informasi.

Calam era reformasi yang ditandai dengan semangat
an hukum disegala bidang termasuk dibidang informasi dan
komunikasi, karenanya penyelenggaraan kegiatan dibidang informasi
dan komunikasi haruslah selaras dengan peraturan perundang -
undangan yang beriaku dengan mengedepankan penegakan hukum
melalui jalur peradilan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan kKomunikasi,
pemerintah tidak lagi mempergunakan paradigma fama yaitu
penerangan yang bersifal searah, regulatif dan represif, namun

lebih mengedepankan pelayanan, sosialisasi, promosi dan bersifat
dua arah.
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Pelaksanaan koordinasi, dilaksanakan dengan
tidak mencampuri urusan intern dan substansi
Media interaktil dimaksudkan untuk menyeleng-
garakan pelayanan informas: dan komunikasi
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ADLN Perpuslmaﬂpiuﬂmj@s Airlanggga DAFTAR ISI

Kz‘a Pengantar

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sekretanat
Daerah Preopins: Jawa Timur ... ...

Y
'
—
%]
L

2. Peraturan Daeran Propinsi Jawa Timur
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Sekretariat
Cewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Jawa TR ol ST L

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)
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ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

cetakan khusus undangan dilingkungan Sekretariat Daerah,
barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk pimpinan dan
kebutehan jainnya ;

d. mengumpulkan bahan laporan pertanggungjawaban belanja alat
tulis kantor untuk kebutuhan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta barang cetakan
khusus undangan di lingkungan Sekretariat Daerah, barang tertentu
yang sifatnya mendesak untuk pimpinan dan kebutuhan lainnya

e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kevangan Sekretariat Daerah.

Paragraf 12,4
Bagian Protokoi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah

Pasal 222

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah,
mempunyai tugas keprotakolan pimpinan, tamu, acara serta hubungan
masyarakat Sekretariat Daerah.

Pasal 223

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222,

Bagian Protokol dan Hubungan Masyaraka! Sekretariat Caerah,

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerja sama
dengan instansi lain di bidang keprotokolan ;
penyiapan acara dinas para pimpinan Pemerintah Propinsi :

. penylapan acara dinas penerimaan tamu-tamu Pemerintah Propinsi ;

d penyiapan tenaga protokol pimpinan, tamu dap acara sesuai
kebutuhan ;

e penyapan tanda kenang - kenangan ,

f  pembuatan dokumentasi dan audiovisual kegiatan pimpinan .

g pelaksanaan tugas - fugas lain yang diberikan oleh Kepala Birp Umum.

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk
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Pasal 224

{1} Bagian Protckol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah,
terdiri atas : '
a. Sub Bagian Protokol Pimpinan ;
b. Sub Bagian Protoko! Tamu ;

C.

Sub Bagian Protokol Acara ;

d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah ;

(2) Masing - rmasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

Pasal 225

(1).Sub Bagiaﬁ Protokol Pimpinan, mempunyai tugas :

d.

mengumpulkan bahan rencana acara, jadwal kegiatan serla
perjalanan dinas pimpinan ;

melakukan dan mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat
dinas, upacara serta resepsi pimpinan ;

mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kegiatan pimpinan ke daerah ;

melaksanakan kebutuhan dan perlengkapan protokol pimpinan
baik dalam acara dinas maupun perjalanan dinas ;

mencatat jadwal kegiatan pimpinan yang metiputi kegiatan rapat,
upacara, resepsi dan kunjungan kerja ;

menyediakan tanda kenang - kenangan oleh Pimpinan batk dalam
bentuk souvenir maupun karangan bunga ;

melaksanakan tugas - tugas fain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Profokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

{21 Sub Bagian Protokol Tamu, mempunyai tugas :

d
b

mengumpuikan bahan rencana acara penerimaan tamu ;

melakukan perencanaan penginapan para tamu |
grobisnis di Surat Kabar)

121
Benny Sampir Wanto



c. melakukan perencanaan antar jemput para tarABLN Perpustakaan Universitas Airlanggga

d. mengumpuikan bahan koordinasi dengan instansi fain dalam
rangka rencana kegiatan para tamu:

e. mengumpuikan bahan untuk penyusunan laporan tentang maksud
dan tujuan kunjungan kerja para tamu ;

f. melaksanakan tugas - tugas lain yang di berikan oleh Kepala
Protokel dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah :

{3) Sub Bagian Protokol Acara, mempunyai tugas :

a. melakukan pembinaan tenaga protoko! acara sesuai tata cara
dan pedoman / peraturan yang berlaku ;

b. melakukan penyiapan tenaga protokol acara yang dipimpin oleh
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretrais Daerah :

c. melayani permintaan tenaga kepratokolan dari instansi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi :

d. melaksanakan koordinasi persiapan dengan instansi/ pihak
yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara - acara resmi :

e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bagian
Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah ;

Sub Bagran Hubungan Masyarakat Sekretaniat Daerah, mempunyai

tugas :

a mengumpulkan bahan dan mengelola data informasi kegiatan
Sekretariat Daerah ,

b mengumpulkan bahan persiapan dokumentasi kegatan Sekretariat
Caerah dalam bentuk foto rekaman, visualisasi dan mendokumen-
tasikan hasil kliping sural kabar serta majalah -

¢. melaksanakan pembuatan chard. slide dan menyiapkan bahan
Calam rangka penyelenggaraan pameran dalam rangkaian
kegiatan Sekretariat Daerah |

d. menghimpun dan mendokumentasikan naskah - naskah pidato
Sekretaris Daerah untuk bahan pemberitaan

e mengkoardinasikan wartawan / pers untuk meliput kegatan
Sekretanat Daerah |

f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberkan oleh Kepaia Sagian
Protokal dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

{4
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Bagian Keepam
Kelompok Jabatan Fungsional

FPasal 228

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas me!akslanakan
sebagian tugas Pemerintah Propinsi sesual bidang keahltan dan

kebutuhan.

Pasal 227

{1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
226, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fung;:onai
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
dipimpin oleh seprang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh
Gubernur dan berlanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal(i).
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja !

(4} Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

(5} Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesual dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku

Benny Sampir Wanto
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kondisi pada Pembangunan Jangka Panjang Kesatu, yang
dikemukakan sebagai latar belakang, tugas pokok dan keduduk-
an penerangan, tujuan dan sasaran penerangan, perkiraan ke-
adaan dan gambaran khalayak penerangan.

. PENGERTIAN-PENGERTIAN
1. Penerangan

Penerangan dalam pengentian umum dijelaskan oleh
Presiden Socharto sebagai usaha membantu orang lain me-
mahami suvatu masalah yang mencakup segala bidang
kehidupan.

Secara umum, penerangan juga dianikan sebagai upaya
pcnyampaian informasi yang telah diolah sehingga berisi
penjelasan-penjelasan dan/atau pesan-pesan untuk mencapai
suatu tujuan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, pengertian pe-

nerangan disusun secara empiris berdasarkan pengalaman .

sejarah perjuangan bangsa dan antisipasi terhadap untutan
masa depan bangsa Indonesia. Penerangan adalah pe-
nyampaian fakta, gagasan, dan cita-cita dengan maksud
menumbuhkan “sambung rasa” dalam rangka menggerakkan
partisipasi.

Penerangan mencakup aspek-aspek sumberdaya infor-
masi dan proses komunikasi. Kalau “informasi dan
“komunikasi” bersifat netral, maka pengertian “penerangan”
harus memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
Penerangan dengan informasi sebagai sumberdayanya ber-
fungsi memperluhur kehidupan serta mencerdaskan bangsa.
Sebdgai proses komunikasi, penerangan merupakan proses
demokratis yang dijiwai oleh semangat "musyawarah untuk
mencapai mufakar”.

Lampiran 4

qqua. Penerangan Pembangunan

Secara umum - “Penerangan Pembangunan™ diarikan
sebagai upaya periyampaian informasi pembangunan de-
ngan tujuan menciptakan kondisi sosial-kultural yang men-
dukung pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, yang dimaksud
dengan "Penerangan Pembangunan” ialah kegiatan pe-
nyebarluasan pesan-pesan pembangunan sccara terpadu dan
merata. Tujuannya ialah untuk menciptakan kondisi
sosial-kuliural yang mantap dan dinamis, sehingga setiap

~warga mau dan mampu mengembangkan potensi manusia-

winya secara optimal.

Pembangunan Penerangan.

Dalam pengerian umum "Pembangunan Penerangan”
diartikan sebagai upaya-upaya pembangunan di bidang pe-
nerangan,

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, yang dimaksud
dengan "Pembangunan Pencrangan " adalah suatu upaya
untuk meningkatkan kemampuan Penerangan dari segi
pembinaan sumber ¢aya manusia, sarana, prasarana, peman-
faatan media dan teknologi penerangan dan pengembangan
sislemnya yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan
kuantitas dan kualitas produk penerangan yang sesuai de-
ngan tuntutan zaman,

Komunikasi Sosial.

Secara umum pengertian komunikasi sosial diartikan
sebagai salah satu bentuk komunikasi yang lebih diarahkan
kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial.

Secara empiris, dalam pelaksanaan tugas penerangan
pengertian komunikasi sosial diartikan sebagai suatu bentuk
komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu

9
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kendisi sosial sedemikian rupa, sehingga lebih MeNZUIRBLK-Perpustakaan Universitas Airlanggga

kan bagi pelaksanaan kebijaksanaan,

Komunikasi Sambung Rasia.-

Dalam pengertian umum, komunikasi "sambung rasa”
diartikan sebagai suatu bentuk hubungan komunikatif yang
menghasilkan semacam in-fune-ness, atau “keserasian”
hubungan antara kemunikator dan komunikannya,

Dalam pclaksanaan tugas pencrangan, komunikasi
"sambung rasa” merupakan suau pendekatan komunikasi
yang bertujuan menggugah kemauan, menggerakkan dan
menggetarkan  hati khalayak sasaran penerangan serta
menciptakan keserasian hubungan antara komunikator dan
khalayak sasaran penerangan tersebut. '

Tata Informasi Nasional

Dalam pengertian umum, yang dimaksud Tata Informasi
Nasional adalah scam alur pertukaran informasi yang ber-
langsung dalam proses komunikasi yang sesual dengan

kemampuan, kebutuhan, kepentingan, dan ciri-cii ma-

syarakat di suatu negara.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas penerangan,
Tata Informasi Nasional dianikan sebagai suaiu sisiem yang
meliputi setiap kegiatan pencrangan yang berupaya untuk
menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan dan me-
numbuhkan serta mengembangkan moiivasi agar masya-
rakat mampu mengetahui, memahami dan mendukung seria
berperan aktif dalam perjuangan bangsa untuk mencapai
cita-cita dan tujuan nasional.

Tata Informasi Pedesaan

Yang dimaksud dengan Tata Informasi Pedesaan dalam
pengertian umum adalah suatu alur pertukaran informasi

yang berlangsung dalam proses komunikasi yang ._sgsu‘a'%
dengan kemampuan, kebutuhan, kepentingan, dan ciri-cirt
masyarakat pedcsaan.

Dalam pelaksanaan tugas penerangan, konsep in% di-
artikan scbagai suatu sistem yang meliputi sctiap .kgglat.an
penerangan yang berupaya untuk menciptakan kondisi sosial
yang menguntungkan dan menumbuhkan serta rpengcm-
bangkan motivasi melalui komunikasi limball balik (s.am~
bung rasa) dengan memperhatikan sistem nilai yang hidup
dalam masyarakat pedesaan.

Tata Informasi Perkotaan

Sccara umum, Tata Informasi Perkotaan diartikan se-
bagai suaiu alur pertukaran informasi yang berlangsung
dalam proses komunikasi yang scsuai dengan kemampuan,
kecbutuhan, kepentingan, dan ciri-ciri masyarakat perkotaan.

Secara empiris, dalam pelaksanaan gas penerangan,
Tata Informasi Perkotaan merupakan suatu sistem  yang
meliputi sctiap kegiatan penerangan yang berupaya untuk
menciptakan kondisi sosial yang mengunwungkan dan me-
numbuhkan serta mengermbangkan motivasi dengan mem-
perhatikan daya scrap dan sistem nilai yang hidup dalam
masyarakat perkotaan.
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Hasil Wawancara dengan Informan A
13 Juni 2005

¢+ = Informan

© = Peneliti

¢+ Barangkali kami bisa dijelaskan, menurut Pak Prawoto, PR itu
seperti apa sith pak, tugas dan fungsinya apa? Begitu Pak,
mungkin bisa dijelaskan.

© Sebetulnya khan gini. Pr itu khan membuat i#mage, yaaa.,
membuat image. Aaaa....Kalau kalau Pemerintah ya image

pemerintahan, kemudian juga kalau perusahaan ya perusahaan.

+ Yang dimaksudkan dengan image?

© Ya... citra ... atau nama baik. Hanya hanya problemnya PRnya
pemerintah ada kendala-kendala, ada kendala struktural, ada
aaaaaaaaa kendala-kendala fungsi. Kemudian ada kendala-
kendala yang lain misalkan azaaa kendala SDM. Kalau kendala
struktural itu begint Mas Benny struktural itu kebanyakan yang
namanya PR yang di level perusahaan tinggi itu bisa dekat dengan
pengambil keputusan, iya knan iya khan. itu sangat dekat
sehingga dia bisa tahu arahnya. [tu struktural. Kalau kita anu
....ndhak jauh,apalagi yang di dinas2 aaaa kabupaten kota.
Kabag, kabag itu sangat jauh dengan dengan anu dan ia
bertanggungjawab dengan sekda. Kemudian di tingkat malahan
ada yang di kabupaten tertentu di Jawa Timur itu ece rata-rata
ada kabag ya jadi saya lihat levelnya ada kabag. Kalau di propinsi
dinas, dinas karena p gubernur punya komitmen aaa no problem
tetapt kalau yang yang gubernur atau yang bupati yang tidak

punya komitmen dianggap level yang jauh. Sechingga kalau..
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kalau... ada kesalahan di kita bahwa eselon itu segala-galanya.
Kalau di birokrasi ftu, eselon itu menunjukkan derajat, ya khan.
Jadi kalau eselon [ duduke nek ngarep, eselon Il nek kene, eselon
III di belakang, apalagi eselon IV di belakang mungkin di kamar
mandi ha... ha... ha.... Itu yang sebetulnya sangat sangat tidak
kondusif, tidak tepat untuk tugas seorang PR di pemerintahan.
Aaaa kalau menurut saya itu minimal kalau eselonnya aa..._
aaa... apa lebih rendah itu harus boleh akses langsung kepada
pimpinan. Makanya takala saya diangkat jadi kepala dinas saya
hanya sampaikan kepada Pak Gubernur, gini, “alasannya apa Pak
saya diangkat” gitu dan. Pak Gubernur ketawa dan yang kedua
saya hanva minta aja “Pak saya mohon kalau saya diminta untuk
jadi juru bicaranya Pak Gub sebagai PR-nya pemerintah saya
hanya minta satu, setiap saat kegiatan Bapak yang saya anggap
penting walaupun saya nggak diundang saya boleh datang, lho,
iyaaa... Ya sudah itu saja, komitmen itu aja, yang saya minta.
Tanpa itu ya gimana saya mau ngomong. Khan gitu ya, ya itu ya.
Terus kemudian ada aaaaa kendala fungsi. Fungsi itu gini. PR itu
di sektor pemerintahan tidak semua orang menganggap penting
aaaaa jadi sing dianggap tidak penting itu, yang menghasilkan
duit, ha... ha... haa.. ya.. khan, khan gitu yang dianggap penting.
Darn segi anggaran paling sedikit, biasanya gitu ya Kkhan.
Aaa.... kemudian dari segi aaaaaa apa dari segi apa ya, prestige,
orang yang ditempatkan di humas di media itu orangnya dibuang
emooo...h wonge itu kebanyakan khan gitu, sebetulnya strategis,
tidak boleh seperti itu, gitu. Itu kendalanya di pemerintah. Saya
merasa bahwa..., sava sendiri misalkan orang yvang ditempatkan
di .... dimutasi, masuk di tempat kita ini ... maaf ya aku omong

apa adanya yaaa iku wong vang haa... ha... ha... awakmu ngerti
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dhewe, khan (sambil tersenyum simpul). Kok begini, saya
katakan, khan berat saya. Coba anu.. anu.. makanya saya
sekarang berani sama Pak anu Pak Sek Pak Gubernur ndhaak
pak saya harus, kalau bapak menginginkan saya butuh seperti
ini, sava... silahkan vang ini saya minta seperti ini. Ya bolehlah
misalkan P Masdar membuat fit and proper test bagus tetapi itu
bukanlah pertimbangan utama atau satu-satunya itu kemudian
harus. Khan orang belum tentu integi'itasnya baik, ya khan.
Bukan saya...... oh saya setuju sekali tetapi itu sebagai back
ground saja. Apa itu orang yang secara apa secara tes bagus
belum tentu, di di dia di anu khan 1t yang kendala-kendala
fungsi. Jadi orang mengangga...p alaaah seperti kita aja minta
data di di ece dinas lain itu aaangel, kalau ndhak saya gitu, anak-
anak saya di pingpong, itu khan memandang bahwa opo nanti
kalau sudah beritanya jelek baru ribut. Lha.. itu khan nggak
nggak .... ini yang saya rasakan. [tu lho. Terus kemudian SDM di
kita in1._.., ya... itu tadi wong sing neng .. sing gelem. Orang khan
pandangannya di pegawai negeri itu khan basah kering, di kita ini
khan termasuk golongan kering, gitu yaaa.

Aaaaa orang memandangnya itu, sehingga SDM yang kita bangun
sangat terbatas, dan kedua juga pegawal negeri itu sulitnya khan
gini khan given artinya orangnya seneng ora seneng yo kuwi, ora
iso dipecat ora iso rekrutmen opo tku nggak bisa rekrutmen orang
baruuu. Oleh sebab itu disini saya menyiasati itu dengan
mengangkat expert. Jadi ekspert itu dari luar kita gaji professional
yang mendampingi anak-anak, itu caranya. [tu yang yang va... PR
ada tugasnya ada 2 ekster dan intern. Ekstern membuat image itu
tadi dan vang intern otomatis menjadi jembatan komunikasi khan,

ya setiap kebyakan perusahaan, setiap kebijakan sebuah lembaga
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itu keseluruh karyvawan itu yang vang opo tugas yang lebth
menonjol vang keluar. Tetapl sebenarnya pekerjaan petugas vang
baik 1tu seBetulnya sudah PR itu sendiri. Artinyva begini, awake
dhewe arepo arepo opo iku mengembar-gemborkan ono inilah apik
nyotone elek khan yo susah lha itu vang yang jadi aaa.... ada ada
kita meluruskan yang miskomunikast terus kemudian vang aaa
yang mestinya ndaak pariwisata misalnya Indonesia ini aaaa
negara terror ...teroris misalkan sesungguhnya terorisnya kan dari
Malaysia mengapa Malaysia malah tetep apik saja dan Indonesia
jelek, lha itu khan ada misalnya problem-problem koemunikast dan

ini namanya mis.

¢+ Pak, tapi kalau ditempat kita sendiri, tadi khan Pak Prawoto
menjclaskan bahwa vang pénting itu khan ada kedekatan dengan
pimpinan bahwa kita masih...

@ Aaaa itu begini. Struktur itu bisa akses langsung ya.

¢ Sclama ini, menurut Pak Prawoto, dengan eselon II ini sudah
cukup atau masih bagaimana?

© Cukup, saya kira cukup. Khan nggak eselon [ ha haaa haaa haaa
saya Kira yang saya pikirka itu di daerah ya yang di daerah itu
khan kabag, va Heeh heeh

¢+ - Bagaimana Bapak mengaitkan image dengan PIA?
© Eec.... kita menyampaikan kepada media bahwa pembangunan

PIA lancar, tidak ada masalah.

+ Keputusan untuk membangun PIA  khan dilakukan olch

Gubernur, terus posisi Disinfokom bagaimana ?
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@ Kita harus mendukungnya sesuai tupoksi, kalau Disinlokom ya

dengan pembuatan image tadi

¢ Pak, terus kemudian tentang issue atau krisis. Kapan Pak Prawoto
itu menganggap suatu pemberitaan dianggap sebagal scbuah
issue atau sebuah krisis, gitu Pak? Bisa dijelaskan.

© Aa.. begini kalau itu sudah menca... menyangkup eece Kkalau
permasalahan itu setiap saat /fissu ada ya ada problem seperti
hari ini misalkan eee kurang gizi, apa apa itu ya yang itu, kalau
krisis itu seperti yang saya alami kemarin seperti CPNS. Misalkan

gitu yaa.. yaaa...

¢+ Apakah perbedaan vang sangat fundamental antara permasalahan
dan krisis?

@ Setiap hari ada permasalahan . Kalau permasalahan itu khan ada
yang kategorinya ringan khan gitu ya, kalau sudah krisis itu
antara hidup dan mati, kalau menurut saya haa... haaa... haaa ,
menyangkut orang banyak, kalau perusahaan profit setiap hari
ada problem. Krisis itu kalau perusahaan ini antara go atau end,
khan gitu aja ya.. yaa... atau finish. Oleh sebab itu krisis dalam
posisi seperti itu karena menyangkut hajat orang banyak Aaaa
CPND kemarin itu saya anggap sebagai krisis karena kondisinya

kayak gitu.

¢+ Terus kemudian kalau Disinfokom manajemen atau pengelolaan
ketika ada issue/permasalahan dengan krisis bagaimana Pak?
Adakah prosedurnya kalau issue seperti ini kalau krisis seperti

tu?
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© Kalau issue itu eeee kalau issue itu khan ada problem ini dar
aspek komunikasi ya ? dari segi PR-nya ya? Jadi gini, setiap
persoalan, itu..., ada, harus ada segera kita tanggapi artinya
begini, oleh sebab itu saya setiap hari ada problem yang harus
dipecahkan oleh pemerintah dalam rangka melayani publican, gitu
ya. Naah oleh sebab itulah kernudian saya mencoba untuk setiap
hari orang mendengarkan petugas mendengarkan radio atau
televisi ada yang.-.‘...Setiap hari keluhan itu, ada yang melihat
koran kalau njenengan news room sebelah itu, jadi radio SS itu
setiap hari didengarkan. Apa sith suaranya masyarakat itu. Setelah
itu kita kontak kepada dinas, heee enek ngene lho...kalau nggak
ada kita nggak bisa jawéb.hanya problemnya khan seperti yang
saya katakana tadi. Kalau yang nelpun arek-arek, dinas-dinas itu
responsenya kurang. Ya itulah orang masih melihatnya esclon,
harus saya yang telepon. Saya katakan itu khan ndhak bener,
untungnya kita punya kontak-kontak person, tapt ya tidak
semulus yang kita bayangkan, Lha itu khan problem-problem
yang issue-issue yang setiap hari muncul di media. Ada radio,
koran, ramai terus, sehingga kemudian ada budgeting, sore
kemudian kita bisa tentukan agenda besok untuk membuat
klarifikasi melalui rilis. Itu yang dilakukan disini.
Hanya terus kemudian kalau krisis itu penangannnya harus
berbeda. Krisis misalkan dalam hal SARA. Itu harus segera kita
mengusulkan pada Pak Gubernur untuk segera mendekati tokoh
agama, khan gitu. Selain kita menjelaskan kepada media, gitu.
Ada problem-problem yang kita pilah. Krisis itu dalam hal dalam
hal apa. Kalau CPNS kemarin strategi kita khan karena
menyangkut hajat hidup orang khan otomotatis kita

menyampaikan informasi itu seluas-luasnya pada masyarakat,
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gitu. Kalau krisis itu menyangkut misalkan eecee apa schuah
lembaga misalkan perusahaan pembakaran 1tu khan aparat
keamanan. Seclain kita pada peningkatan ... jadi penanganan

krisis itu lihat-lihat permasalahannya.

¢+ Pak tadi khan udah dijelaskan penanganan kalau permasalahan
seperti ini, sedangkan Kkrisis seperti itu.Ada nggak landasan-
landasan ketika Disinfokom melakukan langkah-langkahnya,
scperti issue seperti itu, knsis seperti itu? _

@ Khan gini, kita im1 khan wpoksinva Perda, ya khan. Tugas pokok
dan fungsinyva seperti itu, kalau ditempat saya ada Perda nomor
11/2000 junto 13/2003. Landasannya itu, karena tupokst itu
menjadi tanggungjawaly saya untuk berbuat seperti 1tu, khan
begitu. Kalau sudah di Ia'pangan itu sudah kreativitas, ya khan.
Tupoksi itu khan kaku sepert itu, tapi penjabarannya khan pada

masing-masing.

¢ Tentang dominant coalition, yang berarti orang/kelompok orang
yang berpengaruh terhadap lembaga. D1 Pemprop Jatim, menurut
Pak Prawoto, siapa saja yang dikategorikan sebagai dominant
coalition?

© Policy makernya ya Gubernur ha ha ha.
+ Ada yang lain, Pak?
© P Gubernur, Pak Wagub, Pak Sek. Tiga orang itu yvang news

makernva.

¢+ Kenapa Pak Prawoto melihat ketiganya sebagai domatant coalition?
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© Gini, itu khan konsekwensi dari birokrasi kita, konsekwensi dari
birokrasi kita, dan kultur kita. Oleh sebab itu saya mengusulkan
kepada P. Sekda, janganlah orang bertumpu pada satu, masing-
masing dinas menjadi PR nyva sendiri-sendiri, gitu. Misalnya
Kemarin ada pertemuan diam-diam malam hari mengumpulkan
dinas-dinas pada malam hari. Kepada dinas-dinas saya

menyampaikan.

¢ Pak, kalau dalam pertemuan di dominant coalition itu apakah
Disinfokom pernah di ajak, dalam pertemuan apapun?

© Eeee Kkila ini setiap kegiatan, yang opo, vang penting past
dilibatkan. Kalau nggak khan, sava udah komitmen dengan Pak
Gubernur, kalau nggak diundang saya anggap penting saya
datang, iyaaa. Jadi kalau itu seremonial hanya terima tamu saya
nggak anu anu lebih baik saya datang ke lembaga-lembaga media
untuk mempererat itu, gitu. Jadi kalau sebuah pertemuan saya
pandang tidak tidak menvangkut publik secara luas saya tidak ...
tidak...Jadi saya harus pilah-pilah. Makanya setiap sore anak-
anak sudah tahu agenda P Sekda. P Asisten, sudah ada semua
mana yang harus saya datangi. Walaupun itu yang....... jangan
heran ketika saya datang atau anggota saya eeee tentang
penertiban kali wonokromo itu. P Gubernur ada tamu terus
kemudian ada gini gini, terus P Kadr rapat di Kotamadya
Surabaya menentukan waktu kemudian menentukan.....dan itu
hari Minggu saya lebih baik datang ke tempatnya P Kadri daripada
saya harus datang ke tempatnya Pak Gubernur yang hanya

mendantangi acara seremonial atau peresmian.
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¢+ Dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, bagaimana peran kita,
apakah bisa saling bicara atau barangkali hanyva mendengarkan
saja’?

© Sebetulnya diberi ruang secara terbuka tetapi eeeee selama ini
yang yang kita lakukan, selama ini bukan institusi saya, ya kita
hanya mendengarkan. Sebab mereka lebth ahli jadi misalkan
suramadu khan secara teknis mereka khan ngerti. Aaaa apa itu
tapi sebetulnya ruang itu dibuka untuk kita tapi minimal kita itu

bisa tanya. Apa anunya itu

¢ PempropJatim memiliki prioritas-prioritas program  seperti
jembatan suramadu, PIA, lintas selatan. Gimana posisi Kita, sejak
awal kita diajak ngomong-ngomong tentang itu atau baru ketika
sudah selesai untuk kemudian sosialisasi kita dilibatkan?

® Jadi kalau ide, kemudian tehnis itu kita juga jelas tidak ikut.
Tetapi pembicaraan-pembicaraan awal kemudian pertemuan kita
ikut. Tetapi kalau sudahpembicaraan tehnis kita ndak. Yang
penting khan kita idenya, apa to idenya ya sudah, khan kita bisa

langsung menjabarkan.

¢+ Apakah PIA dianggap sebagai sebuah issue atau Kkrisis?

© Ooooh kalau menurut saya, itu kok saya sebetulnya bukan krisis
tapi permasalahan saja. Eecee ada pemberitaan itu ada politis
dibaliknya. Kalau saya melihatnya itu. Jadi itu bukan kritis kalau
saya didalamnya wong gitu aja, tidak ada apa-apanya. Jadi ada
problem-problem, ada kepentingan politik dibaliknya. Jadi, bukan
itu tidak sehebat yang diberitakan di media. Ambil contoh wajar
setiap parpol memperjuangkan konstituennya khan gitu, ya khan.

Masyarakat anunya. Prinsip, secara, secara prinsip khan mereka
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setuju PIA itu dibangun. Khan gitu sebetulnya, PIA itu dibangun
setuju hanya cara pembebasa tanahnya aja yang agak problem
ada kepentingan2 dibalik itu, gitu. Disina misalnya ada kelompok
orang yang bermain, spekulan tanah yang bermain. Jadi masing-
masing parpol punya kepentingan. Khan nggak satu, mereka tidak
bisa dikendalikan, punya agenda-agenda sendiri. Ada dari PDI,
“ada dari golkar, ada dari PKB. Nanu Golkar membela, PDI
membela, PKB tidak, misalnya khan begitu. Karena apa, karena

orang disana aspiranya ke PKB. Khan gitu, itu wajar.

¢+ Adakah pertemuan-pertemuan khusus membahas PIA, it Pak?
@ Qoohh sering, seringkali dan saking seringnva menjadi apal, haaa

haaa haaa.

¢+ Apa saja yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan itu, Pak?
Kasus perkasus atau ..........

© Setiap berita pasti ditanggapi. Saya ambil contoh seperti kemarin
harga itu apa istrinya Pak Lurah Dongkol, itu khan bilang kalau
belum dibayar, khan gitu ya. Ternyata sectelah dipanggil Pak
Sugeng, yang saya dampingi, ternyata khan ndhak. Malahan vang
lurah dongkolnya itu telah membayar ke dia, masyarakat sudah
membayar kedia, dan dia sudah membayar ke calonya. Jadi
seperti itu, setiap pemberitaan itu selalu kita tanggapi. Jadi
minimal ada kontak-kontak sing bener yok opo sih pasti saya
akan telpon Pak Sugeng itu.
Anak-anak yang menangani itu dibawah itu langsung jalan,
langsung membuat rilis. Apakah rilis-rilis tersebut masih masih

dilihat? Golek ono di search nanti muncul PIA. Anak-anak disitu.
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Hasil Wawancara dengan Informan A
13 Juni 2005

¢ Pak Prawoto, dalam kaitan dengan dominant coglition di Pemprop
Jatim, Bapak pada wawancara dulu menvebut dominant coalition
Gubernur, Wagub, dan Sekda sebagal policy maker sekaligus news
maker. Apa ada perbedaannya, mohon dijelaskan Pak.

® Begini, kalau policy maker jelas.... pengambil keputusan. Tidak
semua pejabat mampu menjadi newsmaker, scpertt Marui Nata
Legawa atau Dio Pati Jalal. Tetapt Pak Gubernur, Pak Waguly, dan
Pak Sek mampu bertindak seperu .

¢ Terus....,, Bapak dulu khan pernah mengatakan mcmilika
hubungan dckat dominant coalition, pengertiannya gimana Pak?

@ Hubungan dekat ita dalam pengertian fungsional, tentunya va itu

dekat dalam kaitannya dengan tugas-tugas ke PR-an

¢ Tentang pembicaraan teknis yvang tidak duokuu oleh Disinfokom,
mengapa tidak ikut dan mengikutsertakan dalam pertemuan
tersebut?

© Pembicaraan teknis itu tidak kita ikuti karena tatarannya pribadi
dan kecil. Ibarat membangun rumah, pembicaraan tekms tersebut
va... tahap konstruksi. Kita va tidak perlu ngikuti.

+ Yang tlerkahir Pak, untuk menunjukkan bahwa informan sava
kredibel, saya butuh informasi tentang background Pak Prawoto,
sepertt pendidikan dan jabatan vang pernah dipegang.

Siahkan Mas, minta aja ke Mbak Dian

[
o
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Wawancara dengan Informan B & C :

Tanggal 13 Jun1 2005

= Informan
@ = Peneliti

-+

¢+ DMas, tadi dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa kita punya standar
baku dalam manajemen suatu isswe, vakni diklarifikast melatul
riits. Apa betul? Dan bagaimana dengan issue PIA?

B Betul. Kalau soal PIA saya pikir kita pernah membuatnya. Coba va
sayd akses dulu. X . . e ini

C. la seingat saya kita juga pernah kok membuat rilis tentang PIA

¢+ Rilis ini khan dari hasil rapat. Ada nggak ya dan kita mecncari
informasi sendiri?

C Seingat saya ....... tidak ada. Kita tidak membahas PIA secara
khusus karena saat itu kita sibuk dan lagi dampak beritanya
khan tidak berdampak luas pada masyarakat. karena itu tidak

kita tangani secara khusus.

+ Kalau sampean menganggap cukup berdampak pada masyarakat
luas, bagaimana cara mengelola issue-nya?
C Ya.. kita koordinasi dengan instansi yang menangani terus kita

bikin rilis

¢+ Apa udak pernah dengan mencart langsung dari sumber berita
atau masyarakat langsung?
C Tidak pernah, disini tidak ada wupoksi mencar; informasi.

Kalaupun mencari 1u khan karena kreativitas kita. Itupun
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terbatas pada instansi di jajaran kita. Kita udak pernah mencari
informasi langsung dengan masyarakat.

I3. Betul Mas

¢ Omong-omong pejabat vang paling berpengaruh di Pemprop Jatim

siapa Mas?
B Ya P. Gub, terus P. Wagub, dan kemudian P. Sek {(dan C juga

mengangguk-angguk menunjukkan Kesetujuannya)
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Wawancara dengan Informan D
15 Juni 2005

¢+ Mas, sampean yang buat rilis ini, ya (sambil nunjukkan rilisnya)?

© Sebentar..... ... iya, ada apa?

+ Dasar pemberitaannya, apa, Aunting atau yang [ain?
@ Seperti terlihat dalam rilis, ya ..... hasll rapat yang dipimpin Pak Tjahjono,
ha..ha...ha..

¢ Rilis ini dasarnya dari hasil rapat ya, apa masih ingat item-item yang ada
dalam rapat itu?

@ Ya seperti yang saya tulis itu, Mas. Tidak kurang dan tidak lebih. Kalau
mengingat kembali ya lupa, wong sudah cukup lama. Tugas saya khan

banyak sehingga tidak mungkin ingat satu per satu

+ Oh ya udah, terimakasih kalo gitu

© Sama-sama mas
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Wawancara dengan Informan E

15 Jum 2005

¢+ P. Gun, saya mau nganggu sebentar. Mau tanya untuk penelitian
tesis saya. Mungkin bisa dijelaskan gimana hubungan hubungan
antara Disinfokom dengan P. Gubernur, Wagub, da» Sckda?

© Kalau hubungan pribadi saya ya nggak tahu. Kalau kedinasan,
mercka ya selalu ngikuti acara Bapak-Bapak itu. Kalau Kadisnya

tidak hadir ya dihadirn staf-nva.

¢+ Melihat apa vang telah mereka lakukan terhadap kegiatan P.
Gub, P Wagub, dan P. Sekda, apa bisa dikatan hubungan mereka
dekat? '

@ Sava rasa gitu, Dik.

¢+ OK. Terimakasih, Pak.

2 Gitu saja?! Ya, sama-sama.
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Wawancara dengan Informan ¥ :

Tanggal 21 Jull 2005

¢+ = Informan
@ = Penelit

¢ Pak Oto, bisa diyelaskan segjarah berdinnva Disinfokom pasca
dilikuidasinya Deppen RI?

@ Deppen mat dengan sendirinya, ndak ada pembubaran berdasarkan
instruksi atau keputusan Presiden. Dengan tudak dimasukkannva Deppen
dalam Kabinet Gus Dur maka berkahir sudahlah riwavat Deppen.
Likuidast Deppen dan Depsos sebagar korban pohitik. In terjadi karena
dua departemen tersebut dimanf{aatkan salah satu parpel. Pak Harmoko
sebagai Ketua Golkar sulit membedakan antara dirinva sebagal Ketua

Golkar dan sebagal Menteri Penerangan.

+ Bagaimana pandangan P Oto terhadap tugas-tugas Disinfokom?

© Informasi kepada masyarakat udak boleh berhenti, informasi merupakan

cara menjalin partisipasi masyarakat. Tanpa tahun informasi masyarakat tidak

berpartisipasi. Dalam masa transisi ini, banyak masyarakat unjuk rasa karena

adanya miskormunikasi. Dan tugas Dinas Informasi untuk memberikan

informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat
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Wawancara dengan informan G :

Tanggal 21 Juli 2005

+ = Informan
& = Pencliti

¢ Pak Oto, bisa dijelaskan sejarah berdirinya Disinfokom pasca
diltkuidasinva Deppen RI?

© Deppen matt dengan sendirinya, tidak ada pembubaran berdasarkan
instruksi atau keputusan Presiden. Dengan tidak dimasukkannya Deppen
dalam Kabinet Gus Dur maka berkahir sudahlah riwayat Deppen.
Likuidasi Deppen dan Depsos sebagai korban politik. Ini terjadi karena
dua departemen tersebut dimanfaatkan salah satu parpol. Pak Harmoko
sebagai Ketua Golkar sulit memb;dakan antara dirinya sebagai Ketua

Golkar dan sebagai Menteri Penerangan.

+ Bagaimana pandangan P Oto terhadap rugas-tugas Disinfokom?

© Informasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti, informasi merupakan
cara menjalin partisipasi masyarakat. Tanpa tahun informasi masvarakat tidak
berpartisipasi. Dalam masa transisi ini, banyak masyarakat unjuk rasa karena
adanya miskomunikasi. Dan tugas Dinas Informasi untuk memberikan

informasi sebanyak mungkin kepada masvarakat
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Wawancara dengan Informan H
22 Juh 2005

¢ = Informan

@ = Peneliti

¢+ Mbak apa sih tugas schari-hari yang dilékukan Seksi Layanan
Informasi? :

© Tugas kita ya mencari, menghimpun, mengolah dan mempublish
informasi dar dinas-dinas. Info tersebut merupakah info yang baru untuk
seterusnya kita berikan ke JT FM dan RRI, dan juga newsroom scbagai

bahan awal re'porter.

¢+ Ketika ada suatu permasalahan pemberitaan, pernah nggak kita
langsung dari masyarakat?

+ Kalau cari data untuk bahan informasi dan langsung dari masyarakat,
kita di Disinfokom ini tidak pernah. Khan nggak ada dalam tupoksi kita.
Saat in1, dalam rangka pencanangan pelayanan publik int dimana Jatim
dijadikan pilot proyeknya itu, kita membuka help desk. Tujuannya
menampung pengaduan publik, terus ditampung dan disampaikan ke
dinas terkait. Yang paling banyak maslah tentang sertifikat, PLN, dan
telepon. Untuk mereka yang mengadu, kita minta nomor telepon, alamat
Jjelas. dan kepada mereka kita meminta menunggu. Rawanlah tugas ini

karena sering dilempar-lempar instansi itu.
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PEMERIMTAI PROPINSI DAENAH TINGKAT |

Lampiran 6 JAWA TIMUR

g . ol B
ADLN Perpustakaan Univeésitas Airlanggga @] : *
LWt

"KUTIPAN

’ : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG
ORCAN]ISAS] DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
N WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1 DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINS] DAERAH TINGKAT 1 JAWA TIMUR

Paragrap 13

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 199

Birn Hubungsn Masyarskat mempunyal tugas menyiap—
kan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna
pemantapan petaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di
bidang pemerintahan dan pembangunan, melakukan dokumen -

tasy1 serta pengelolaan perpustakaan dinas,

Pasal 200

Untuksmenyelenggarakaﬁ tugas tersebut dalam pasal

, 199 Peraturan Daerah ini, Biro Hubungan Masyarakat mem -

punyai fuongsi :
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ADLN Perpustakaan UniversitasAirlang%g? menylapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tek-

ni1s pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
b. melakukan hubungan timbal balik antara Pemeyintah -
Daerah dengan Lembaga Pemerintah lainnya dan masyara-
kat umum di Darrab;

mengumpulkan bahan untuk menyelenggarakan kcordinasi-

dalam rangka pengumpulan dan penyaringan iniormasa
kebijakan Pemerintah Daerah d:i bidang pemerintaban
dan pembangunan;

d. mengumpulkan bahan untuk penerangan dan pemberitaan

kegratan pemerintah dan pembangunan;

mengumpulkan bahan untuk pubiikasi dan penvelenggara-

an dokumentasi;

f. melakukan pengelolaan perpustaksan dinas;
melaksanakan tugas = tugas lain vang diberikan oleh

Asisten Administrasi dan Umum sesuar bidang tugasnva,

Pasal 201

(1) Biro Hubungan Masyarakat terdar: dari :

a. Bagian Peﬁgumpulan-dan Penyaringan Informas:;
b. Bagian Penerangan dan Publikas:;
¢. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan,

(2) Bag1an-h£glan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pa-
sal 1n1 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang ber:
ada dan bertanggung jawab kepada Xepala Biro Hubung-
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Pasal 202

Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi  mem
punyal tugas melakukan pengumpulan, penyaringan dan ana -

l1sa informasy, serta melakukan urusan tata usaha Biro.

Pasal 203

Untuk menyelenggarakan tugas tersebur dalam pasal

202 Peraturan Daerah ini, Bagian Pengumpulan dan Penya

ringan informas: mempunyai fungsi :
a. mvnéumpulkan bahan untuk pembinaan dan petunjuk tek-
nis tentang pengumpulan dan penyaringan informasi;

b. mcngumpulkan bahan informas: pemerintahan dan pembangu
nan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mau-
pun dar: masyarakat;

melakukan analisis dan menyaring informasi yang akan
dipublikasihan kepada masyarakat, lembaga sosial mau -
pun lembaga pemerintahan;

d, melakuhan vrusan tata usaha dan rumah tangga Biro;

melaksanahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke -

e L
pala Biro Hubungan Masyarakat sesuar bidang tugasnya.
Pasal 204
Bagiran Pengumpulan dan Penyaringan Tnformas:. cter-—
dirai dar:

a, Sub Bagian Pendataan I;
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Tesis

b. Sub Bagian Pendataan I1];

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasalt 20§

Bagian Penerangan dan Publikas: mempunmyar  tugas
me 1 akukan penerangan, pemberitaan dan publikasi informa-
s1 kebijakan dan hasil kegiratan Pemerincah Daerah serca

melakukan hubungan dengan masyarakat maupun Lembaga Peme

rintah lainnya,
Pasal 2(6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal
205 Peraturan Daerah 1ni1, Bagian Penerangan dan Publika-
s1 mempunyat fungsi
a. mengumpuikan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pe-
nyelenggaraan penerangan, penyajian dan pemberitaan -
melalul pers dan mass media lainnys;

b. mengumpulkan bahan dan data penerbitan berkala, bro -

sur dan buku-buku;

¢, menyusun 1nformasi penyelenggarasn pemerintahan  dan

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan data dan masuk-

an dar1 umt kerja terkait;

d, melakukan'hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah

lain satau masyarakat dalam rangka penyzjian informas:

e, melakukan pelayanan informas: penyolrnggaraan peme
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pembertitaan dan masyarakat;
£, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Biro Hubungan Masyarakat swvsuai bidang tugashya.

Pasal 207

Bagian Penerangan dan Publikas: terdir: dar:
a. Sub Bagian Penyajlan Pemberitaan;

b. Sub Bagian Penerbitan,

Pasal 208

Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyal tu -
gas menviaphkan data untuk dokumentasi, audio visual serta

mengelola perpustakaan dinas.

Pasal 209

Untuk menyelenggarakan rugas tersebut pada pasal

207, Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyal fungsi

a. mengumpulkan bahan untuk penyusunan pembinaan dan pe-

tunjuk teknis tentang dokumentasi, audio visual dan pe-

ngelonlaan perpustakaan dinas;

b. melakukan kegiratan dokumentas: termasuk pembuatan
audio visyal tentang program penyelenggaraan pemerin -

tahan dan pelaksanaan pembangunan;

¢, melakukan inventarisasi dan memelihara hasil dokumen -

tasy dan audio visual dan melakukan kliping informasi-
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d. mengelola perpustakaan dinas SETWILDA Tingkat T;

e. melakukan usaha untuk pengadaan dan peningkatan kolek-

s1 perpustakaan dinas;
f. melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Ke-

pala Biro Hubungan Masyarakat sesuay bidang tugasnya.

Pasal 210

Bagian Dokumentas: dan Perpusrakaan terdiri dara
a. Sub Bagian Dokumentas: dan Audio Visual;
b. Sub Bag:ran Pembinsan Perpustakaan;

¢. Sub Bagian Pemelaharaan Perpustakaan,
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(2004-10-19 15:16:52)

PEMBEBASAN LAHAN MENUJU PIA TAK ADA HAMBATAN

Pembangunan jalan sepaniang 1.2 ki dengan leba sehitar 40 meter sebagai abses menuju
Pasar Induk Agrobisnis (P1A) Desa Jemundo, Famas Sidoarfo tidak ditemuhan kendala dalam
pembebasan lhan pond Wok sehitarmya,

- Pembangunan jalan sepanjang §,2 km dengan lebar sekitar 40 meter scbagai akses menuju
Pasar Induk Agrobisnis (P1A) Desa Jemundo. Taman Sidoarjo tidak ditemukan kendala dalam
pembebasan lahan pendudiuk sekitarnya. Sehingga pembangun jalan tersebut sudah dapat
dikerjakan menyusul pembangunan PIA dimulkal akhic Desember 2004, Demikian dikatakan
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prop Jaum, Ir Soetjahjono Smjimo; usai mengikuti
rapat tentang pembangunan jalan menuju PIA di Ruang Kerfa Gubernur I Pahlawan
Surabaya, ~ Sefasa : (19/10).
Lebih lanjut dikatakan Scegjahijono. dengan tidak ada masalah tentang pembebasan lahan
untuk jatan menuju PlA Gubernur Jatim Imam Ltomo secara tegas meminta semua pihak
untuk bekerja menuntaskan proyek PEA tersebul sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
"langan sampai ada penundaan fagi" ujarnya menivukan Gubemur fmam Utomo. Gubernur
minta agar dalam menuntaskan pekerjaan jangan bersikap setengah-setengah.

Setelah pembebasan lahan selesai, menuut Soetjahjono pekerjaan ini baru akan ditawarkan
kepada investor, dan investor vang siap menggarap proyek tersebut harus memenuhi syarat
yvang kita tentukan. “"Bahkan, kalau bisa vang menguntungkan bagi Pemprop Jatim untuk

menambah peadapatan PAD Jatim,” tegasoya.(jok)

Lampiran 7
h/Awww d-infakome ftim.gosidArws piyid- 2240 diakses

6/1 172005
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KOMISI A DPRD JATIM SIDAK KE PERCETAKAN NASKAH

Untuk memantad polaksanaan ulan Calon Pegawai Neger S yang dilakuksn serempak di Jatim, Kormisi A
CIFRLD Jatim novakukan iaspoks menaadak,

- Untuk memantau pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan
serempak di Jatim hari ini (Rabu 24411}, Kamisi A DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak
(sidak) yang dipimpin Ketua Komisi A, H Sabron Djamil Pasatibu SH.

Sidak dimulai pukul 09.00 WIB dan berangkat dari gedung DPRD Jatim di J! Indrapura menuju
perusahaan Percetakan “PURI™ milik PT Parnca Wira Usaha (PWU) Jatim #l Tanjung Anom 19-21
Surabaya. Selain sidak ke percetakan, rombongan Kamisi A juga memantau pelaksanaan tes
masuk CPNS di kantor Badan Pendidikan dan Felatihan {Badiklat) Propinsi Jatim, JI Balongsari
Tama Surabaya.

Saat berada di kantor percetakan, diketahui Komisi A, perusahaan tersebut masih melakukan
aktifitasnya mencetak dan meiipat ribuan eksemplar naskah ujian CPNS. Sementara di luar
kanter percetakan, dua unit mobil masing-masing inilik Pemkot Madiun dan Pemkab Mojokerto
tengah menunggu distribusi naskah ujian untuk dikirimkan ke daerahnya.

Sedangkan pelaksanan tes ujian yang semula dijadwaikan mulai pukul 07.00 WIB tertunda
pelaksanaannya hingga pukul 10.00 WIB dan heberapa daerah di Jatim diperkirakan akan
mefaksanakan tes yjian tersebut mulai pukul 13.00 WIB.

Melihat hal demikian ini, Gubernur Jatim imam Utomo segera mengeluarkan instruksi untuk
menunda pelaksanaan tes CPNS dan akan melakukan tes ujian ulang pada awal Desember
2004 mendatang dengan soeal ujian baru.

Hal ini dilakukan setelan Gubernur Imam Utomo memintd izin ter'ebih dahulu dengan kontak
iangsung melalui telepon seluler kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil
Presiden Yusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Alwi Shihab.
Salah satu anggota Komisi A dari Fraksi-Demckhrat Keadilan (F-DK} Muhammad Sirodj MAg,
yang turut sidak didepan Gubernur Imam Utomo yang didampingi Sekretaris Daerah Propinsi
(Sekdaprep) Jatim H Soekarwo SH Mhum, menanyakan, mengapa percetakan kerias ujian les
CPNS dilakukan di Percetakan “PURI" bukannya di percetakan lain yang sama-sama memiliki
sertifikasi dan lebih profesional.

"Saya hanya tanya masaiah itu sgja, mengapa kok dipaksakan di Percetakan PURI yang
menggunakan sistern manual dan kapasitastiya mencetak 200.000 iembar dalam waktu 10-11
hari jelas-jelas tidak mumpuni, ini masih belum dipoteng libur panjang masa lebaran. Kan, masih
banyak percetakan lain seperti, Temprina Jawa Fos, Surabaya Pos, Surya dan Kompas yang
lebih profesional,” kata Sirodj yang juga wakil rekyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Prop Jatim Scekarwo imengatakan, kerjasama dengan
percetakan PURI bukan merupakan yang pertama kali dilakukan pemprop. “Kita sudah sering
melakukan kerjasama dengan FURI, seperti tes-les STPDN {Sekolah Tingg! Pendidikan Dalam
Negeri} maupun tes-tes lainnya. Jadi, bukan secara kebstulan dengan PURI inl. Saya akan
bertanggung jawab mengenai permasalahan ini,” tegasnyz,

Lebih lanjut kata Soekarwao, pada @ Nopember [alu, Percetakan PURI dapat tugas dari
Pemerintahan Pusat, kemudian 10 Nopember pitiak percetakan diundang untuk membuat
perjanjian setelah terlebih dahulu dilakukan pengecekan di lapangan dan penandatanganan
kerjasama.

Sementara itu, masih ada aktifitas percetakan PUR] merncetak naskah tersebut, anggota Komisi
A lainnya, Agung Sintha Dinastono dari F-PDIP mengatakan, dengan keterlambatan mencetak
naskah ia berharap supaya hal tersebut hdak terjadi indikasi yangh berakipat timbulnya
kebocoran naskah ujian tes CPNS.

Menanggapi hal ini, Gubernur Imam Utomo dan Sekda Scekarwo sudah mengatakan, pihaknya
tidak bisa bertanggung jawab apabila terjadi kenacoran soal ujian. [ni setelah gubernur
berkonsultasi ke pemerintahan pusat, bahwa yjian harus tetap dilakukan hari ini (Rabu 24/171).
"Sebenarnya kita sejak awal sudah mempunyai keinginan untule menunda pelaksanaan ujian ini
dan menggunakan soal yang baru karena rawan kebocoran " kata Imam.

Gubernur juga sudah meminta bupaliwalikota se-Jatim agar segera memberitahu kepada panitia
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ujian CPNS tentang keterlambatan pengiriman naskah soal ujian tes, karena terdapat kendala
teknis di percetakan. "Percetakan PURI ini nantinya akan kita periksa. Saya sudah perintahkan
Badan Pengawas Propinsi {(Bawasprop) untuk memeriksa secara lengkap tentang kesepakatan
adanya kesanggupan. Dan pasti nantinya akan ada pinalti kepada percetakan tersebut, karena
pihak percetakan menganggap gampang, dipikirnya soal-soal yang dicetak hanya seperti soal
SMP, padahal ada 520 item dengan total lembar zetakan lebih dani delapan juta lembar kuarto,”
tegas Imam utomo.

Sementara itu, sidak di kantor Badiklat Prop Jatim, rombongan Komisi A diterima Wakil Kepala
Badiklat Jatim Drs Edi Purwinarto MS.

Secara tegas Ketua Komisi A mengatakan bahwa, pelaksanazn ujian CPNS harus diulang,
karena dikuatirkan naskah scal dapat beredar keinana-mana. "Sesuai dengan mekanismenya,
kami akan mengajukan ke pimpinan dewan. Jika ditunda sekarang, para peserta CPNS pasti
kecewa, makanya akan diulang dengan soal baru. desok atau lusa akan kita undang Biro
Kepegawaian dan Setdaprop Jatim untuk membicarakan masalsh tersebut,” ujarnya (tok}
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MESKI DITUNDA, TES CPNS EERJALAN TERTIB

Pelaksanaan ujian test Calen Pegawar Begen Sipl (CPMSE il Taess Tunnn vang somaia dilaksanakan pada han ini
(FRabu 247110 ditunda sampe ool Dosimibzes

- Pelaksanaan ujian test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ¢i Jawa Timur yang semula
dilaksanakan pada hari ini (Rabu 24/11) ditunda sampai awal Desember. Ini dilakukan setelah
Gubernur Jatim Imam Utomo mendapatkan persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) tentang penundaan peiaksanaan tes masuk CPNS. Berikutnya, pelaksanaan ujian ulang
akan menggukanan naskah soal yang disediakan dart Jakarta oleh Menko Kesra Alwi Shihab,
Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikast Propinsi Jawa Timur Drs
Suprawoto SH Msi, saat mengikuti inspeksi mendadak {sidak} Gubernur Jatim Imam Utoma ke
percetakan PURI Jl Tanjung Anom Surabaya, Rabu (24/11} siang.

Dijelaskan Suprawoto, penundaan ini disebabkan karena kendala teknis percetakan, dimana
pada deadline waktunya tidak sampai memenuni target yang dibebankan kepada perusahaan
percetakan "PURI" salah satu anak perusaan PT Panca Wira Usaha (PWU} yang mendapat
wewenang untuk mencetak naskah soal ujian masuk. Percetakan tersebut sudah mendapat
sertifikasi dari tim Badan Intelejen Nasional (BIN) untuk mencetak dokumen negara, karena soal-
soal test CPNS tersebut termasuk bagian dari dokumen regara. "Hanya saja, percetakan
tersebut kurang perhitungan, dimana tes calon pegawai negen saat inf berbeda dengan tes
sebelumnya. Artinya, banyak item yang ada di situ. diperkirakan lebih dan 500 item dan hingga
pelaksanzan tes berlangsung pencelakan naskah belum selesal,” terangnya.

Penundaan yjian masuk CPNS ini berfaku bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,
sementara bagi peserta yang telah melaksanakah {es, mereaka tetap akan mengulang kembali
tesnya sekitar awal Desember.

Ditambahkan Suprawoto, tim seleksi penerimaan CPNS yang memeriksa adalah perguruan tingg:
yang independen, bukan pemerintah dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk pengumumannya
diserahkan kabupaten/kota masing-masing. "Diharapkan. bupati dan walkota agar
menyampaikan pengumuman tersebut kepada peserta.” kata Suprawoto menirukan ucapan
Gubernur Imam utomo.

Kata Suprawoto, Gubernur Jawa Timur Imam LHomo atas nama pemeriniah menyampaikan
prihatin dan menyampaikan permchonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur atas terjadinya
penundaan pelaksanaan tes CPNS tersebut, dan peserta akan tetap menjadi peserta berikuinya.
"Dengan adanya penundaan tersebut, diharapkan masyarakat tetap menjaga suasana kondusif,
dan kerahasaan naskah soal akan tetap dijaga,” tambahnya.

"Delapan Tempat Tes CPNC Berlangsung Tertib

-Peiaksanaan tes cafon pegawai negeri sipil (CFNS) Propinsi Jatim hari ini {Rabu 24/11)
mengalami penundaaan waktu dari rencana dimulai pukul 07 .00 WIB diundur pukul 10.060 WIB.
Meski pefaksanaan tes mengalami penundaan, tetapi peserta yang mengikuii tes di delapan
lokasi seperti di SMPN 2 Surabaya. Yayasan Ta'miryah Surabaya, Gedung P4K Surabaya,
Badan Diklat Prop Jatim, Gedung PPl Surabaya, Gedung Juang 45, STM 1 Patua dan Balai
Paviliun Keperawatan tetap berlangsung tertib dan lancar

Hasil pantauan pelaksanaan tes di SMPN 2 Surabaya, para pesena yang mengikuti tes CPNS
tetap sabar menunggu dalam kurun waktu tiga ilam. Penyebeb penundaan itu dikarenakan
penginman naskah socai-soal tes baru diterima panitia penerimaan CPNS di SMPN 2 Surabaya
pada pukul 08.30 WIB. Sedangikan lembar jawaban diterima cleh Ketua Panitia Ors Muhibin SH
pukul 09,45 WIB dengan disaksikan petugas Polda Jatim, Satool PP Prop Jatim, dan tim Birg
Kepegawaian Propinsi Jalim.

Sementara itu Kepala Subbag Pengembangan Pegawar Biro Kepegawaian Prop Jatim, Mulyadi,
menyatakan permohonan maaf atas penundaan waktu dimulainya tes ujian, dikarenakan adanya
keterlambatan pendistribustan soal-scal dan lembar jawaban dari percetakan kepada panitia
penyelenggara tes. “Jadi penundaan ini dilakukan tidak hanya di delapan tempat tes yang ada di
Surabaya, namun juga di kabupaten/kota se Jatim,” cjarmya

Keterlambatan pengiriman naskah dan lembar jawahan soal terdiri dari, substansi sektor
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strategis, tenaga strategis, tenaga kesehatan, sextor kesehatan, sektor pendidikan, tenaga
pendidikan dan tenaga strategis lainnya.

Untuk pelaksanaan tes CPNS di SMPN 2 Surabaya diikuti 513 orang terdiri 23 ruang dari sarjana
arsistek, psikologi, teknik kimia dan sospol.

Sementara itu, dari hasil pantauan telah ditemukan bahwa, tempat tes masih banyak bangku
tempat duduk yang masih kosorig, khususnya di SMP dan SMA Ta'miriyah Surabaya dan di
gedung P4K Surabaya.(son,rin)
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Pimpinan Percetakan PURI Akui Kesalahan
Percetakaan PURL yang terlelak di B Tamung Anom 19-21 S abaya, anak perusahsan PT Panca Wira Usaha

{PWU) Jawa Timur mengakui kasalahannya atas tdok seloeainiyg percelakan naskalviiian/tesl Caton Prgawai
Megen Sipit Dacrah (CPNSDY Moping: tawa ¥ mur Tatiea 2004,

- Seperti tertuang dalam surat Percetakaan PURI yang ditujukan kepada Direktur Utama PT
PWU Jatim (Kantor Holding) Dahlan Iskan tertanggal 24 Nopember perihal “Laporan Kronologis
Tidak Selesainya Pencetakan Tes CPNS.” Pimpinan Percetakan PURI akui kesalahannya.
“Selama ini kami merasa tidak perlu melaporkan masa-masa kritis proyek ini kepada Holding (PT.
PWU) karena hal ini sepenuhnya tanggung jawab PURI selaku anak perusahaan,” kata General
Manager Percetakan PURI Dra Sustri Andayani dalam suratnya.

Menurut Sustri, pihaknya sebagai pimpinan percetakan PURI mengaku salah karena terlalu
berani mengambil atau mengerjakan order vang tidak sesuar dengan kemampuan, tanpa
mempertimbangkan banyaknya variasi item cetakan dan karena mepetnya waktu yang
disediakan serta adanya libur Hari Raya Idul Fitri 1425 H.

“Sebagai kosekuensinya terhadap rusaknya reputasi Pemprop Jatirn, maka seluruh pimpinan
yang terkait dengan persoalan ini minta mengundurkan dirt dari perusahaan sebagai bentuk
tanggung jawab kesalahan manajerial yang terjadi,” ujarnya.

Unsur pimpinan percetakan yang mengundurkan diri adalah Dra Sustri Andayani {General
Manager}, Drs Abdul Rachman S (Wakil General Manager) dar Suprajitna (Manager Produksi).
Kronologi tidak selesainya pencetakan naskah tes masuk memjadi CRNS tahun 2004 di Jatim
antara lain tertuang dalam suratnya yakni, pada 9 Nopember 2004 Percetakan PURI menerima
Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan nenggandaan naskah tes masuk CPNS. Pimpinan
percetakan menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan asumsi tidak banyak
perbedaan dengan pekerjaan-pekerjaan sejenis di masa lalu, kesalaihian pimpman percetakan
PURI adalah tidak memperhitungkan bahwa naskah yang harus digandakan terdiri dari 520 item
dengan total lembar cetakan lebih dari delapan juta iembar kuarto,

Kemudian, pada 9 Nopember 2004 naskah soal dari Jakarta diterima percetakan PURI dan pada
hari itu juga karyawan percetakan mulai dikarantina sebanyak empat orang khusus untuk tenaga
repro, 10 Nopember pekerjaan persiapan seperti pembuatan astrolon, menghitung lembar kertas
dan menjumlah kebutuhan keiias dilakukan, 11 Nopember mesin cetak mulai bekerja dengan
menggunakan empat mesin cetak Heidelberg (kecepatan 6.000 plano/jam yang dapat
menghasilkan 48.000 lembar/jamj}, Rolan Perfecting (kecepatan 6 000 plano/fjfam}, Rolan
Perfecting (kecepatan 6.000 plano/jam) dan mesin favorite (kecepatan 5.000 plano/jam).
Selanjutnya, pada 11-13 Nopember mesin cetak berproduksi siang malam seperti pemotongan,
pelipatan, sortir, pembungkusan, penyegelan juga ailakukan siang malam oleh 24 orang, tetapi
ketika libur Hari Raya tanggal 14, 15 Nopember 2004 pimpinan percetakan meminta tenaga
borongan yang umumnya wanita untuk masuk kembali tanggal 16 Nopember.

"Khawatir tidak disiplin, mereka diminta tanda tangzn pemyataan kesanggupan masuk kerja,
namun kenyataannya pada 16 Nopember fersebut hanya lima orang tenaga borongan yang
masuk. Ketika diteiusuri satu persatu, mereka masih di desa masing-masing. Tenaga borongan
baru masuk satu persatu dan harut lengkap 24 orang tanggal 19 Nopember 2004, " kata Sustri,
"Memang pihak percetakan pada 20 Nopember telah m2nyadar bahwa pekerjaan tidak akan
selesai tepat waktu. Maka, dicarikan jalan untuk mengjunakan mesin foto copy terutama untuk
item-item yang tidak perlu dicetak banyak, jumlzh mesin fote copy yang dipergunakan semakin
hari semakin banyak sehingga ada optimisme untuk bisa menvelesaikan pekerjaan. “Ternyata
sampai batas waktu yang ditentukan, percetakan PURI tidak mampu menyelesaikannya,”
sesalnya. .

Sementara itu, Kepala Dinas Infokem, Drs Suprawoto $iH MSi ditemui di kantornya sebelum
melakukan hearing {dengar pendapat) dengan Komisi A DPRD Jatim, Kamts (25/11) pukul 09.30
- WIB menanggapi pengakuan salah Percetakan PURI mengatakan, tidak sepenuhnya kesalahan
- dittmpakan kepada PURIL. "Kita tidak bisa terlalu menyalahkan sepenuhnya, tetapi Pemprop Jatim
" juga ikut bertanggung jawab. Tetapi memang faktanya seperti itu. ada suatu kesalahan teknis
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dalam hal ini percetakan. Percetakan dak memperhilungkait tem-ilem yang harus dikerjakan,”
katanya. (tok)
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{2000 11 2 17y g
Eksekutif Hearing Dengan Komisi A DPRD Jatim Tentang Gagalnya Tes
CPNSD

Pemerintah Propinsi Javea Timur hearing dengan Kermiss A Dewan Pervakilen Rakyst Dacrah (DPRD) Jotim
tentang gagalnya tes Cofon Peginvet Noegert Sgat Oaeeah JOTRS05 kb din Db, Halb i uintuk mengarn
solusi dan angkahi-langkah yang diucinpale ciockood aager bl ilu bdale tacoglong 1aai.
- Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, H Soekarwo SH, MHum, seusai pertemuannya dengan
Komisi A di Gedung DPRD Jatim ). Indrapura Surabaya, Kamis (25/11) mengatakan, bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyangkut masaiah administratif dan
materiil. Kedua hal itu akan dicek kebenarannya. “Jadi ada dua landasan, yaitu kebelakang
adalah landasan yuridis formal dan materiil, ke depan adalah persiapan pelaksanaan tes yang
baru,” katanya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemprop. Jatim kepada pa a peserta tes CPNSD, sesuai
dengan permintaan Komisi A, Pemprop Jatim akan meminta maaf melalui berbagat media
massa. Sedangkan bentuk lainnya tentang uang sebagai pengaanti bagi para peserta tes yang
gagal, nantinya akan dibahas antara eksekulif dan legislatif karena hal ini bukan otoritas dari
hirokrasi. -
Posisi percetakan PURI yang telah gagal naritinya akan digantikan percetakan Jawa Pos yaitu
PT Temprina Media Grafika karena percetakan ini dinilai sudah sangat modern dan
produksivitasnya tinggi serta sangat kridibel. Hal itu telah dibuktikan pada waktu Pemilu [alu.
Soekarwo mengumumkan secara lisan, tes CPNSD akan dilaksanakan pada 2 Desember 2004,
karena Pemprop sudah melakukan persiapan yang matang yaitu tentang simulasi
pengorganisasiannya. Antara lain sudah dibagi per wilayah Perbantu Gubernur. Di samping itu
ada bagian yang memfasilitasi pelayanan langsung dan diberi rompi sebagai tanda dari masing-
masing daerah untuk memudahkan daerah tersebut membawa soal tes.
Sementara ifu, anggota Komisi A, Samsul Ali, saat ditanya mengapa dirinya tidak sependapat
dengan rekan-rekannya yang meminta Sekda Prop Jatim mundur mengatakan, proses untuk
mundur atau tidak merupakan proses hukum, DPRD bukan suatu pengadilan.
Dia mengatakan, tuntutannva bukan meminta Sekda Prop mundur tetapi harus
mempertanggungjawabkan secara hukum, Selan;utnya dalam hal ini perlu adanya Panitia
Khusus {Pansus) sampai ke tingkat paripurna untuk membuat rekomendasi yudisial. Hal ini
dilakukan karena tetah merugikan ratusan ribu orang.
Ditambahkan Samsul, DPRD Jatim juga mencoba melakukan protes terhadap Menteri
Kesejahteraan Masyarakat karena dianggap kurang sitap ketika terjadi pemaparan sebuah
pemberlakuan tes CPNSD. "Menurut rencara Komisi A skan segera berangkat ke Jakarta untuk
menyampaikan aspirasi masyarakat Jatim,” imbuhnya. tpri)
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{2004-11- 30 Lr3: 34: 54 )

PELAKSANAAN SELEKSI/UJIAN ULANG PENYARINGAN CPNSD
PEMPROP JATIM

) Pelaksanaan seleksi/ ujlon abnr] peayanindgan Calon Pecaavan Nener, S Daersh Pomerintan Propinsi Jawa Tiowur
Lahwy ammpgacan 20000, alen ehibgkaonalony serealak poede oo s osaee, Desembiec 20004 pukal 08,00 wib.

- Berdasarkan surat pengumuman dari Sekrntanat Derat" Pemerintah Propinsi Jawa Timur
tanggal 26 Nopember 2004 Nomor K.26-30/V.104-6/43 tentang pelaksanaan seleksi! ujian ulang
penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipit Daerah (CPNSD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur
tahun anggaran 2004, bahwa pelaksanaan seleksi penyaringan ulang CPNSD akan dilaksanakan
serentak pada hari Kamis 2 Desember 2004 pukul 03.00 wits dengan pernbagian tempat sebagai
berikut:

GEDUNG AJBS PASAR RAYA JI Ratna 14 Surabaya.: Tenaga Strtegis dengan jurusan Ekonomi
akutansi, manajemen, pembangunan dengan nomor test 7060001 — 7061372, jurusan SOSPOL/
Hi dengan nomor test 7330001 — 7330055, jurusan Hukum nomor test 7100001 - - 7100574.
GEDUNG JUANG 45 JI Majen Sungkono 106 Surabaya :

Jurusan teknik sipil pembangunan, pengairan, lingkungan, perencanaan, arsitek dan planologl
dengan nomor test 7470001 — 7470321, jurusan teknik kimia dengan nomor test 7410001 -
7410136, jurusan Pertanian nomor tes 7270001 — 7270366, Jurusan Perikanan nomor test
725001 — 7250041, Jurusan Perkebunan nomor test 726001 — 726009, Jurusan Kehutanan
nomor test 715001 — 715009. .

Gedung Islamic Center JI Dukuh Kupang ncmor 122-124 Surabaya : SMA dengan nomor test
2100001 — 2102004Q. :

Gedung Universitas 45 JI Majen Sungkono 104 Surabaya : SMA dengan nomor test 2102001 -
2102700

GOR PANCASILA J! Indragiri 6 Surabaya . SMA dengan nomor test 2102701 - 2104973.
"GEDUNG SERBA GUNA (GEMA) UNESA JI Ketintang Surabaya : SMEA dengan nomor test
2200006 — 2200500,

Gedung Prodi Keperawatan Soetopo JI Parangkusumo nomor 1 Surabaya : Tenaga Kesehatan,
jurusan dr spesialis jantung dengan nomor test 1501-1210001, s esialis syaraf nomor 1501-
1230002, spesialis mata nomor test 1501 — 1160003, spesialis obgyn nomor test 1501 — 117004,
spesialis patology klinik dengan nomor test 1507 - 1140005, dokter umum dengan nomor test
1501-1010001 s/d 1501-1010203, jurusan apoteker denyan nomor test 1501-4200001 s/d 1501-
4200055, jurusan S 1 (SKM) nomor test 1501-3200001 s/d 1501-3200072, jurusan D 1
{Pembantu Ali Gizi) nomer test 1501-5010001 s/d 1501-501003, jur: Perawat nomor test 1501-
2010001 /d 1501-2010155, jurusan Pengatur Rawat Gigi nomor test 1501-2040001 s/d 1501-
2040019

Gedung LKN JI Indrapura nomor 17 Surabaya : Untuk Jurusan D3, perawat nomor test 1501-
210000 s/d 1501-2100762, Bidan nomor test 1501-2130001 s/d 1501-2 130037, Perawat Anestasi
nomor test 1501-2110001 s/d 1501-2110008, Fesioterapi nomor test 1501-6100001 s/d 1501-
6100018, Analis Medis nomor test 1501-7153001 s/d 1501-7150067, jurusan ATEM nomor test
15017100001 s/d 1501-7100059, Perekam Mecik nomor tect 1501-7160001 s/d 1501-7160006,
APRO/rontgen nomor test 1501-7120001 s/d 1501-7120055, Ferawat gigi nomor test 1501-
2140001 s/d 1501-2140015 b Bagi peseria seleksi ulharapknn hadir satu jam sebelum seleksi
dimulai, peserta seleksi harap membawa pensil 2B asti, rautan pensil, penghapus pensil dan alas
untuk menulis (abd)

Peran Public Relations di Pemprop Jawa Timur (Studi Kasus pada Issue Pemberitaan Proyek Induk Agrobisnis di Surat Kabar)

Tesis Benny Sampir Wanto



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangggf

(2004-11-30 1A:19:30)
HARI INI, DISTRIBUSI SOAL TES MASUK CPNS KE KAB/KO SELESAI 100
PERSEN

Pendistribusian Soal ujian/tes masuk Calon Pegawar Megen hipni Dicrah dh sejumlan katupaten/kota se-1akim
mendapatkan pengamanan seria peagawalan ketat dan Polras masing-masing yang dikawal empat orang polisi.

- Hari ini, pendistribusian Soal ujian/tes masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di
Jatim diperkirakan selesai 100 persen, terakhir diterima kabupaten/kota se Jatim diperkirakan
pukut 17.00 W1B.
Demikian penegasan General Manager (GM) PT Temprina Media Grafika Jawa Pos, Yunasa,
disela-sela istirahatnya di halaman kantor percetakan PT Jawa Pos, Jl Karah Surabaya, Selasa
(30/11) siang.
Dikatakan Yunasa, pendistribusian di sejumlah kabupaten/kota se-Jatim dijamin selesai sore ini.
“Hari ini sejak pukul 12.00 WIB, pendistribusian soal-soal itu diterima kabupaten/kota se-Jatim
diperkirakan sudah mencapai 95 persen,” katanya.
Kata Yunasa, pendistribusian Soal-soal tes CPNS ke kabupatenfkota di Jatim mendapatkan
pengamanan serta pengawalan ketat dari Polres masing-masing yang dikawal empat orang
potisi. Daerah di Jatim yang sudah menerima soal-scal CPNS ada 30 kabupaten/kota,
‘sedangkan daerah yang belum menerima soal-soal tes masih ada empat kabupater/kota antara
Aain, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Pemprop Jatim.
Lebih lanjut kata Yunasa, jumlai naskah yang dicetzk PT Temprina Media Grafika sebanyak
“197.900 naskah atau menjadi 520 item yang terbagi menjadi tiga soal dan total keseluruhan
halaman lembar soal CPNS sebanyak delapan juta kuarto.
Untuk petugas yang mengerjakan soal naskah kata Yanusa, pihaknya telah mengerahkan
karyawannya sebanyak 250 orang dengan cara shift yakni, dibagi dua shif dimana, setfiap
shiftnya dikerjakan 125 karyawan. “Jaminan terhadap kerahasiaan soal naskah agar tidak teriadi
kebocoran, kita melakukan pengamanan dengan melarang karyawan atau tamu dari luar
membawa yang HP, kamera, melarang mermbaca soal serta selesainya pergantian shift
karyawan yang ke luar percetakan juga dilakukan pengetedahan terlebih dahulu,” terangnya.
Uniuk pengamanan di percetakan, tambah Yanusa, petugas kepolisian menarjunkan 16 petugas
yang dibagi menjadi dua shift, sedangkan pengamanan tempat percetakan yang dibantu petugas
keamanan dari Pemerintah Propinsi Jatim sebanyak 17 petugas yang dibagi menjadi dua shift.
Selain keamanan dari kedua instansi tersebut, PT Temprina juga membantu pengamanan
dengan mengerahkan 16 petugas satpam yang dibagi rnenjadi dua shif. “Pengamanan ini
dilakukan didatam dan diluar lokasi percetakan,” imbuhnya (ris)
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(2004-12-01 15:53:50}

SUKSESKAN TES CPNSD, PEMPROP JATIM KERAHKAN 221 PENGAWAS

Sepanyak 221 grang pengawas seloksi pengadanr Cann Togor e Negert Sipil Daerah di ingkungan Pomerintah
Propinsi (Pemprop Jatim, Dari ai diteriban penseral o un'uk mensukse skan pelaksanaan tes,

- Sebanyak 221 orang pengawas seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD) di lingkungan Pemerintah Propinst {(Pemprop) Jatim, hari ini diberikan pengarahan
untuk mensukseskan pelaksanaan tes Kamis, {2/12}. Pengarahan disampaikan Asisten Asisten
Administrasi dan Umum, Putu Setiawan SH MM Kepala Biro Kepegawaian Moch Munir SH,
Kepala Badan Pengawas Prop Jatim, Drs Indrijono dan Kepala Kantor Palisi Pamong Praja Prop
Jatim, Drs Sukardo, MSi.

"Kami akan upayakan sebaik-baiknya untuk meiaksanakan tes CPNSD besok. Nanti pukul 15.00
WIB, kami akan meninjau lokas ujian, dipimpin Serretaris Daerah Propinsi, Soekarwo. Hal ini
ditakukan supaya teman-teman pengawas lahu lokasinya dan membantu menempelkan nomor
urut peserta ujian. Pokoknya, kami sudah siap,” kata Putu Setiawan diterui seusai rapat di
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprep) Jatim, J! Pahlawan 110
Surabaya, Rabu (1/12).

Pembentukan panitia pengawas ujian CPNSD inr berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor
810/862/042/2004 tentang Panitia Pengawas Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Baerah di Lingkungan Pemerintah Propinst Jawa Tonur Tabwn 2004 tertangga! 30 Nopember
2004,

Tugas-tugas panttia pengawas datam SK Gubernur tersebut adalah menjaga dan memelibara
ketertiban selama berlangsungnya Seleksi CPNSD di ingkungan Pemprop Jatim, seperti
mengawasi pelaksanaan ujian, membacakan tata tertib ujian sebelum pelaksanaan tes dimulai,
menyerahkan naskah soa! dan Lembar Jawaban Komputer (LJK} pada peserta, menjaga
ketertiban ruang ujian, mengumpulkan naskah soal dan hasil tes pada LJK dari peserta tes
seleksi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panita Penvelenggara Ujian Seleksi
CPNSD 2004.

Daftar nama-nama pengawas seleksi ujlan CPNSD yakni dari Biro Perekongmian, Biro
Keuangan, Bira Hukum, Birc Kesra, Biro Mental Spiritual, Bawasprop, Biro Organisasi, Biro
Kerjasama, Birc Administrasi Pembangunan, Biro Umum, Biro Kepegawaian, Dosen Akademi
Perawatan (Akper), Biro Perlengkapan dan Aset, Dosen Universitas 45 Surabaya serta Biro
Pembangunan dan Otoda.

Sementara ifu, naskah tes CPNSD, menurut Sukarco, mulai kemarin malam (30/11) telah di-
sterilkan (diamankan) di Gedung Grahadi. Dan naskah soai dan LJK akan diambil panitia pukul
05.30 WIB (2/12) untuk didistribusikan ke masing-masing lokasi tes. "Tetapi kita check kembali
beberapa naskah yang mungkin ada kekurangan-kekurangan, akan kita sempurnakan supaya
dalam pefaksanaan tes besock, sudah tidak ada permasalahan * imbuhnya.

~ Lebik lanjut Sukardo mengatakan, pengamanan naskah soal tes sampai didistribusikan ke

.. delapan titik fokasi ujian (Gedung AJBS. Gedung Juang 45, Gedung Prodi Keperawatan, Gedung
P4K Islamic Centre, Universitas 45, Gelora Pancasila dan Gedung SerbaGuna Unesaj telah

" dikoordinasikan dengan Polwiltabes Surabaya/PoirestafPolsekta terkait.

"Pada saat Hari-H pelaksanaan es (2/12), lokasi ujian skan ditempatkan petugas Polisi Pamong
Praja, Kepolisian dan security setempat untuk pengamanan,” katanya.(tok)
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‘Komisi A DPRD Jatim Juga Sidak Ujian Ulang

Lepulish otang anggota Koniea A DR ovia Do oot sndsadanngn peenctided g tosd poage inctakuklan TR PEL SH]
mendadak (sidak) di lokasi ponyannyain upan calon Pegawa Megors Sipil (CPNs) Pemprog Jating di gedung
pertemuan AJABS Pasar Rayz 0i 1 katna No 14 Surabaya, Kamis (2/12).

- Ketua Komist A DPRD Jawa Timur, Sabron Jamil Pasaribu, SH saat ditemui mengatakan, ia
merasa sangat perihatin setelah melihat langsung para peserta tes penyaringan CPNS yang
jumlahnya begitu banyak. "Coba kita lihat, merel.a begilu anfusias ingin mendapalkan statusnya
sebagai pegawai negeri sipil, semenlara lowongan yang lersedia kurang lebih hanya 150 orang
saja. Apakah ini tidak memprihatinkan kita “ tanya Sabion.

Oleh karena itu, lanjut Sabron, ia sangat wanti-want agar penyelenggaraan penyaringan CPNS
tahun anggaran 2004 ini bisa berjalan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisne (KKN) dan semua
hasil tes ini agar diinformasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat.

Semnatara itu, Drs Suli Daim Anggota Komisi A DPRD Jatim yang menyertai sidak juga
mengatakan, untuk menghindari hal-hal yang sangat sensitif seperti praktik KKN yang
belakangan ini sering terjadi, maka panitia diharapkan tidak sekali-kali mencari kesempatan dan
bermain di belakang. "Hendaknya panitia bekerja secara proporsional, tidak sekedar terlaksana
serta dalam sistem penilaian perlu ada profesionalisme.” wjarnya.

Hingga selesainya pelaksanaan tes CPNS, koordinator panitia Ors Djarno belum bersedia
memberikan keterangan berkaitan pelaksanaan tes CPNS dengan alasan masih dievaluasi.
Namun dari suasana kegiatan, pelaksanaan penyaringan CPNS tahun anggaran 2004 di fokasi
AJBS Pasar Raya Surabaya ini cukup kondusif.

Tentang keamanan, Polsek Wonokromo AKP Dirmanto yang sekaligus turun mendampingi 4
orang anggotanya mengatakan, hingga selesainya petaksanaan penyaringan CPNS di AJBS
tidak ada kejadian yang mzngarah pada tindak kekzrasan atau pemaksaan. “Semuanya berjafan
tertib, aman dan lancar. Baik ketika mengawal naskah {soal) ataupun ketika menyampaikan
naskah kepada seluruh peserta tes CPNS,” katanya,

Sementara beberapa peserta tes CPNS mengeluh, karena ruangan yang kurang representatif.
Salah seorang peserta ujian, Eko tianto dengan ncmor peseta 70611163 jurusan Studi Ekonomi
Pembangunan alumni Universitas Pembangunan Nas'onal Surabaya mengatakan, ada
perbedaan dan persamaan pada soal terdahuiu dengan sozl yang sekarang dengan tingkat
kesulitan juga tidak jauh berbeda. "Yang berbeda tempat tes sekarang tidak tenang karena satu
lokasi, sedang tempatl tes dulu (di SMU Ta'miriyah) terpisah dan tersedia meja untuk menulis,”
katanya

Lain lagi kata Yanti, peserta as.i Maiang dengan nomor peserta 7060572 jurusan Ekonomi
Managemen alumni Universitas Merdeka (Unmer) Malang. 1a meminta, agar panitia bersikap jujur
. dan transparan, dimana hasil tes harus segera diumumkan. “Jangan terkesan ditunda-tunda

. seperti kejadian penyelengygaraan tes pertama,” katanya.(sat)
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KOREKSI HASIL TES CPNSD, ITS DIJAGA KETAT

Institut Teknologi Sepulul Nypemiber Surabaya ya g dipergunaken sebagar tentpat untuk mengkorekst lembar
jawaban tes Calon Pegawal Negeri Sipil Dacrah tetah dijaga kelat clish aparat keamanan

- Pusat Komputer lnsmut Teknologl Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dlpergunakan
sebagai tempat untuk mengkoreksi lembar jawaban tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
{CPNSD) telah dijaga kelat olelr aparat keamanan. Meski lermbar jawaban hingga pukul 16.00
belum ada yang masuk, pihak ITS telah melakukan penjagaan sejak pagi hari. Setiap tamu yang
hendak masuk diminta untuk meninggalkan kartu identitas diri, serta mencatat keperluannya di
buku tamu yang disdediakan.
Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT}Pusai Komnputer ITS, Dr Ir Ari Santoso DEA selaku
penanggungjawab prores pengkoreksian tes CPNSD dalarn rilisnya yang dikirim ke Jatim News
Room, Kamis (2/12) sore mengatakan, sterilisasi lokasi ruang koreksi ini kami lakukan untuk
menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Bahkan alal yang kami miliki ‘mampu menditeksi
kemungkinan terjadinya praktek perjokian.
"Meski kami telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun melakukan koreksi pada pelaksanaan
tes perguruan tinggi negari untuk wilayah C, tapi kami tetap melakukan prosuder-prosedur
standar pengamanan dokumen negara. ini merupakar. bagian dari keseriusan dan
tanggungjawab kami di dalam menerima pekerjaan ini. Kami tidak main-main termasuk tenaga
yang dilibatkan didalam proses korekst,” katanya.
Dijelaskannya, dalam prosers koreksi atau validasi, [TS memang tidak punya wewenang
terhadap pengolahan hasil yang kunci jawabannya baru diserahkan kepada pada ITS tanggal 15
Desember aleh petugas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.
Saat ini yang di kerjakan melakukan validasi ‘lerhadap biodata peseria sebelumnya sudah dikirim
ke Jakarta. "Kemudian kami manerima lembar jawavan dari Pemprop dan melakukan validasi
dari jawaban berbentuk tulisan ke dalam pentuk digital data base melalui proses scaner. Proses
ini paling lama akan memakan waktu hingga 15 Desember. Tapi kami rencanakan selesai tiga
hari sebelum batas waktu yang ditentukan, " jelasnya.
Setelah lembar jawaban tersimpan dalam data base itu, petugas dari BKN Jakarta akan datang
membawa soft ware beserta kunci jawabannya, lalu dilakukan maining data base untuk
meneniukan skoring. "Jadi kunci jJawaban soal bukan ITS yang mernegang. Kami hanya
menytapkan data base hasil validasi yang siap dicocokkan dengan soft ware dari Jakarta "
ujarnya.
Pproses jalannya penerrmaan lembar jawaban tes CPNSD di Pusat Komputer ITS yakni dari
daerah akan diterima oleh petugas Pemprop Jatim. Ada empat kelompok yang telah disusun
untuk masing-masing kotatkabupaten, dimana dalam tiap kelompok terzebut tidak holeh masuk
bersama-sama sebelum kelompok yang sudah masuk terlebih dahuiu selesai dilayani. Karena
masing-masing daerah tidak diketahui jumian pesertanya, demikian juga dengan jam kedatangan
lembar jawaban, maka ITS belum bisa melakukan permodelan yang pasti. Tapi pihak Pemprop
telah mencoba membagi dalam empat ketempok besar.
Keempat kelompok itu masing-masing yakni kelompaok satu terdini atas lembar jawaban dari tes
CPNSD Pemprop, Mojokerto, Nganjuk, Blitar, Sampar.g, Lumajang, Bojonegaro, Magetran, dan
Kota Batu. Kelompok dua berturut-turut, Kota Surabava, Kotz Mojokerto, Bangakalan, Malang,
Kediri, Kota Blitar, Ngawi, Pacitan, dan Ttrenggalex.
Kelompok tiga Gresik, Pasuruan, Pamékasan, Kota Matang, Kota Kediri, Tulungagung, Madiun,
dan Banyuwangi. Sedang keiompok empat terdiri Sidoarjo, Kota Probolinggo, Jombang, Tuban,
Situbondo, Bondowoso, Kota Madiun dan Jember
Tentang kestapan SDM yang dimiliki ITS, Ari menjelaskan, semua tenaga yang dilibatkan adalah
karyawan ITS yang selama terbiasa melakukan pekerjaar itu. Tenaga dibagi dalam lima shift
untuk waktu 24 jam dan tiap shift jumlahnya tergar.tung pada bagian-bagian yang dikerjakan.
Dibagian penerimaan berkas ditempatkan 30 orang dalam sati: shift, scaning tujuh orang, validasi
10-20 orang. "Jumiah ilu diluar supervisi, tenaga keamanarn, petugas disel, dan petugas parkir,"
imbuhnya.(abd)
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Proses Koreksi CPNS, Komisi A DPRD Jatim Beri Apresiasi Positif

Korcksi hasil jawaban soal ajons masok Jalon Peo
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A4 3 Jostirin yani

san leeger Sapd ieicayakan proses korcksinya kepada tim
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- Koreksi hasit jawaban soal ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipercayakan
proses koreksinya kepada tim independen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS} Surabaya.
Atas upaya yang dilakukan Pemprop Jatim kepada ITS ini mendapat apresiasi yang positif dari
Komisi A DPRD Jatim yang membidangi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan juru bicara
Komisi A Achmad Firdaus SH, saat rapat paripurna k€ 5 masa persidangan IV tahun sidang 2004
dalam acara Tanggapan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBD) Jatim Tahun Anggaran 2005, di Gedung DPRD Jatim JI Indrapura Surabaya,
Sabtu (4/12).

Lebih lanjut kata Achmad, meskipun dalam proses koreksi CPNS sudah dianggap positif, namun
Komisi A berharap, agar proses koreksi dan hasiinya (hasit ujian CPNS-red) dapat secepatnya
disampaikan atau diumumkan pada publik "Setungga tidak menimbulkan peluang waktu bagi
siapa saja untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisine atau KKN* ujarnya.

Kata Achmad, kegagalan pelaksanan tes CPNSD bagt Jatim diharapkan tidak terulang di masa-
masa yang akan datang. “Oleh karena itu Konusi A berharap agar proses koreksi dan
pengumuman terhadap hasil tes harus dilakukan secara obyeklif dan transparan. Sedangkan
budaya fitipan yang selama ini mewabah di masyarakad harus diubah,” tegasnya.

Selain itu, Komisi A juga menvoroli tentang pengangketan kembali pejabat struktural yang telah
memasuki masa pensin. Komisi A menilat tindakan tersebut menunjukkan bahwa program
pembinaan kepegawaian dianggap tidak schay dan dapat meoutup kesempatan bagi pegawai
lain yang memiliki prestasi, dedikasi dan loyallas. "Komisi 2 menilai, apabila hal tarsebut
berlanjut, maka hal int akan menghambat proses kaderisasi dan regenerasi mendatang,”
katanya.

Sementara itu, juru bicara Komisi B, Linda Oktafia 5T mengatakan, menyangkut masalah
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK} yang telah disampaikan gubernur yang menyatakan
bahwa RASK dapat dipercieh dalam rapat kera komisi dengan masing-masing mitra kena, maka
sampai saat ini baru dua dinas yang menyampaikan PASK. "Komisi B memberi batas waktu
penyerahan RASK dari mitra keria paling lambat 6 Desember 2004, katanya.

Menurut Komisi yang membidangi perekonomian i, ¥egintan rutin yang tidak seharusnya
dianggarkan berdasarkan anggaran yang adua di galam MAP lerdapat mata anggaran yang
seharusnya sudah masuk didalam anggaran vutin dinus. Teag hal ini tetap muncul didalam
anggaran tersendiri, misalnya pada Dinas Pertanian dan Oinas Peternaxan.

Dari Dinas Pertanian kata Linda, antara lain perlama. pengolahan data statistik pertanian
anggaran sejumiah Rp 494.895 juta. Keduz, anaiisa usaha tani sebesar Rp 90 juta, Ketiga,
momtonng dan pengumpulan informasi pertaian sebesar Fp 50 juta. Keempat, pemantauan
hasil pertanian Rp 120 juta. Sehingga jumlah total menjadi Rp 764.895 juta. Sedangkan untuk
Uinas Peternakan, pembinaan pengawasan ntern sebesdar Ep 100 juta dan pengumpulan dan
pengolahan data sebesar Rp 90 juta, sehingaa jurilah totalnya sebesar Rp 190 juta.
"Seandainya Komisi B sebelum pembahasan i swdat menerima RASK dari eksekutif, maka
kami bisa memahamt dan tidak akan muncul pandangan yang sepertiini. Sehingga hal ini tetap
kami sampatkan pada rapat dewan saat inl agar ozensadi perbatian eksekutif " paparnya.
Sedangkan juru bicara dan Kemisi C H Luluk Mauidyah SE mengatakan, mengenai dana
perimbangan pada tahun anggaran 2005, kemponen pendapatan dar bagian dana perimbangan
yang didapat Propinsi Jatim sebesar Rp 747.890 miiar. "Apabila dibandingkan dengan
penerimaan yang didapat Propinsi Jatim uituk tahun 2004 sebesar Rp 751.828 miliar. Sehingga
dana perimbangan yang didapatkan mengalami penurunan 0,52% atau sebesar Rp 3.938 milir”
tukasnya

Melihat adanya penurunan dari dana perimbangan te reebul kata Luluk, maka komisi C
mendarong dinas/instansi yang terkait untuk melakukan langkah-langkah konstruktif guna
mempercleh peningkatan perclehan dana.
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Selain iy, pada APGL huo 2005, stnbar pendapatan dan pagak kendaraan bermotor (PKB)
sebesar Rp 930 milyar, namun Komisi C memprediksi bahwa, perolehan dapat ditingkatkan lagi
menjadi Rp 940 milyar. Sehingga potensi PKB apabila dilihat dari target murni tahun anggaran
2004 sebesar Rp 650 milyar mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 290 milyar.

Juru bicara dari Komisi D Moch Husaen SE mengatakan, pada bidang perhubungan khususnya

Dinas Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ} Propinsi Jatim, tatwn anggaran 2005 DLLAJ

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15,750 miliar. Berkaitan hai tersebut, Komisi D

menegaskan, agar DLLAJ Jatim mengkaji secara mendalam proyek komputerisasi jembatan

timbang sistem on line di Jatim, terutama terkait dengan pemakaian jasa satelil atau penggunaan
radio link.

Selanjutnya, tentang praktek pungutan liar {pungli} di jembatan timbang Jatim, Komisi D juga

menegaskan, masalah ini harus menjadi perhatiar. DLLAJ Jatim. "Ini segera dicarikan solusi

terbaik, sehingga permasalahan yang dimaksud ifu frekuensinya semakin mengecil dan tidak

muncul kembali," katanya. .

Komisi E melalui Juru bicara dari komisi E imam Gozali Aro menyoroti tentang pelayanan Rumah

Sakit (RS) milik Pemerintah Jatim. Dikatakan Komisi E, tentang pelayanan rumah sakit masih

. teriadi kurangnya profesionatisme tenaga medis yang mengakibatkan apatisme masyarakat
terhadap RS pemerintah. Sehingga, masyarakat memilih RS swasta sebagai alternatif berobat.

« Setain itu juga minimnya fasilitas yang dimifiki RS menambah | eban berat yang harus ditanggung
dalam menggapai citra RS pemerintah sebagai pilihan utama “Komisi E mengharapkan, Dinas
Kesehatan segera menangkap ikon tersebut, hal ini merupakan tantangan kedepan guna
mencapai keberhasdan Jatim,” katanya.

Sedangkan anggaran sebesar Rp 94,8 milyar yang diatokasiksn untuk Dinkes Jatim pada tahun
anggaran 2005 dengan 46 kegiatan akan mendapatkan koreksi dart Komisi E.

Sementara menanggapi tentang ketenagakerjaan di Jatim, Komisi E berpendapat bahwa, Balai
Latihan Kerja (BLK} belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk menyiapkan tenaga-
tenaga kerja terampil yang siap pakai. Sehingga Komisi E mengharapkan, bagi Jatim tidak lagi
pengiriman Tenaga Kerja Indenesia (TKI} keluar negen apabila belum mempunyai Tenaga
Terampil indonesia (TT1}. Termasuk juga kasus TK| yang melalui calo harus dapat dikurangi.
Tentang Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kzrja indonesia (PJTKI}, Komisi E mengharapkan,
"Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prop Jatim untuk segera memperketat pengawasan terhadap
kinerja PJTKI dengan memberikan sanksi yang tegas,” tandas lmam (pri)
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Dinas latormast dan Komunikas: Pemda Jawa Timur

(2004-10-19 15:16:52)

PEMBEBASAN LAHAN MENUJU PIA TAK AUA 114 MBATAN

Pembangunan jalan sepanjang 1.2 ki dengan {ebar sehitar 40 moter sebagai akses menuju
Pasar lnduk Agrobisais (PEA)Y Desa lenwndo. Taman Sidoarjo tidah ditemukan Kendata datam
pembehasan lahan pendaduk sekitarnsg

- Penbangunan jatan sepanjang 1.2 ki dengan lebar sekitar 40 meter sebagai akses menuju
Pasar Induk Agrabisnis (PIA) Desa Jemundo, Taman Sideatjo tidak ditemaakan kendala datam
pembebasan lahan penduduk sekitarnyva. Schingea pembangun jalan tersebut sudalt dapat
dikerjakan menvusul pembangunan PIA dimutai akhir Desember 2004, Demikian dikaakan
Asisten Ekoaomi dan Pembangunan Setda Prop Jatm. e Soetiahjonu Sacjitng. usai mengikuti
rapat weatang pembangunan jalan menyju MTA di Ruang Kerja Guberoor {1 Pahilawan
SurabayaSelasa( 19/10).

Lebih lanjut dikatakan Soetjalijono. densan tidak ada masalah tentang pembebasan lahan
untk jalan menuju PEA Gubernur Jatim dniam Utoma secara tegas ineminta semua pihak
unuk bekerja menuntaskan proyek PTA tersebut sesuai dengan jadwal vang ditentukan.
"langan sampai ada penundaan {ag).” ujarnva meniruhan Gubernur lmam Utoma. Guberaur
mnta agar dalam menuntaskan pekerjaan jangan bersikap setengali-setengah.

Setelah pembebasan fahan selesai. menurut Sectjahjona pekeriaan ini baru akan ditawarkan
kepada investor, dan investor vang siap menuegarap provek tersebut harus memenuhi syarat
vang Kita tentukan. "Bahkan. kalau bisa vang menguniungkan bagi Pemprop Jatim untuk

menambah pendapatan PAD Jatim,” (egasnyva.(jok)

beps waww d-infokom-jatim.go. id/news phpid 22240 diakses 117602005
Page | ol i
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Pasal 23

(1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 21 dan Pasat 22
diwujudkan dalam bentuk rencana kera pemerintahan daerah dan dyabarkan
dalam bentuX pendapatan, balanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam
sistemn pengelotaan keuangan daerah.

{(2) Pengelofaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secaraz efisien, efekfif, transparan, akuniabei, tertib, adi#, patut, dan taat pada
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempas
Pemerintah Daerah

Parzgraf Kesatu
Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerab

Pasal 24

(1" Setizp dacrah dipimpin cleh wepela penierintah daerah yang disebut kepala
daersh.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut
Gubernur, unluk kabupaier disebul bunatl, dan untuk kotz disebut walikota.

(3] Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibantu aleh salu orang
wakil kepala daerah.

(4} Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3} untuk provins: disebut
wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan urduk kota disebut wakil
walikota.

(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara fangsung oleh rakyat Gi daerah
yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban
Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah meinpunyai tugas dan wewenang:

a. memnimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;

b. mengajukan rancangan Perdza;

menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menyusun dan mengajukan fancangan Perca tentang APBD kepada DPRD untuk

dibahas dan diletapkan bersama;

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesvai dengan peraluran perundang-
undangan,

@

el
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fasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyat tugas:

a. membantu kepala daerah dalam menyefenggarakan pemerintahan daerah;

b. mombantu kepala dasrah dalem mengoordinastkan kegiatan Instansi vertikal di
daerah, menindakianjuli faroran danfatau temuan hasil pengawasan aparal
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestanian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

c. memantau dan mengevaiuasi penyelenggaraan pemenntahan kabupaten dan
kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d. memantau dan mengevaiuast penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kecamatari, kelurahan dan/atlau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

e. memberikan saran dan pedimbangan kepada kepala daerah dalam
penyelenggaraan Kegiatan pemerintah daerah;

f. meltzksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oieh
kepaia daerah; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah
berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala
daerah Yenanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil kepala daerah mengganiikan kepaia daerah sampai habis masa jabatannya
apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewaibannya selama € (enam) bulan secara terus menerus dalam
masa jabatannya.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
a. memegang feguh dan mengamalkan Pancasila, mefaksanakan Undang-
-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
meningkatikan kesejahteraan rakyat;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
melaksanakan kehidupan demokrasi;
menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
melaksanakan dan memperntanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah;

menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripuina DPRD.

—mTompoano

5=

(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan membedkan laporan keterangan
perfanggungiawaban  kepada DPRD, serta . menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
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Laporan penyelenggaraan pemeriniahan daerah kepada Pemerint‘ah sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) disampaikan kepada Presiden melalul Menteri Dalam
Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk
BupatiWalikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemennt2h $¢zagal
dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemenintahan daerah dan sebagal bahan
pembinaan lebih (anjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3).
dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemeriniah.

Paragraf Ketiga
Larangan bagi Kepa!s Dacrah dan
Wakii Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepata daerah dilarang:

a.

(1)

membuat kepulusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi din, anggota
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politknya yang benentangan dengan
peraturan perundang-undangan, merugikan kepeniingan umum, dan meresahkan
sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara danfatau golongan
masyarakal 1ain;

turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik aegarafdaerah,
alau dalam yayasan bidang apapun;

melakukan pekerjaan lain yang memberikan keunlungan bagi dirinya, baik secara

langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang
bersangkutan;

melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa

dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau findakan yang akan
dilakukannya;

menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang
dimaksud datam Pasal 25 huruf f;

menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpahfjanii jabatannya;

merangkap jabatan sebagal pejabat negara fainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
FPemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 28
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b. pemnintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
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(3) Dalam ha! kepala daecah dan wakil kepala daerah berhenti atad diberhzntikan
secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Padpurna OPRD memutuskan
dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilinan kepala daerah dan
wakit kepala daerah paling lambal 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya
penjabat kepala daerah. -

{(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas
sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepata
daerah.

(5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjsbat
sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Paragraf Kelima
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah

Pasal 36

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah danfaiau wakil
kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas
permintaan penyidik,

(2) D‘ala{n hal persetujuan teriulis sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak
diberikan oleh Presiden datam waktu paling lambat 60 {enam puluh) hari terhitung

sejak diteimanya permchonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapst
dilakukan.

{3) Tindakan penyidikan yang ditanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan

tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1t} dan
ayal (2).

{4} Hal-hal yang dikecualikan dar ketentuan sebagaimana dimaksud psada aya: (1)
adalah;
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b." disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dangan pidana
mati, atau telah melakukan indak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib

dilaporigan kepada Presiden paling lambat dalam wakty 2 (dua) kali 24 (dua puiuh
empat) jam.

Paragraf Keenam
Tugas Guberaur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di
wilayah provinsi yang bersangkutan.

(2) Daiam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden.
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Pasal 38

(1) Gubemur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki
tugas dan wewenang:

a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan - pemerintahan daeran
kabupaten/kota;

b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan
kabupaten/kota,

¢. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fugas peinbantuan
di daerah provinsi dan kabupaten/kota,

{2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimeksud pada ayal (1)
dibebankan kepada APBN.

(3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerinfah,

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur datam Peraturan Pemernintah.

Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-Paragraf Kesatu
Umum

Pasat 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini bedaku

ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, daa
DPRD.

Paragraf Keduz
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Pasal 41
DPRD memiliki fungsi fegislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang

Fasal 42
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
3. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;

b. membahas dan meayetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan
kepata daerah;
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